ASCY
( Aya bolee, Jifin

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan otonomi
Daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab
dalam penvelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan
dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 1S Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang mengatur antara lain penvederhanaan pungutan
serta Dbesarnya tarif retribusi Daerah periu
melakukan penyesuaian kembali jenis rettvibus:
Daerah yang dapat dipungut dan besarnva tari
retribusi Daerah terhadap pelavanan vang diber -
kan oleh Pemerintah Daerah:

b. bahwa penyvederhanaan terhadap pungutan retribusi
Daerah tetap memberikan kewajiban Pemerintabh
Daerah untuk menyediakan seluruh pelayvanan vyang
diperlukan dalam rangka pengawasan dan pengenda-
lian;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas,.
perlu menetapkan kembali pengaturan tentang
Retribusi Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang~-Undang Nomor 11 Tahun 1960 tentang
Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara
Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun
1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3430);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 199>
Nomor 3480, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489):

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3633):

4, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang DPeme-
rintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1996
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);




10.

11.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Tembaran
Negara Nomor 3410);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentancge
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 199~
Nomor 55, Tambahan lLembaran Negara Nomor 3692):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 198~
tentang Penertiban Pungutan dan Jangka Waktu
Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun
1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di-
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retri-
busi Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retr |
busi Daerah;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri. Menteri
Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil Nomor : 139 Tahun 1997

902/Kpts/PL .420/9/9°
03/SKB/M/1X/1997
tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retri-
busi Daerah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat
11

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun
1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi:

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 3 Tahun 1979 tentang Perparkiran Daerah
Khusus Ibukota Jakarta jo. Peraturan Daerah Nomor
7 Tahun 1987;

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penvidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dacrah
Khusus Ibukota Jakarta:

Peraturan Daerah Daerah Khusus Tbukota Jakarta
Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan
di Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

Peraturan Daerah Daerah Khusus Tbukota Jakarta
Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan
Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di wilavah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;



m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau fan 1 me
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan }
Kukan pembayaran retribusi. termasuk pemungut
retribusi tertentu;

n. Pemungutan adalah suatuy rangkaian reg
punan data obyek dan subyvek . ATny
retribusi yang terutang sampal  kegiatan
Kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyvetor :

0. Surat Ketetapan Retribusi vang se Tieln
SKRD, adalah surat Keputusan vang menentukan :
$1 vang terutang;

P. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan vang
disingkat SKRD Tambahan adalah surat keputusan Vi menen -~
kan tambahan atas jumlah retribusi yYang telah ditetapkan:

q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang
disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi
Daerah yang ditetapkan karena jabatan
tidak menyampaikan permohonan.

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah I.ebih Bavar vang
disingkat SKRDLB, adalah surat  keputusan vang
jumlah kelebihan pembayaran retribusi kare jumla
retribusi lebih besar dar; pada retribusi s rut
tidak seharusnyva terutang;

S. Surat Tagihan Retribusi Daerah vang selanjutnyva
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusy]
sanksi administrasi berupa bunga dan atau :

t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
pulkan, dan mengolah data dan atau an lainnyva
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kKewajiban tribusai
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi :

u. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adala serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
yvang selanjutnva disebut Penyidik, wuntuk mencari
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak
pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi menemukan
tersangkanya.

BAB 11
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUST
Pasal »
(1) Golongan dan jenis retribusi  da Peratur

adalah:

a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayvanan Persampahan/Kebersihan:



18. Peraturan Daerah Daerah Khusus Tbukota
Nomor 3 Tahun 1990 tentang Usaha Persu u
wilavah Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

19, Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibwkota Jak-.r a
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Dacrah
Khusus Ibukota Jakarta:

20. Peraturan Daerah Daeranh Khusus Tbhukota T4 ¢
Nomor ~ Tahun 1691 tentang Bangunan L
wilavah Daerah Khusus Tbhukota Towart.o:

21, Peraturan Daerah Daerah Khusus bibota
Nomor 2 Tahun 1492 tefiang I masama sy an ‘

wilavah Daevah Khusus “hubota JTabact

ta
ra

Peraturan Daerah Daervah Khusu- Tbhukota J.o-o
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penanggulangan BFabhay .
Kebakaran dalam wilayvah Daerah Khusus Thuke &
Jakarta;

23, Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakai:i «
Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampungan dan Pomo-
tongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas 1i-
wilavah Daerah Khusus Thukota Jakarta:

24, Peraturan Daerah Daerah Khusus Tbhukota Jaka
Nomor 9 Tahun 199° tentang Lalu Lintas dan Anv
kutan Jatan di Wilayah Daerah Khusus " hokial
Jakarta:

25, Peraturan Daerah Daeran Nhusus L bhukot . Jak
Nomor 9 Tahun 1995 tentang Jrg.tisasi dan
Kerja Dinas Pendapatan Daerah Dacrah Nihus
kota Jakarta:

26, Peraturan  Dacrah Daecraly Nhusu DBuk o
Nomor ! Tahun 1996 fentang Cenyeleirgy.
Pedaftaran Penduduk Dalam Nevangka Sistom i
masi Manajemen Kependudukan dalam wiiavah Dae,
Khusus Ibukota Jakarta:

27, Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibuokota Jakan

Nomor 12 Tahun 1997 tentang Usaha Paviw ~a.
di Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan FRakvat Dae- o1
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAFRAH KHUSUS  TLURGTA  JAR:ST
TENTANG RETRIBUST DATRAH
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BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan

a.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus 1Ibukota
Jakarta;

Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta:

Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha vang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, perse-
kutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yavasan, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

Retribusi Daerah yang selanjutnva disebut retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan:

Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi vang me-
liputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retibusi
perizinan tertentu;

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa vang disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan;

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha jang
disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip
komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh
sektor swasta;

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan
tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada
orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan peman-
faatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana. atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan.menjaga kelestarian lingkungan;

*\
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Retribusi Penggantian Biava Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akte Catatan Sipil;
Retribusi Pelavanan Pemakaman dan Pengabuan Mavat:
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor:
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Retribusi Penggantian Biayva Cetak Peta:
Retribusi Pengujian Kapal Perikanan:
Retribusi PResparkiras Tepi Jalan Umum.

Di -
b. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari

RoNCo BN Be N FIN =¥

Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah:

Retribusi Pasar Grosir dan atau P

Retribusi Terminal:

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/vVil 'a:
Retribusi Penvedotan Kakus:

Retribusi Rumah Potong Hewan:

Retribusi Tempat Pendaratan Napal;

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah:
Retribusi Tempat Khusus Parkir.

QWO I L1
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C. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari

1. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;

2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

3. Retribusi Izin Gangguan:

4. Retribusi Izin Travek.

(2) Golongan dan jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ay
(1) pasal ini dikelompokan dalam 4 (empat ) Bidang
terdiri dari

Bidang Pemerintahan;

Bidang Ekonomi ;

. Bidang Kesejahteraan Rakyat:
Bidang Pembangunan.

L0 o'

(3) Golongan dan Jenis Retribusi Bidang Peme .
dari :

a. Retribusi Jasa Umum

1. Pelayvanan Catatan Sipil
- Retribusi penggantian biava cetak Akte Catatan i

2. Pelayvanan Kependudukan:
- Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda
Penduduk;
3. Pelayanan Penanggulangan Bahava Kebakaran:

- Retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
b. Retribusi Jasa Usaha

1. Pelavanan Catatan Sipil
- Retribusi pemakaian kekavaan Daerah.

2. Pelayvanan Fasilitas Bangunan Milik Pemerintah
- Retribusi pemakaian kekavaan th




5. Pelayvanan Penanggulangan Bahava Re Wy
- Retribusi pemakaian kekavaan Daera

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pelayanan Izin Undang-undang Gangguan:
- Retribusi Izin Gangguan;

(4) Golongan dan Jenis Retribusi Bidang Ekonomi terdiri dari
a. Retribusi Jasa Umum

Pelavanan Bidang Perikanan :
- Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

b. Retribusi Jasa Usaha

1. Pelayanan Perindustrian
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daeran:

2. Pelayvanan Peternakan
a) Retribusi Rumah Potceng Hewan:
b) Retribusi Pemakaian Kekayvaan Daerah.

3. Pelavanan Kehutanan

- Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah

4., Pelayanan Perikanan
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
b) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan:
c) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
d) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vi]1a.

()]
.

Pelavanan Kepariwisataan
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
b) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vi11&.

6. Pelayanan Usaha Sektor Informal
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

(5) Golongan dan Jenis Retribusi Bidang Kesejahteraan
diri dari :

a. Retribusi Jasa Umum

1. Pelavanan Kesehatan
- Retribusi Pelavanan Keschatan,

5. Pelayanan Kebersihan Lingkungan
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

3. Pelavanan Pemakaman Umum
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

b. Retribusi Jasa Usaha

1. Pelayanan Kesehatan :
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.



tn

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menuru
peraturan perundang~undangan retribusi diwajibkan untuk mela
kukan pembavaran retribusi, termasuk pemungut atau pemorong
retribusi tertentu;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghim-
punan data obvek dan subyek retribusi. penentuan besarnya
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan vretribus
kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannyva:

Surat Ketetapan Retribusi Daerah vang selanjuinyva dising
SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnyva Tetribu
si vang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang menentu-
kan tambahan atas jumlah retribusi yvang telah ditetapkan:

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yvang selanjutnya
disingkat SKRD Jabatan adatah surat ketetapan retribusi
Daerah yang ditetapkan karena jabatan sebagai akibat

tidak menyampaikan permohonan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah Kkredit
retribusi lebih besar dari pada retribusi vang terutang atau
tidak seharusnyva terutang:

Surat Tagihan Retribusi Daerah vang selanjutnyva disinglart
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari. mengum
pulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnyva dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah:

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
vang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB 11
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Golongan dan jenis retribusi dalam Peraturan Daerah in

adalah:

a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan:
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan:




(6) Golongan dan Jenis Retribusi Bidang Pembangunan terdiri dari:

a.

(O]

wn
-

6.

Pelayvanan Museum dan Sejarah / Monas
a) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga:
b) Retribusi Pemakaian Kekayvaan Daerah.

Pelayanan Planetarium
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Pelavanan Keolahragaan
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Pelavanan Kebun Binatang Ragunan

a) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

b) Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah.

Pelavanan Kebersihan Lingkungan
a) Retribusi Penyedotan kakus:
b) Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah.

Pelavanan Pemakaman Umum
- Retribusi Pemakaian Kekayvaan Daerah.

Pelayvanan Perumahan
- Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah.

Retribusi Jasa Umum

1.

(R

(98]

Pelayanan Ketatakotaan
- Retribusi Penggantian Biava Cetak Peta.

Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pelayvanan Pemetaan
- Retribusi Penggantian Biava Cetak Peta.

Pelayanan Perparkiran
- Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.

Retribusi Jasa Usaha

1,

[¥3)

Pelavanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
a) Retribusi Terminal;
b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pelayanan Peker jaan Umum
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pelavanan Pengendalian Dampak Lingkungan
- Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah.

Pelayanan Penerangan Jalan Umum
-~ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.




(1)

(2)

(3)

(9]

Pelayvanan Pertamanan
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

6. Pelayanan Khusus Tempat Perparkiran
- Retribusi Tempat Khusus Parkir.

7. Pelayanan Jaringan Utilitas
- Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah

¢c. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Pelayanan Ketatakotaan
- Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

2. Pelayanan Pengawasan Pembangunan Kota
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

3. Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Retribusi Izin Travek.
BAB III
BIDANG PEMERINTAHAN
Bagian Pertama
Catatan Sipil
Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Pasal 3
Pelayanan cacatan sipil terdiri dari
akte kelahiran atau salinannyva;
akte kematian atau salinannya;
akte perkawinan atau salinannya;

akte perceraian atau salinannva;

akte pengesahan dan pengakuan anak;a%&&~&&%+ﬂ&ﬂﬂ¥ag
akte ganti nama bagi warga negara asing. atauv—salinannva -

pemakaian ruang nikah catatan sipil. g

g -HC L0 oW

Setiap orang pribadi yang memerlukan pelavanan catatan sipi!
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuh!
persayaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang
beriaku dan memenuhi Kkewajiban sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah ini.

Untuk mendapatkan pelayanan catatan sipil sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk.




(3)

(1)
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Paragraf 2
Obyek, Golongan. Nama dan Subyek
Pasal 4

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah
obyek yvang dikenakan retribusi.

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a sampai dengan f dipungut Retribusi Jasa Umum dengan
nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil.

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf g, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 5

Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil
dan pemakaian kekayaan Daerah adalah orang pribadi yang
menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1).

Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
adalah Wajib Retribusi.
Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa penggantian biayva cetak akte

catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
diukur berdasarkan jumlah akte/salinan akte yang diterbitkan/

diberikan.
Tingkat penggunaan jasa pemakaian ruang nikah catatan sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diukur Dberdasar
kan luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penggantian
biava cetak akte <catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya cetak,
biaya pengadaan blanko akte catatan sipil, dan Kkemampuan
masyarakat serta aspek keadilan.




(2) Prinsip dan sasaran penetapap tarif. T?ETIbU?ll peg?k?;an
ruangan catatan sipil sebagalmaqa dlmakbuq _ga am B
avatv (3) adalah dengan memperhatikan biayva 1pyista53:] q%:
pérawatan/pemeliharaan, biava .penyusutan:. P}dy?}!?&%[t:;;T
berkaitan dengan penyediaan jasa dan biava administras
umum yang mendukung penyediaan jasa.

Pasal S

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelay °¢
mana dimaksud dalam Pasal 3 avat (1) adalah
1 /\k(c}<clnhh7u1scbcsarl{p.5.000,00 (lima ribu rupiah):
7. /\ktcI(Crna(hnlscbcsarlip.5.000,00 (lima ribu rupial):
3. Akte Perkawinan scbesar Rp. 50.000,00 (lima pulub ribu
ruptah);
4. Akte Perceraian sebesar Rp. 50.000,00 (rma  puluh rily
. rupiah);
~ 5.,Ak&:Pcngcsahancku1PcngakuanJAnakscbcsathy 50.000,00
(lima puluh ribu rupiah);
6. Akte Ganti Nama sebesar Rp. 20.000,00 (dua pululy ribu
rupiah);




be.

T

™

a) warga negara Indonesia Rp. 10.000,00 inan Akte

b) warga negara asing Rp. 20. , 0O/Salinan Akte
) akte pengesahan dan penga anak

a) warga negar donesia Rp. 10.000,00/Salinan Akte

b) warga ara asing Rp. 20.000.00/Salinan Akte

pemakaian ruangan nikah catatan sipil

(R}

warga negara Indonesia Rp. 25
warga negara asing Rp. 50.
Bagian Kedua
Izin Undang-Undang Gangguan
Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 9

(1) Pelayanan Izin Undang-Undang Gangguan terdiri dari

a. Izin Undang-Undang Gangguan:
b. daftar ulang Izin Undang-Undang Gangguan;
c. balik nama, ganti nama, ganti merk 1Izin Undang-Undang

Gangguan.
(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelay .an
Izin Undang-Undang Gangguan sebagaimana dimaksud pada AVAaT
(1) pasal ini harus memenuhi persyarata’ sesuai dengan
peraturan perundang wundangan yang bherlaku dan memenuh i

(3)

(1)

(2)

kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
Untuk mendapatkan pclayvanan Izin Undang-Undang Gangguan sobs
gaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini. orang pribadi at
badan harus mengajukan permohonan secara tertulis LFepad
Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek
Pasal 10

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah
obyek yvang dikenakan retribusi.

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini
dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi
Izin Gangguan.




Pasal 11

(1) Subyek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi
badan yang menggunakan/menikmati pelayvanan sebagaimana
maksud dalam Pasal 9 ayvat (1).

(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada

adalah Wajib Retribusi.

-

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa izin Undang-Undang Gangguan sSebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diukur Dberdasarkan per-
kalian luas areal usaha, indek lokasi, indek gangguan, dan jenis
usaha.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnva Tarif

Pasal 13
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi TIzin Ganggouar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan memperhatik:in
biava pengecekan, biaya pengukuran, biava pemeriksaan. ava
transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta
pembinaan.

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut

a. Besarnya retribusi izin Undang-undang Gangguan dihitung
berdasarkan perkalian dari klasifikasi jenis usaha. luas
ruangan, klasifikasi indek lokasi dan klasifikasi inde’

gangguan sesuai tabel sebagai berikut

1) klasifikasi jenis usaha dan tarif.

No. Jenis usaha Tarif
1. industri Rp 7530.00/m2
2. non industri Rp 500.00/m2

2) klasifikasi indeks lokasi

No.| Jenis Usahasa Lokasi Indeks
1 2 3 4 ’
industri a) jl. protokol 1/2
| by jl. ekonomi 3/4
| ¢) ji. lingkungan | ‘




Y

74)

4=

1 2 3 4

non industrij a) jl. protokol i
b) jlI. ekonomi 3/4
c¢) jl. lingkungan 1 /2

klasifikasi indeks gangguan

No.} Jenis Usaha Tingkat Gangguan

1. industri a) berdampak penting
b) berdampak kurang penting
c) tidak berdampak

wo

[a—

2. non industri|{ a) berdampak penting 3
b) berdampak kurang penting 2
¢) tidak berdampak 1
f
memiliki Izin Undang-undang Gangguan untuk n izin
tersebut, disamping dikenakan pu sebagaimana dimaksud
pada huruf a diken ngutan tambahan sebesar 30 %
(lima pu rsen) dari jumlah retribusi yvang harus

Penentuan lokasi jalan protokol, jalan ekonomi dan jalan
lingkungan serta Indeks gangguan berdampak penting, ber-
dampak kurang penting dan tidak berdampak serta -
fikasi perusahaan besar, menengah dan kecil ditetapkan olceh
Gubernur Kepala Daerah.

Daftar ulang Izin Undang-Undang Gangguan

1)

Daftar wulang 1Izin Undang-Undang Gangguan untuk =
tahun

a) perusahaan besar Rp. 225.000,00
b) perusahaan menengah Rp. 125.000,00
c) perusahaan kecil Rp. 75.000,00

Keterlambatan mendaftar wulang Izin Undang-Undang

guan dan dimungkinkan wuntuk perpanjangan dikenakan
retribusi dan sanksi administrasi sebesar 107 setiap bulan
keterlambatan dari jumlah retribusi vang terutang

pada huruf b angka 1).

Balik nama, ganti nama, ganti merek Izin Undang-Undang
an dikenakan retribusi

1)

perusahaan besar Rp. 100.000,00



(1)

I

2) perusahaan menengah Rp. 100.000,00

3) perusahaan kecil Rp. 100.000,00

Bagian Ketiga

Felﬂyﬁhﬁﬂ Pemakaian -Fasilitas Bangunan
Milik Pemerintah Daerah

Paragaraf |1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Pasal 15

Pelayanan pemakaian fasilitas Dangunan milik Pemerintan
Daerah terdiri dari

a. pemakaian ruang pola:

b. pemakaian ruangan serba guna;
¢. pemakaian plaza ruangan;

d. pemakaian plaza taman;

e. pemakaian gedung wanita;

f. pemakaian gedung Menza.

Setiap orang pribadi atau badan vang memerlukan pelayanan
pemakaian fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persya-
ratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah ini.

Untuk mendapatkan pelayanan pemakaian fasilitas Dbangunan
milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (2)
pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohon
an secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau peja-
bat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Obyek, Golongan, Nama dan Subyvek

Pasal 16

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 avat (1)
adalah obyek yang dikenakan retribusi.

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah.

Pasal 17
Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang

pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelavanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayvat (1).




{2) Subvek retribusi sebagaimana dimaksud pada
adalah Wajib Retribusi.

-

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian fasilitas bangunan
milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan luas ruangan. fasili-
tas dan waktu pemakaian.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnva Tarif
Pasal 19

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi

bangunan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

16 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biava estasi.
perawatan/pemeliharaan, biaya penyvusutan, biava asuransi.
rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penvediaan

biaya administrasi umum vang mendukung penyediaan jasa -
pinjaman untuk memperoleh keuntungan yvang layak sebagaimana
untungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejeni-.
serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga
pasar.

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelavanan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah sebagai berikut

a. pemakaian ruang pola Rp. 1.500.000,00/5 j..n
b. pemakaian ruangan serba guna Rp. 2.250.000,00/5 jam
¢c. pemakaian plaza ruangan Rp. 150.000,00/har
d. pemakaian plaza taman Rp. 50.000.

e. pemakaian gedung wanita

1. standar lama Rp S00 . /s
2. standar baru Rp. 1.000.000,00/5
f. pemakaian gedung Menza : Rp. 1.500.000.00/5 j



Bagian Keempat
Kependudukan
Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Pasal 21

(1) Pelayanan Kependudukan adalah pelayanan pemberian Kartu Tanda
Penduduk.

(2) Setiap orang pribadi yvang memerlukan pelayanan kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) pasal ini harus memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan memenuhi Kkewajiban sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah ini.

{3) Untuk mendapatkan pelayanan kependudukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pasal 1ini, orang pribadi harus mengajukan
permochonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

Pasal 22

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 avat (1) adalah
obyek yang dikenakan retribusi.

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pengganti-
an Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 23
(1) Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
adalah orang pribadi yang menggunakan atau menikmati pelavan-
an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) pasal ini
adalah Wajib Retribusi.

-

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 24
Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak kartu 3

penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diukur berdasarkan
jumlah Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan/diberikan.




Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnyva Tarif
Pasal 25

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penggantian biaya
cetak Kartu Tanda Penduduk .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya cetak, biaya pengadaan
blanko Kartu Tanda Penduduk dan kemampuan masvarakat serta aspek
keadilan.

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelavanan sebagai -
mana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah sebagai berikut

a. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk : Rp. 2000, 00 /kaxty
) U

%T—?eﬁéﬁé&k—A#&fg&—Neg&fﬂ—As+ﬁg——————————RpT——%;GGG;GOfkﬁrfﬂ

b. Keterlambatan kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk atau
perpanjangan Kartu Tanda Penduduk vang telah habis masa ber-
lakunya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dikena-
kan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
sebagaimana dimaksud dalam ©Pasal 26 huruf a dan sanksi

administrasi berupa denda sebagat—berikut— ﬂPIO-OOO,mD/kArfU

Bagian Kelima

Penanggulangan Bahava Kebakaran
Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Pasal 27
(1) Pelayanan penanggulangan bahava kebakaran terdiri dari
a. penelitian gambar rencana dan atau pengujian akhir pema-
sangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan per-
syaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan
gedung dalam rangka penggunaan gedung;
b. pemeriksaan berkala atas Kkelengkapan sarana proteksi
kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahava

kebakaran yang ada pada bangunan gedung termasuk B3 minim-
um luas 200 (dua ratus) m2 ;

c. pengujian alat pemadam api ringan;

d. pengujian peralatan pencegah dan pemadam kebakaran di luar
apar ;




(1)

—
19
e

(3)

e. pengujian alat bantu evakuasi:
f. pemakaian mobil pompa dan mobil tangki:
g. pemakaian mobil tangga dan motor pompa:

h. pemakaian gedung dan peralatan pada Pusat DPelatihan
Ketrampilan Tenaga Kebakaran:

i. pemakaian korps musik.

Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelavanan
penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada
avat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan
peraturan perundang~undangan vang berlaku dan memenuhi
kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Untuk mendapatkan pelayanan penanggulangan bahava kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang prib
atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepo
Gubernur Kepala Daerah atau pejabat vang ditunjuk.

Paragraf 2
Obyek, Golongan. Nama dan Subyek
Pasal 28§

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 avat (1}
adalah obyek vang dikenakan retribusi.

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 avat
(1) huruf a sampai dengan huruf e, dipungut Retribusi Jasa
Umum dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 avart (1)
huruf f sampai dengan huruf i, dipungut Retribusi Jasa Usa
dengan nama Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah.

Pasal 29

Subyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
orang pribadi atau badan vang menggunakan atau menikmati

layvanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 avat (1) huruf
sampai dengan huruf e.

Subyek Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah adalah
pribadi atau badan yvang menggunakan atau menikmati pelavanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f sampai
dengan huruf i.

Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dar (2)
pasal ini adalah Wajib Retribusi.




-

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 30

(1) Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadamm kebakaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 avat (2) diukur berdasar-
kan gambar rencana yang diteliti, luas lantai penguji-
an akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemerik-
Saan persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe perala-
tan pencegahan pemadam kebakaran.

(2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah fasilitas
pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(3) diukur berdasarkan volume, frekuensi dan waktu pemakaian.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 31

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemeriksaan
alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (2) adalah dengan memperhatikan biayva penvediaan peralat
an, biaya pemeriksaan / pengecekan, biaya segel, bilayva
operasional / pemeliharaan dan memperhatikan kemampue
masyarakat serta aspek keadilan.

(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian
kekayaan Daerah fasilitas Pencegahan Kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) adalah dengan memperhatikan
biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusut
an, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yvang berkaitan
langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum vang
mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas
diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi
secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagai
mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah sebagai berikut

a. penelitian gambar rencana dan atau pengujian akhir peme
instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persvaratan
pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam
rangka penggunaan gedung :

1. hidran kebakaran Rp. 10.000,00/titik.
minimal 2 (dua) titik

2. pemercik Rp. 50,00/ M2




n
.

alarm kebakaran

a) otomatis Rp.
b) manual Rp. 5
minimal

fire dampaer
a) dengan motor Rp.
b) sambungan lebur Rp.

kipas angin bertekanan
a) s.d 7.000 cfm
b} 7.000 c¢cfm - 10.000 cfm

instalasi pemadam khusus

instalasi lain yang belum termas

a) berdasarkan luas lantai

b) Dberdasarkan jumlah per-
alatan yang dipasang.

alat pemadam api ringan
a) jenis air bertekanan
1) s.d 9 liter
2) lebih besar dari 9 liter

b) Jjenis busa kimia (chemical)
1) s.d 9 liter
2) lebih besar dari 9 liter

c) jenis busa mekanik
1) s.d 9 liter
2) lebih besar dari 9 liter

d) jenis kimia kering serba
guna (dry chemical)
1) s.d 6 kg.
2) lebih besar dari 6 kg

jenis non halon (tidak -
mengandung CFC)

1) s.d 6 kg.

2) lebih besar dari 6 kg

(o)
—

f) jenis CO2 (carbon dioxida)
1) s.d 6 Kg
2) lebih besar dari 6 kg

pemeriksaan (visual)
a) s.d 2.000 M2
b) lebih dari 2.000 - 5.000 M2
¢) lebih dari 5.000 - 10.000 M2
d) lebih dari 10.000 - 20.000 M2
e) lebih dari 20.000 - 40.000 M2
f) lebih dari 40.000 M2
g) bangunan yang menangani (meng
handle) bahan-bahan berbahava
1) ancaman bahaya ringan
2) ancaman bahaya sedang
3) ancaman bahaya tinggi

40,00/ M2
.000,00/ titik
2 (dua) titik

10.000,00/ buah
2.000,00/ buah

Kp.
Rp.

Rp.

uk

d

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

15.000,00/ huah
50.000.00/ buah

500,00/ M3

alam butir 1-6
50,00/ M2

2.300.,00/ buah

500,00/ tabung
.500,00/ tabung

750,00/tabung
1.500,00/tabung

500,00/tabung
750,00/tabung

"50,00/tabung
1.500,00/tabung

7530,00/tabung
1.500,00/tabung

750,00/tabung
1.500,00/tabung

45,00/M2
35,00/M2
30,00/M2
20,00/M2
15,00/M2
10,00/M2

500,00/M2
600,00/M2
700,00/M2




h) pemasangan tanda bahava
1) pemasangan labeling pada

kemasan Rp. 1.000,00/kemasan
2) pemasangan tanda bahava
pada bangunan/gudang Rp. 50.000,00/bh

pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran
sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran yang ada
pada bangunan gedung termasuk B3 minimum luas 200 (dua ratus)
m2

1. hidran kebakaran Rp. 1.300,00/titik
minimal 2 (dua) titik.

o

alarm kebakaran
a) alarm otomatis (minimum 200 M2)

1. s.d. 2.000 M2 Rp. 15,00/M2
2. lebih dari 2.000 - 5.000 M2 Rp. 12.00/M2
3. lebih dari 5.000 -10.000 M2 Rp. 10,00/M2
4. lebih dari 10.000 -20.000 M2 Rp. 8,00/M2
5. lebih dari 20.000 -40.000 M2 Rp. 6.00/M2
6. lebih dari 40.000 M2 Rp. 4.,00/M2
b) alarm manual Rp. 300.00/titik

minimal 2 (dua) titik

pemercik (minimum 100 M2).

(5]

a) s.d 2.000 M2 Rp. 22,00/ M2

b) lebih dari 2.000-5.000 M2 Rp. 18.00/ M2

¢) lebih dari 5.000-10.000 M2 Rp. 15,00/ A2

d) lebih dari 10.000-20.000 M2 Rp. 12,00/ M2

e) lebih dari 20.000-40.000 M2 Rp. 10,00/ M2

f) lebih dari 40.000 M2 Rp. 8,00/ M2
4., sistem pemadam khusus.

a) s.d 18.000,00 Rp. 18.000,00/M3

b) lebih dari 180 M3 Rp. 100,00/M3
5. alat penahan api.

a) dengan motor Ep. 2.500.00/buah

b) sambungan lebur Rp. 500,00/buah
6. kipas angin bertekanan.

a) s.d 7.000 cfm Rp.3.750,00/buah

b) 7.000 s.d 10.000 cfm Rp.6.230,00/buah

c) lebih dari 10.000 cfm Epl12.000.C0/buah
7. bangunan vang menvimpan bahan berbahava.

a) ancaman bahaya ringan Rp. 100,00/M2

b) ancaman bahaya sedang Rp. 200,00/M2

c) ancaman bahaya tinggi Rp. 300,00/M2

8. alat pemadam api ringan.
(berlaku juga untuk pemeriksaan berkala dan persetujuan
pada peliaksanaan pembangunan).

a) jenis bertekanan :
1) s.d 9 liter Rp. 500,00/buah
2) lebih dari 9 liter Rp.1.500,00/buah




e,

b) jenis dry chemical
1) s.d 6 kg
2) lebih besar dari 6 kg

Rp.
Rp.

¢) jenis halon/alternatif pengganti

1) s.d 14 lbs

2) lebih besar dari 14 1bs
d) jenis CO2 (karbon dioxida):
1) s.d 7 kg
2) lebih besar dari 7 kg

pengujian alat pemadam api ringan

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

3"
[o8 )

750,00/buah
1.500,00/buah

halon :
750,00/buah
1.500,00/buah

750,00/buah
1.500.00/buah

1) Jjenis CO2, kimia kering (Dry Chemical) dan pengganti halon

a) ukuran < 7 Kg
b) ukuran > 7 Kg

2) jenis air bertekanan dan jenis foam/busa.

a) ukuran < 9 liter
b) ukuran > 9 liter

Rp. 225.000,00
Rp. 450.000,00
Rp. 125.000,00
Rp. 250.000,00

pengujian peralatan pencegah dan pemadam kebakaran diluar APAR

1. pompa kebakaran dengan penggerak
motor diesel.

2. pompa kebakaran dengan penggerak
listrik.

3. pintu tahan api berikut perleng-
kapannya.

4. alat penahan api
a) sambungan lebur
b) motorized

5. alat pengindera (detektor)
a) pengindera panas
b) pengindera asap
c) pengindera nyala

6. kepala pemercik

pengujian alat bantu evakuasi.

1. tali luncur
2. sliding roll

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

pemakaian mobil pompa dan mobil tangki:

. bantuan khusus penjagaan vyang
bersifat komersial oleh swasta
selama 24 (dua puluh empat) jam
atau kurang.

NI

bantuan khusus penjagaan untuk
swasta non komersial dan atau
vang diselenggarakan oleh ins-
tansi Pemerintah Daerah yvang
komersial selama 24 (dua puluh
empat) jam atau kurang.

Rp.

Rp.

50.000,00/tipe

45.000,00/tipe

.30.500,00/tipe

5.000,0C,/tipe
5.000,00/tipe

.20.000,00/tipe
.25.000,00/tipe
.30.000,00/tipe
.20.000,00/tipe

1.250,00/tipe
5.000,00/tipe

150.000,00/unit

75.000,00/unit



o

bantuan memompa pada waktu ber-
langsungnya bantuan penjagaan
sebagaimana dimaksud pada angka

L2

1. dan 2. Rp.35.000.00/jam

4. bantuan khusus memompa.
(kurang 1 (satu) jam, dihitung

1 (satu) jam). Rp.75.000,00/jam

bantuan khusus memberikan air,

n

dengan mobil tangki. Rp. 3.000.00/M3

pemakaian mobil tangga dan motor pompa.

1. mobil tangga, resque, breaksquirt,

snorkel
a. bersifat komersial Rp. 75.000,00/jam
b. bersifat tidak komersial Rp. 15.000,00/jam
”. motor pompa Rp. 25.000,00/jam
3. biaya pemompaan seperti pada angka 1., 2. dan 3. kurang

dari 1 (satu) jam dihitung | (satu) jam.

pemakaian gedung dan peralatan pada pusat pelatihan ketrampil-

an tenaga kebakaran.

1. untuk pendidikan ketrampilan tenaga kebakaran minimum 30

orang
a) swasta Rp.3
b) instansi Pemerintah Rp.2

bo

.000,00/0rang/hari
.500,00/0orang/hari

pendidikan di luar ketrampilan tenaga kebakaran.

a) ruang Kelas Rp. 25.000.00/kKelas/hari
b) barak Rp.100.000,00/barak/ha+i
c) gedung olahraga Rp. 25.000,00/3 jam

d) gedung pelatihan Rp. 3.000,00/0orang/hari

pemakaian korps musik.

L, untuk keperluan swasta yang bersifat
komersial.
a) satu kali pemakaian s.d 2 (dua)
jam.

b) penambahan waktu tiap jam berikutnya
untuk keperluan sebagaimana dimaksud
pada angka 1 huruf a.

to

untuk keperluan swasta non komersial
atau instansi Pemerintah.
a) satu kali penggunaan s.d 2 (dua) jam.

b) penambahan waktu tiap jam berikutnya
untuk keperluan sebagaimana dimaksud
pada angka 2 huruf a.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

100.000,00
30.000,00/jam
40.000,00
15.000,00/ , ai




(1)

(3)

(1)

(2)

(1)

n

[

BAB IV
BIDANG EKONOMI
Bagian Pertama
Perindustrian
Paragraf 1
Jenis Pelayvanan dan Kewajiban
Pasal 33
Pelayanan perindustrian terdiri dari
pengujian tekstil dan produk tekstil;
pengujian bahan bangunan;
pengujian barang-barang kerajinan.
pemakaian sarana praktek balai penelitian tekstil:
pemakaian sarana praktek dan akomodasi batai bahan
bangunan;

f. pemakaian sarana praktek dan workshop balai kerajinan:
g. pemakaian ruangan dan fasilitas perindustrian.

20 O®

«

Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan
perindustrian harus memenuhi persyvaratan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi Kke-
wajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Dacrah ini.

Untuk mendapatkan pelayvanan perindustrian sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Obyvek, Golongan, Nama dan Subyek
Pasal 34

Pelayanan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.

Atas pelayanan pemakaian peralatan laboratorium sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, b dan ¢ dipungut
Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekavaan
Daerah.

Atas pelavanan pemakaian ruangan dan fasilitas perindustrian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf 4 s.d. g
dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian
Kekavaan Daerah.

Pasal 33
Subyvek Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah adalah orang

pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).




(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) pasal
ini adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 36

(1) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diukur berdasarkan
jenis bahan yang diuji, volume dan klasifikasi jenis
pengujian.

(2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diukur berdasarkan luas,
fasilitas, waktu pemakaian.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnva Tarif
Pasal 37

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah dengan t -
hatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan,
penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik ye -
an langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi

vang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana Xkeuntungan vang
pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperva
secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 38
Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelavanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah sebagai

berikut

a. pengujian tekstil dan produk tekstil.

No Jenis Pelavanan Tarif ;
1 2 R '
1.| benang. t
a) nomor SNI 08-0268-1989 Rp 18.000.00 '
b) antihan/gitiran. SNI 08-0270-1999 np 000.5" !

c) gintiran & antihan SNI 08-0270-1989 Rp 7.

d) kekuatan per helai,SNI 08-0269-1989:{ Rp 27.500,00
1) metode CRE
2) metode CRT (kecepatan)




1 2 3 |
e) kekuatan per lea, SNI 08-0269-1989: Rp 25.000.00 f
1) metode CRE '
2) metode CRT
f) ketidakrataan (uster),
SNI 08-0460-89 Rp 31.000.00
g} kenampakan benang (grade)
SNI 08-0271-1989 Rp 12.000,00
h) panjang benang sampai 2.300 meter
SNI 08-0318-1989 Rp 11.000
i) keseimbangan antihan
SNI 08-0318-1989 Rp 10.000
j) percobaan jahit SNT 08-0318-1989 Rp 29.000.,00
k) jumlah filamen Rp 18.000.0"°
1) kadar lembab (cara pengeringan)
SNI 08-0263-1989 Rp 23.000.00
m) pencelupan benang (skala lab) Rp 45.000.00
n) kadar kanji SNT 08-04359-1989 Rp 31.000.00
o) identifikasi seratr pada benang se-
cara kualitatif SNI-08-0264~1989 Rp 25.000.
penambahan bahan per jenis Rp 16.500.00
p) identifikasi serat pada benang se- :
cara Kuantitatif SNT-08-0263-198¢ x
1) dua jenis ‘
a. cara pelarutan Rp 52,300.060
b. cara mekanika Rp 40.000.
c., microscopi Rp ~5.000.00
2) penambahan per jenis
a. cara pelarutan Rp 31.000.00
b. cara mekanika Rp 23.000.00
c. microscopis Rp 40.000.00
2.1 Kain.
a) lebar kain, SNI 08-02"4-1989 Rp S.000,00
b) tebal kain, SNI 08-0274-1989 FEp 13.000.00
¢) berat kain per M2 SNI 08-0275-1989; Rp 12 OO0,00:
d) berat kain per M  SNI 08-0275-19%0| Rp 13.000 ;
e) tetal lusi & pakan SNI 08-0275-1989| Rp 13 000.00
f) jumlah wale dan course Rp 13.000 :




u—

5

i)

1)

m)

n)

0)

p)

u)

nomor benang dan kain (benang
dan benang pakan) SNI~08-0275-
1) tanpa penghilang resin/kanji
2) dengan penghilang resin/kanji

antihan benang lusi dan pakan
SNI 08-0270-1989

anyaman dasar
- dua jenis
1) polos
2) keper
3) satin/lainnya

gintiran dan antihan, lusi & pakan
SNI 08-0270-

Kekuatan tarik arah lusi &
SNI 08-0276~1989

tahan jebol, SNI 08-0617-1989

tahan Kkusut (crease recovery)
SNI 08-0292-1989

1) sebelum pencucian

2) sesudah pencucian

kekuatan sobek kain :

1) elemendorf SNI 08-0338-1989

2) cara lidah SNI 08-0521-1989

3) cara tranpesium SNI-08-1269-1989

kelangsingan (drape quality)
SNT 08-1511-1989

mengkeret lusi dan
SNI 08-0274-1989

cacat kain tenun, SNI-08-02""-
pilling ASTM
tahan gelincir, SNI-03-*271-1989

perubahan dimensi dalam pencucian
SNI 08-0293-19389

1) suhu 40-50 d. celcius : 1 kali
2) suhu 40-30 d. celcius : 3 kali
3) suhu 60-70 4. celcius : 1 kali

daya serap terhadap air -
1) metode tetes, SNI-08-0278-1989
2) cara Keranjang SNI-08-0404-1989:
a. tanpa pencucian awal
b. dengan pencucian awal

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
Rp

18.

19

DL

Lyt
D>

14

(0%
o

&

!

000,00
500,00

.000,00

000,

00. 00!
000,00

4.000,00
1.000,00

000,00

.00C .00
.000,00
.000,00

.000,00

1500.00




2 3

v) daya tolak air (bendesmen)
SNI 08-0278-1989 Rp "=.000.0

W) tahan air

1) uji siram, SNI-08-0204-1989 Rp 17.000
2) uji tekan hidrostatik
SNI 08-0295-1989 Rp 19.000.00
x}) merserisasi, SNI-08-0300-1989
1) kualitatif (microscopis) Rp 16.000.00
2) kualitatif (ban) Rp 62.000.00
v) kadar lembab (cara pengeringan) Rp 22.000.00

z) indentifikasi serat pada benang :
l)secarakualitatif SNI-08-0264-1989 Rp 25.000.00
2)penambahan bahan per jenis Rp 16.000,00

3)kuantitatif (%) SNI-08-0264-19925:
a. dua jenirc
1. cara pelarutan Rp 50.000.,00
2. cara mekanika Rp 40 000,

4) gosokan kering dan basah

SNI 08-0288-1989 Rp 16.000.00
5) sinar matahari SNT1-08-0286-'989 Rp 30.000.
6) sinar lampu xenon 08-0403-16€9 Rp 20.000.00
") pencucian kering (dry cleaning)

SNI 08-0297-1089 Rp 32.000,00
8) panas penvetrikaan
a. kering Rp 13.000,00
b. basah/lembab Rp 13.000.00
9) air laut Rp 21.000,00
10) air Rp 15.000,00
ai) identifikasi zat warna pada bahan.
1) selulosa Rp 30.000,00
2) protein Rp 35.000.00
3) polamida Rp 22.000.00
4) poliester Rp 22.000.00
5) campuran Rp 44.000,00
aj) analisa obat pembantu
1) dayva basah Rp 24.000.00C
2) tahan alkali Ep 19.000.00
3) tahan asam Rp 16.000.00
ak) ukuran pakain jadi
1) dewasa (S, M, L, X1 o0,
2) anak-anak P20 60n
al) mutu jahitan ‘
- kekuatan jahitan Rp 22.000,00

————— i e or e

e i e e e e e i i e



1

1 2 3 ]
am) uji kenampakan jahitan 08-1270-89 Rp 20.000.00
1) pencucian 1 kali Rp 26.000,00
2) pencucian 3 kali Rp 58.0600,00
3) pencucian 35 kali Rp 90.000,00
an) cacat jahit Rp 15.000.,00
ao) setik per inci Rp 12.500,00
b. pengujian bahan bangunan
No. Jenis Pelavanan ; Jumlah : -0 f
' Sl |
1 > : 3 ‘T s
1.7 Yon Logal " ‘
a) batu alam | S0 Kg [Ep 2¢-F 0.
b) batu kapur dan marmer S0 Kg |Rp 265, .00
¢) batu merah pejal,berlubang
pelapis dan karawang. 50 bh |Rp 120.000.00
d) genteng keramik 50 bh |[Rp S4.000.00
e) genteng keramik bherglasir 50 bh |[Rp 84.000,00
f) ubin dinding keramik 60 bh [(Rp 92.000,006
g) ubin lantai keramik 60 bh {Rp 92 0N
h) ubin semen / ubin teraso 20 bh :Rp 37
i) kuat tekan beton :
1) Kkubus beton I bh -
2) silinder I bh {Rp - o=
j) bata beton untuk pasangan |
dinding 10 bh ;Rp £0 OO0,00i
k) agregat Halus 20 Kg |[Rp 144.000. |
|
1) agregat Kasar 30 Kg |{Rp 153 OO0,00'
m) bata tras kapur 10 bh [Rp 70.000,00
n) asbes semen gelombang 3 lbr {Rp 60,500,00
0) asbes semen datar 4 1br {Rp 60.3500.00
p) serat semen 3 lbr {Rp 7~5.000,00
q) genteng beton 15 bh ;Rp 84.000,00
r) genteng baja berlapis bu- 5 1br TE.000.00
tiran batu, |
s) bata beton untuk lantai 20 bh (Rp

i

A



!
»
|
|
b

!

|
|

)
!
|

|
!

!

t) pipa beton 4 bh |Rp 65.000.00
u) kanstein 5 bh iRp 65.000,00
2 lab.logam (pengujian mekanis)
a) baja lembaran lapis seng 1 1br IRp 144.000,00
b) kawat baja lapis seng 22X 3 m |[Rp 178.000.00
c) kawat baja biasa, kawat 2 X 3 m |Rp 50.000,00
baja paku, kawat Dbaja
lunak.
d) baja tulangan beton 2 X 1,5 Rp 68.000,00
e) parang, kampak, pacul, 2 bh Rp 75.500,00
arit, linggis, gergaji.
pahat kayu, paku.
f) jaringan kawat baja Las 4 X 1 m Rp 106.5300,00
g) kawat bronjong 2x1x1 m Rp 335.000,00
h) pipa PVC untuk saluran >N 3 om 392
air minum.
i) pipa PVC wuntuk saluran 2 X 4 m Rp 360.000.,00
air buangan didalam dan
diluar bangunan.
j) baja lembaran lapis seng 1 1br Rp 500.000,00
vang diberi cat bewarna.
k) garpu tanah 2 bh Rp 45.300.00
3. lab.kimia
- cat tembok emulsi 3 klg Rp 143.000,00
¢c. pengujian barang-barang kerajinan.
No Jenis Pelayanan Tarif
1 2 3
1. kayvu untuk mebel; Rp 20.000.00
syvarat sifat fisik mekanik
SII 0702 - 82
2. kursi belajar dari kayu untuk SLTA Rp 20.000,00
ukuran, SII 2069 - 87
3.1 kursi belajar dari kavu untuk SLTP Rp 20.000.00

ukuran, SII 2068 - §7




! > ‘f
+.| kursi belajar darj Kayvu untuk SD ; Rp
ukuran, SIT 1268 - 8=
5. meja belajar dari @ ! Ry
utkuran, SII 201 - - '
6.] meja belajar dari RN TP f
ukuran, SIT 2070 - '
. ]
- meja ar i U ,
ukuran, SIT 126 R )
|
3 tempat tidur dari kayu ;
ukuran, SII 1632 - 8% :
9.1 barang perhiasan dari kN
10.1 bola basket
ukuran, SII 2330 - S8 Rp 20
11 bola bulu tangkis
1
i
12.] bola sepak l
ukuran, SII 2330 - 88 ’
1
153.| bola tenis meja ,
ukuran, SIT - 35 N N
14, sepatu wanirta Rt o1 '
sistem lem, SII -36 : o
- . . . !
15, sepatu harian umum pria dari |
model pantopel sistem lem. 0311~
16 sepatu harian umum Pyt
model derbi sistem Jahit., 77 n3->2-8>
17 sepatu pria dari kulit model mokasin
SII 2077-8~ 41
18.] sepatu dinas lapangan sol dan hak karet
cetak sistem sekrup., SII 0142--5 66 .
19.] sepatu dinas harian ABRI sol kKulit dan
hak karet sistem jahit, SII 0143-83 )
20.| sepatu dinas lapanzan ABRI dan g
karet sistem vulkan’ 0144-7 [l
t
21.{ kulit box , STI 0015--9 | -
i i
22, Kutit sol sapi. T 0016-" | R N
23,0 Kulit lapis dombay Tan? | -
t
24.] Kulit beludru/veive‘, D062-"4 LR b
H
b




{ 2 3
|
23 kulit clese kambing 51T 00653-74 Rp 6'.OO0,00§
26.) karton kulit (leather board), SII 0474 ;
- 81 Rp 6'.000,00!
27 kulit sol kerbau, SII 0766-83 Rp 67.000,¢ :
28.| kulit sol imitasi, SII 0947-84 Rp 67.000.
29.] kulit lapis domba/kambing samak kombi- j
nasi (Krom) SIT 0474-81 67,000 '
d. pemakaian sarana praktek dan Balai DPenclit b,
1. pemakaian sarana praktek
a) Mahasiswa/usaha skala industri kecil
No. Peralatan Untuk Tarif :
Jenis Uji .
1 2 3
1.]lidentifikasi serat Rp 5.000,00/contoh !
2. perubahan ukuran Rp 10.000,00/contoh
3.|ketahanan kusut (DP) Rp 10.000,00/contoh ;
i
4. !mutu jahitan Rp 10.000.,00/contoh ,
5.|ketahanan luntur warna ;
terhadap gosokan Rp 5.000,00/contoh .
6.|ketahanan luntur warna :
terhadap pencucian Rp
7.1Kketahanan luntur warna ’
terhadap keringat Rp 5.000.00/contoh
3.}ketahanan luntur warna ,
terhadap sinar Rp 5.000,00/contoh
9.|ketahanan luntur warna
terhadap chlor Rp 3.000,00/contoh
10. |ketahanan luntur warna
terhadap air Rp 3.000,00/contoh
11.jdaya serap air Rp 5.000,00/contoh
12.ldaya tolak air Rp 5.000,00/contoh
]




g

.000.00/contoh
.000,00/contoh
.000,00/contohn
.000.00/contoh
.000,00/contoh

-
N D L

4.000,00/contoh
.000,00/contoh

—
(@]

[y

.000,00/contoh
.500,00/contoh
.000,00/contoh
.500,00/contoh
.000,00/contoh
.000,00/contoh
.500,00/contoh
.000,00/contoh
.000,00/contoh
.000,00/contoh
.300,00/contoh
.000,00/contoh
.000,00/contoh
.000,00/contoh
.000,00/contoh
.000,00/contoh

[N -
N OO 4~ N 14§ Qg O

ouny

1 “a
13.]konstruksi kain Rp
14.|dimensi kain Rp
15. (kekuatan tarik kain Rp
16.1kekuatan pecah kain Rp
17.]kekuatan sobek kain Rp
18. |kemampuan kembali dari

kekusutan Rp
19. |kekuatan jahitan kain Rp
20.|tahan selip benang pada
jahitan Rp
21. ketidak rataan benang Rp
22.|gintiran benang Rp
23. |kekuatan tarik benang Rp
24 . |cacat kain Rp
25.|kekuatan kain Rp
26.|derajat putih kain Rp
27.|pilling test Rp
28.|identifikasi zat warna |[Rp
29.|panjang serat Rp
30. | kehalusan serat Rp
31.lkekuatan serat Rp
32.|pencelupan Rp
33.|pencapan Rp
34 .|pertenunan Rp
36.|konveksi Rp
b) khusus STM tekstil Rp. 5.
c) industri skala besar dan instansi

000,00/0rang/tahun.

lain dikenakan 130

dari tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a.

pemakaian sarana balai penelitian tekstil.
a) peserta pelatihan/usaha industri

skala kecil

b) pengusaha

Rp.

skala industri besar Rp.

75.000,00/hari/8 jam

150.000,00/hari/8 jam

pemakaian sarana praktek dan akomodasi balai bahan bangunan.

1. sarana praktek
a) mahasiswa/usaha
kecil
b)

12

akomodasi
a) ruang penginapan

a) peserta pelatihan/seminar Rp.
skala besar

b) industri

0) ruang seminar

a) peserta pelatihan/seminar Rp.
skala besar

b} industri

swasta dan konsultan

industri
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

5.000,C00/0rang/pak 1
200.000,00/0rang/pake’

5.000,00/0orvang/har’
15.000.00/0orang/hari

100.000,00/hari/8 jam
200.000,00/hari/S jam




f.

pemakaian sarana praktek dan workshop Balai Kerajinan.

1. Rombongan

Jenis Pelayanan -

ta

.l

pemakaian gedung dan
ruangan

a. rumah adat bali
b. rumah adat jepara
¢. ruangan studio

d., ruang workshop teks
til. i

@)

ruang

i
workshop Lg;a‘
mik. |

remakaian mesin dan po-
ralatan logam :

ol U

[N

mes i
mesin
mesin

a. mesin bubut
b, me<in skrap
¢c. mesin pond
d. mesin hor

bubut vakum
gur.nda

poles

pengecoran timah/
Joewter,

pengecoran kuni-
ngan tembaga
cetrifugal casting

timah/pewter Pe-
ngecoran berputa..
k. mesin gergaji besi

pemakaian wmesin dan .-
ra'datan bambu

a. mesin potong bambu

1

b, mesin pembelah ham
bu.,

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

D
D

73 =3

joy

3 73 o
Sl

-3
5 -

o

Lol

4

b Bs B
P\.

L3

Rp

500.000,00/bulan
500.000,00/bulan
100.000,00/hari

C00.000,00/%ulan

[
.

250.000,00/bulan
2.000.000,00/tahun
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5

mesin pembuat 1idi
mesin penyayat
mesin penghilang
bulu.

pemakaian mesin dan pe-
ralatan kayu.

mesin pengering
kayu.
mesin
mesin
mesin
mesin

serut

gergaji

bubut

profil

mesin jig saw

mesin pengasah pisau
kompresor

mesin potong/skoneng
mesin gergaji belah
batu.
mesin bor batu
mesin poles batu
mesin potong batu
bak beton perendam

pemakaian mesin dan pe-
ralatan rotan.

mesin amplas

alat pembengkok
mesin serut

mesin tri rol

mesin pelurus rotan
mesin alur rotan
stem rotan

kompor tekan

mesin gergaji potong

-
3

4
-

Rp
Rp
Rp

Rp

20.
.000.,00/hr/8

20

20.
20.
10.

.000,00/hr/8
6.
20.
60.

-
3

.000,00/hr/8
.000,00/hr/8
.000,00/hr/8

.000,00/ 24 jam

000,00/hr/8

000,00/hr/8
000,00/hr/8
000,00/hr/8

000,00/hr/8
000,00/hr/S
000,00/hr/8

.000,00/hr/8
10.
40.
10.

000,00/hr/8
000,00/hr/8

000,00/ 24 jam

.000,00/hr/8
.000,00/hr/8
.000,00/hr/S
.000,00/hr/8
.000,00/hr/8
.000,00/hr/8
.000,00/hr/8
.000,00/hr/8
.000,00/nr/8

jam Rp
jam Rp
jam Rp

Rp
jam Rp
jam Rp
jam Rp
jam Rp
jam Rp
jam Rp
jam Rp
jam Rp
jam Rp
jam Rp
jam Rp
jam Rp

Rp
Jjam Rp
jam Rp
jam Rp
jam Rp
jam Rp
jam Rp
jam Rp
jam Rp
jam Rp

10.
10.
15.
10.
10.

15,
20,

.000,00/ht/S

5.000,00/hr/S§

.000,00/hr/S

.000.00/ 4
.000.00/hr /-
.000,00/hr /"
.000,00/hr
.000.,00/h

., 000,00 P
000,00, "
Q0000 '
.000, Jhr,
.000,00/hr /8

.000,00/hr/2
.000,00/hr/8
.000,00/hr/8
.000,00/ 24

000,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
.000,
L0000,

0C/hr/S
00/hr /S
00/hr/35
00/hr/8
00/hr/8
0C/hr/s
00/hr/s
00/hr/s
00, 't/

8]

perorangan
a) mahasiswa

b)
c)

industri
industri skala besar

skala kecil

Rp 5
Rp 5
Rp

pemakaian ruangan fasilitas perindustrian

1
2.

balai
balai

tekstil
bangunan

a) ruang penginapan
b) ruang seminar

balai

kerajinan

a) rumah adat Bali
b) rumah adat Jepara

(ruang rapat/kelas)

Rp

Rp
Rp 2:

Rp
Rp

.000,00/8 jam

.000,00/bulan
.000,00/bulan

.000,00/0rang/tempat
.000.,00/8 jam

.000,00/0rang/paket
,000,00/0orang/paket
10.000,00/0orang/paket

|
!
jam
jam
Jjam

jam
Jjam
jam

jain
Sam
jam
jamn
Jam
Ja
Y

J

tidur/hay.



(1)

(2)

(3)

(1)

Bagian Kedua
Peternakan
Paragraf 1t
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Pasal 39
Pelayanan peternakan terdiri dari

a. pemeriksaan kesehatan ternak potong di Rumah Potong
Hewan;

b. pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan

C. pemeriksaan laboratorium kesmavert;

d. pemakaian fasilitas/peralatan peternakan;

e. pemeriksaan pos kesehatan hewan.

Setiap orang pribadi atau badan vang memerlukan

peternakan sebagaimana dimaksud pada avat {1) pasal
harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Untuk mendapatkan pelayanan peternakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Obyek, Golongan, Nama dan Subyek
Pasal 40

Pelayanan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3o
ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pe 39
(1) huruf a dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan ¥
Retribusi Rumah Potong Hewan.

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)
huruf b, ¢, d, dan e dipungut Retribusi Jasa Usaha
dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 41
Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi

atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagai
mana dimaksud dalam Pasal 39 avat {1) huruf a.



(2) Subyek Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah adaiah
pribadi atau badan vang menggunakan atau menikmati pelavanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 avat (1) huruf b,
dan e,

{3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat
pasal ini adalah Wajib Retribusi.

1graf 3

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 12

(1) Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 avat (2) diukur berdasarkan jenis
pemeriksaan, volume/sample dan unsur bahan pemeriksaan.

(2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah
peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
diuvkur berdasarkan volume, klasifikasi
dan waktu pemakaian.

Paragraf ¢

Prinsip Penetapan, Struktur dan Tnyva i

-

Pasal 43

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi potong

dan pemakaian kekavaan Daerah fasilitas/peralatan peterna
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan (3) adalah
dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemelihar
an, biaya penyusutan, biava asuransi, angsuran bunga pinjaman.
biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penvediaan
jasa, biayva administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa
untuk memperoleh Kkeuntungan yang layak sebagaimana keuntungan
vang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta
beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi relayanan ai
dimaksud dalam Pasal 39 avat (1) adalah sebagai berikut

a. pemeriksaan kesehatan ternak potong di Rumah 2 Q
1. sapi, kerbau dan kuda 1
2. babi Rp. o,
3. babi adat Rp. 2.7% ¢

4. kambing domba dan hewan kecil ‘ainnyva Rp. 1.000,00/e




b. pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan

1. unggas
a) pemeriksaan patologi anatomi Rp.
b) pemeriksaan parasitologi Rp.
c) pemeriksaan mikologi/bakterologi Rp.
d) pemeriksaan serologi Rp.
e) pemeriksaan histopatologi Rp.

2. hewan kecil/besar
a) pemeriksaan serologi Rp.
b) pemeriksaan darah/hematologi Rp.
¢) pemeriksaan kimia darah Rp.
d) pemeriksaan parasitologi Rp.
e) pemeriksaan virologi/bakterologi/

mikrologi Rp.
f) pemeriksaan bangkai Rp.
g) pemeriksaan histopatologi Rp.
c. pemeriksaan laboratorium kesmavet

1. phisischemis Rp.

2. mikrobiologis Rp.

3. residu Rp.

d. pemakaian

1.

-
P

pemakaian aula taman ternak

pemakaian asrama taman ternak

a) non AC
b) AC

pemakaian kandang/lahan Dinas

a) pemakaian kandang sapi

b)
c)

d) pemakaian

Peternakan.

lahan

pemakaian kandang ayam

pemakaian kandang burung

Dinas

fasilitas/peralatan peternakan

N

o

10.

10.

10.

tn

.000,00/sample
.000,00/sample
.000,00/sample

.000,00/sample

000.,00/sample

000,00/unsur
000,00/unsur
.000,00/unsur

.000,00/unsur

.000,00/unsur
.000,00/sample

.000,00/specmen

.000,00/sample
.000,00/sample

.000,00/sample

Rp.100.000,00/hari

Rp.10.000,00/tem.tidur/hari
Rp.20.000,00/tem.tidur/hari

Peternakan:

Rp.

Rp.

200,00/ekor/hari

250,00/m2/bulan

Rp.10.000,00/kandang/bulan

Rp. 1

.000,00/m2/tahun



c) biaya eleminasi dan penguburan Rp.20.000.00/ekor
d) pemeliharaan hewan setelah
observasi Rp. 3.000,00/ekor/hari

e. pemeriksaan pos kesehatan hewan

1. pemeriksaan kesehatan Rp. 5.000.00/ekor
2. pemeriksaan dan pengobatan Rp. 15.000,00/¢ekor
3. operasi Kecil Rp. 20.000,00/ekor
4. operasi besar Rp. 40.000,00/ekor

Ragian Ketig
Kehutanan
Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 453

(1) Pelayanan kehutanan terdiri dari :

a. pemakaian
b. pemakaian
c. pemakaian
an kayu;
d. pemakaian
ngeringan
¢. pemakaian

(2) Setiap orang

kehutanan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

tempat penimbunan hasil hutan;
sarana/fasilitas kehutanan;
peralatan pengeringan, pengawetan dan pengolah

peralatan untuk pengujian pengawetan dan pe
kayu;
fasilitas kehutanan di hutan kota/hutan wisata

pribadi atau badan yang memerlukan pelayan
pasal ini har.

7
memenuhi persyvaratan sesuai dengan peraturan  perupdar
undangan yang berlaku dan memenubi  kKewa, ban ~ebaga’
diatur dalam Peraturan Daerah ini.

atau pejabat

{3) Untuk mendapatkan pelavanan scbagaimana dimalcud pada
(2) pasal ini, orang pribadi atau bad haru me_ny
permohonan secara tertulis ¥kepada Gubernur Kepala

vang ditunjuk.

Paragraf 2
Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

Pasal 46

(1) Pelayanan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -
avat (1) adalah obyek vang dikenakan retribus.

4. pemakaian rumah observasi rabie
a) observasi hewan rentan rabies Rp. 3.000.C0/ckor/har:
b) pemeliharaan hewan rtetan
rabies selama dalam penahanan Rp. 5.000,00/ekor/hari




(2) Atas pelavanan sebagaimana dimaksud Tl
dipungut Retribusi Jasa U.aha dengan i
an Kekavaan Daerah.

Tasal 47
(1) Subyek Retribusi P ok Nk i
pribadi atau badan vang menggunakan me el

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
{2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “
ini adalah Wajib Retribusi.

-

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 48§

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekavaan Daerah 7 litas
alatan kehutanan sebagaimana dimaksud dala i6
berdasarkan penggunaan, , jenis dan waktu

ragr

e
S

Prinsip Penetapan, Struktur d T
Pasal 49

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pe i Felas
Daerah fasilitas/peralatan kehutanan sebagaimana dn
Pasal 46 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi,
biaya perawatan/pemeliharaan, biava penyusutan, biaya asuransi,.
biava rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan
jasa, biaya administrasi umum vang mendukung penyvediaan jasa dan
bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai-
mana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swas
sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada
harga pasar.

Pasal 5C

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelavanan
dimaksud dalam Pasal 45 ayat {1) adalah sebagati Tixut

a. pemakaian tempat penimbunan hasil

1. kayu gelondongan/dolken Rp. 150,00/M3 i
2. ka gergajian Rp. i
3. rotan Rp. 200.
b. penggunaan sarana/fasilitas kehutanan berupa

1. bangunan Rp. 500,00/M2/hari
2. gedung pertemuan Rp. 150.000.,00/hari
3. forklift Rp. 150.000,00/hari
4. tempat ruang terbuka Rp. 250,00/M2/hari




d.

pemakaian peralatan untuk pengeringan,
pengawetan dan pengolahan kayu

1. pengeringan Kkayu Rp. 63.000,00/x53
2. pengawetan kayu
a) sistem vacum pressure Rp. 100.000,00/M5
b) sistem injeksi Rp. 175.000,00/M3
3. pengolahan kayu
a) penyerutan Rp. 50.000,00/M3
b) pembuatan palet Rp. 30.000.00/M2
c) pembuatan kusen Rp.110.000,00/M3

pemakaian peralatan untu¥ pengujian

1. pengawetan Rp. 3.000,00/M3
2. pengeringan Rp. 2.000,00/M3
3. jenis/kualitas kayu Rp. 3.000,00/M3

pemakaian fasilitas kehutanan di hutan kota / hutan wisata

1. masuk hutan kota/hutan wisata

a) mobil Rp. 2.500,00/mobil/sekali masuk
b) motor Rp. 1.000,00/motor/sekali masuk
c) orang Rp. 500,00/0orang/sekali masuk

()

memancing di hutan kota/
hutan wisata : Rp. 5.000,00/0orang/sekali masux
Bagian Keempat
Perikanan
Paragraf 1
Jenis Pelayvanan dan Kewajiban

Pasal 51

(1) Pelayanan perikanan terdiri dari

(2)

pengujian kapal perikanan;

pemakaian pasilitas/sarana dan prasarana perikanan;
pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan;
pemakaian tempat pelelangan ikan;

penjualan benih ikan;

pemakaian tempat penginapan nelayan;

pemakaian tempat pendaratan kapal.

6Q T QG T ®

Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yvang berlaku dan memenuhi kewajiban scbagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Untuk mendapatkan pelavanan perikanan sebagaimana dimaksuc
pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan haru
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur KNepa!
Daerah atau pejabat yang ditunjuk.



(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

(4)

Paragraf 2
Obyek, Golongan, Nama dan Subyvek
Pasal 52

Pelayanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5! ayat
(1) adalah obyek yang dikenakan Retribusi.

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
huruf a dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi
Pengujian Kapal Perikanan.

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 avat
(1) huruf b dan ¢ dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayvat (!
huruf d, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retrih
Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 avat (1!
huruf e dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 avat (1)
huruf f, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi
Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
huruf g, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi
Tempat Pendaratan Kapal.

Pasal 53

Subyek Retribusi Pengujian Kapal Perikanan adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a.

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelavanan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 51 avat (1) huruf b dan c.

Subyek Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah
orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayan-
an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf 4.

Subyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah
orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayan-
an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e.

Subyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah
orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayan-
an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f.

Subyek Retribusi Tempat Pendaratan Kapal adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelavanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g.




(7) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1), (2
(3), (4), (5) dan (6) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 354

(1) Tingkat penggunaan jasa pengujian kapal perikanan sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) diukur Dberdasarkan
berat kapal (GT), jumlanh kapal yang diuji dan waktu.

(2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diukur berdasarkan
volume dan waktu pemakaian.

(3) Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan atau pertokoan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) diukur berdasar
kan persentase, volume dan harga transaksi.

(4) Tingkat penggunaan jasa produksi usaha Daerah penjualan be-

nih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 avat (5) diukur
berdasarkan jenis, volume dan harga pedoman.

(5) Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/viI]a

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) diukur Dber-
dasarkan jumlah orang dan waktu pemakaian.

(6) Tingkat penggunaan jasa tempat pendaratan kapal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) diukur berdasarkan
tonase dan waktu pemakaian.
Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 55

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pengujian

kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2)
adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksa
an kelaikan layar, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perliengkap
an dan peralatan lainnya, biaya tanda uji dan segel, biaya
operasional dan pemeliharaan dan kemampuan masyarakat serta
aspek keadilan.

(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian

kekayaan Daerah fasilitas/sarana dan Prasarana perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) adalah dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan,
biaya pényusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang
berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administra-
Si umum yang mendukung penyediaan Jasa dan bunga pinjaman
untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntung-
an yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis,
serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga
pasar.




(3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif

lan atau pertokoan sebagaimana ' =2
(4) adalah dengan rhatikan
perawatan/pemeliharaan, biava .
bunga pinjaman . :
langsung dengan penycedi . ., biav .
vang mendukung penyediaan 2
Lang ak sebagaimana kEeuntungan yang
pengusaha swasta sejenis. & beroper:
dengan orientasi pada harga pasar.
(4) Prinsip dan sasaran penetapan arif retribusi pe
usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam at o

(5) adalah dengan memperhatikan inves
rawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik vang

langsung dengan penyediaan jasa, biava administrasi
yvang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntung
vang layvak sebagaimana kKeuntungan yang T
pengusaha swasta sejenis, serta berope si

dengan orientasi pada hc

(5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif i '
penginapan/pesanggrahan/vi]la ok
Pasal 2 ay (6) adalah mempe’
investasi, biaya nelit , ¥ IR
biaya asuransi, bunga pinjaman. bLia) i
vang g peny
administrasi umum yang mendukung :
memperoleh keuntung vang layvak se
pantas diterima olch I
operasi e ne fent :

{(6) Prinsip dan aran pe Apan : : L,
ratan ' sebag: dalam 52 :
adalah memperhatikan penyed! f e,
ratan dan transit, D! perawatan/pemelihar . biaya
binaan, biaya rutin/periodik yang bherkaitan ung
penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang
nyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan vak

mana xeuntungan yang pantas diterima oleh pen
sejenis, serta beroperasi secara efisien
pada harga .

Pasal

struktur dan besarnya arif pelay 3
dimaksud dalam Pasal 351 i AR

a. penguji kapal perikanan

sampai dengan
ebih dari 5 GT ».d. 1 )

lebih dari La. .
lebih dari 30 GT . . N

[~

4 010

b. pemakaian fasilitas/sar Ana “Fonan

1. pemakaian kios pengecer di kawasan
Pangkalan Pendaratan
(PPI). . R




16.

18.

19.

pemakaian alur docking untuk
kapal perikanan di kawasan

Pangkalan Pendaratan Tkan

(PPI) Muara Angke

a) sampai dengan 10 GT Rp.
b) lebih dari 10 GT s.d. 20 GT Rp.
c) lebih dari 20 GT s.d. 30 GT Rp.
d) lebih dari 30 GT Rp
pemakaian alur docking untuk

kapal bukan perikanan dj ka-

wasan Pangkalan Pendaratan

Ikan (PPI) Muara Angke

a) sampai dengan 10 GT Rp.
b) lebih dari 10 GT s.d. 20 GT Rp.
c) lebih dari 20 GT s.d. 30 GT Rp.
d) lebih dari 30 GT Rp.

pemakaian fasilitas docking kapal

untuk kapal perikanan di kawasan
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPT)
Muara Angke dan Pulau Seribu
berukuran

a) sampai dengan 10 GT Rp.
b) lebih dari 10 GT s.4. "0 ST Rp
¢) lebih dari 20 T . 30 GT

d) lebih dari 30 GT Rp.
pemakaian fasilitas docking kapal
untuk kapal bukan perikanan di -

kawasan Pangkalan Pendaratan ITkan
(PPI) Muara Angke berukuran
a) sampai dengan 20 GT

b) lebih dari 20 GT s.d. 30 GT

¢) lebih dari 30 GT

pemakaian kios pengecer ikan dij-
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Pasar Ikan dan Kamal Muara.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

J 1)
4]

“
il

n
N

.006,00/kapal/satu

Kali docking

.000,00/kapal/satuy

kali dockin:

.000,00/kapal/satu

kali

.000,00/kapat/

bail

.000,00/% !

.000,00/kapal/satu -

kali

.000,00/kapal/sartu

xali

.000,00/kapal/satu

kali docking

000,09 kapal,/«at
L

000 .

e

000

.000,00/kapal/satu

kali

.000,00/kapal/satu

kali doc

000,00/ kapal/

kali

2.500,00/M2/bulan



- P N P .
20, pemakaion t nah AT Toeon Do
Hawi! Per 'anan (TPHP)

reng. pali Aonnan Aa e N
. Lakoratorium N L
C. pomolaian es—adtas pe g, : ' Coaqr
1. Besar retribusi pemal-‘an fag 'ife pensoaTan '

perikanan dlihitung Mocdaco-lon porkalioa 7t oy
1

harza media penguji v T a0t ov e st L agy

bBerikut )
' SO Jenis Produn v11dal L]‘,Gﬂk.llll; .\.\'H;lejtuc; (WA |
1 Cdang, Lobster N '
2 Paha Kodok - f
2 Tkan ~ow ‘
1 Ubur-ubur 0T ‘
s Tepung Ikan A '
C Ik¥an Kaleng "
B Nepiting, r.jung- °
an, kerang-kerang :
an. A
3 Kerupuk - '
9 Than Kering/Asin o7
10 Rumput Laut T \
Hdarga mcedia pengujian . _ R _ o N
kan cleh Gubernu- Kep . ' D0 I,
d. pemakaian tempat pelclanzan “han
1. ikan segar/beku/hup produked
lokal dlkenakan kepada nelavan
dan pedagang, o haog

2. ikan segar/beku/hidup/kering
produksi lokal yang aljual
tanpa melalui letang. ) o

3. ikan olahan asin,lerincdan '7'n-

nya yang sejenis ' . uar & ookt o0 o -
4. i%an {segar/beku/iTupy 1o e
daerah yang masuk / 7" jul foen
nrlatud lelang e oo !
e pernovelon benth (Lo TanT T R
© pemalalan tompat ponot e e an T, 000 AN e v I
g. pemakaian tempat pendar=atar kapa!

di kawasan PFangkalan Pendaratan Tka:
{PPT} Muara Angke.

1. sampai dengan 5 GT Rp. 300,00/kapal/24 jam

2. lebih dari 5§ ¢T s 7. ‘0 07T Rp. 1,000,000/ /08




5. Lebih dari 10 GT s.d. 20 GT Rp. 2.000,00/kapal/24 jam

4. lebih dari 20 GT Rp. 4.000,00/kapal/24 jam

Bagian Kelima
Pertanian
Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

7

Pasal 3°
Pelayanan pertanian terdiri dari :

pemakaian kios promosi bunga;

pemakaian los promosi bunga;

. pemakaian lahan usaha promosi penangkar bibit:

pemakaian lahan kebun;

pemakaian lahan Taman Anggrek Ragunan;

pemakaian pusat latihan pertanian TC klender dan fasilitas
nya ;

g. penjualan bibit/hasil kebun.

(o aa]

e N OB o

Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayvanan
pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) pasal ini haru

memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Untuk mendapatkan pelayanan pertanian sebagali mana
pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau bhadan
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur
Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Obyek, Golongan, Nama dan Subyek
Pasal 58

-

Pelayanan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 av
(1) adalah obyek vang dikenakan retribusi.

Atas pelayanan sebagafﬁana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1
huruf a, b, ¢, d, e, dar—eg dipungut Retribusi Jas
Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah.

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)
huruf g dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribus’
Penjualan Produksi Usaha Daerah.




tn

(1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

(

(¥ )

o

)

pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5~ ayvat (1) huruf a, b,
d, e,'f. dFan—i .

—

L &
Subyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha
orang pribadi atau badan ¥Yang menggunakan atau vt

pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 avat

g.

Subyvek Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat

pasal ini adalah Wajib Retribusi
Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan

Pasal 60
Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekavaan -
na dimaksud dalam Pasal 358 avat (2) diukur berdasarkan peng-

gunaan, luas, jumlah dan waktu pemakaian.

Tingkat penggunaan jasa pejualan produksi usaha Daerah se
gaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) diukur rdasarkan

jenis, umur, dan tinggi tanaman.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan. Struktur dan Besarnyva T
Pasal A1

Prinsip dan sasaran penetapan
kekavaan Daerah fasilits peralatan o

maksud dalam Pasal 58 b

biaya investasi, biaya T
nyusutan, biaya asuran: i, /periodik '

an langsung dengan penvediaan , t

yang mendukung penyediaan jasa bunga pinjaman

peroleh keuntungan yang layak sebagaimana 1} an ) 2
pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta ;
operasi secara efisien dengan orientasi pada ga pasar.,

Prinsip dan sasaran rPenetapan tarif retribusi

duksi usaha Daerah sebagaimana di maksud dalam al =

(3) adalah dengan memperhatikan biava investasi.
watan/pemeliharaan, biava rutin/periodik 3 t lan.
sung dengan penvediaan jasa, biayva S i noo
mendukung penyediaan jasa un'uk memperoleh R
layak sebagaimana Keuntungan vang pantas diterima pen_
usaha swasta jenis, beroperasi e !

crientasi pada harga pasar.



i i 62

Struktur dan besarnva tarif iSusi ter T .
sebagaimana dimaksud dalaw Tasa’ 57 adalah i o
a. pemakaian kios promosi bunga Rp. 7.300,00/M2/%
b. pemakaian los promosi bunga: Rp. 300,00/M2/he
¢. pemakaian lahan usaha promosi

penangkaran bibit; Rp. 1.000.00/%2/bu’an
d. pemakaian lahan kebun Rp.600.000,00/Ha/tahun

e. pemakaian lahan Taman Anggrek
Ragunan Rp. 30.000,00/1000/M2/bu!

f. pemakaian pusat latihan pertanian TC Klender

1. pemakaian aula dan ruang makan Rp. 150 200
2. pemakaian kursi tambahan ! = "
3. pemakaian tempat tidur Rp '

g. penjualan bibit hasil! kebun 100 ™ dav’ oA, i

Bagian Keenam
Kepariwisataan
Paragraf 1
Jenis Pelavanan dan Kewajiban
Pasal 63
(1) Pelavanan kepariwisataan terdiri dari -
a. pemaxaian penginapan
graha wisata Kuningan:

graha wisata Taman Mini Indonesia
graha wisata Ragunan

RSFIE IS IR

DL opemakai tempat -"uang pertemuan
1. graha wisata Kuningan:
2. graha wisata Taman Mini Indonesia
3. graha wisata Ragunan.

{2) Setiap orang pribadi atau badan vang memeriukan pelayanan
kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang Dberlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah ini.



(3) Untuk mendapatkan pelavanan kepariwisataan

maksud pada ayat (2) pasal ini. orang pribad’ !
harus mengajukan permohonan secara D '
Kepala Daerah atau pejabat yang nj

ardag N

Obyel, t :
L 1
bagaimana
adalah obyek rang dike i
(2) Atas pe sebagaimana vud Doaga’ N R
(1) huruf a dan b, dipungut Retribusi ’
nama Retribusi Tempat nginapan/Pesanggr SVili
Pasal 65
(1) Subyek Retribusi Tempat Penginapan/Pe Jyool !
orang pribadi rYang mengguna Chmar o1
an sebagaimana dimaksud  dalam D 3 o
dan b.
(2) Subyek PRetribusi i B 14 . : .
ini Wajib Retribusi.
P 1 7
Cara T kot
Penzeguna
Pasal 60
Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan/pesangg .
sebaga dimaksud dalam Pasal 64 avat (2) ark
Jumlah orang, klasifikasi fasilitas dan waktu poma’

Paragraf 1

Prinsip Penetapan, Struktur dan sarnx . Toori

. -
Prinsip dan sasaran penetapan tar f ol - A
pesanggrahan/villa sebagaimana tim U ! T
adalah gan memperhat’ T intoor

liharaan, Dbiava penyusitun. N
pinjanan, tva  rut‘n/per’ oy :
penyediaan jasa, biava re i K
diaan jasa untuk mempero K il E
Keuntungan yang pantas d’torima usat
serta beroperasi  secara o' an

pasa .



Struktur dan besarnya
dimaksud dalam Pasal 63 adalah sebagai berikut:

A

Pasal 68

tarif retribusi pelayanan schbagalimana

a. pemakaian penginapan Graha Wisata Kuningan, Taman Mini
Indonesia Indah dan Ragunan :

1.

1o

kamar biasa (standar)

a) remaja/mahasiswa Rp. 5.000,00/0rang/tempat 1
hari.

b) umum Rp. 15.000,00/0rang/¢ tidur
hari

kKamar ber-AC

a) remaja/mahasiswa Rp. 10.000,00/0orang/tempat tidu
hari.

b) umum

Rp. 30.000.00/orang/tempat tid
hari.

b. pemakaian tempat/ruang pertemuan Graha Wisata XNuningan, Taman
Mini Indonesia Indah dan Ragunan

1.

golongan kelas A

a) remaja/mahasiswa Rp. 150.000,00/8 Jam.

b) umum

golongan kelas B

Rp. 300.000,00/8 Jam.

a) remaja/mahasiswa Rp. 100.000,00/8 Jam.

b) umum

Rp. 200.000,00/8

kelebihan pemakaian tiap jam berikutnya di°} aban !

sebesar 10% dari

Usaha

tarif.

Bagian Xetujuh
Sektor ITnformal (UST)

Paragraf 1|

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 69

(1) Pelayanan usaha sektor informal terdiri dari

pemakaian tempat
pemakaian tempat
pemakaian tempat
dan sejenisnya;

pemakaian tempat
pemakaian tempat
pemakaian tempat
pemakaian tempat

berdagang savuran dan sejenisnva:
berdagang kelontong dan scjenisnya;
berdagang buah-buahan, makanan. minum:n

berdagang/usaha jasa;

berdagang ikan hias/makanan ikan:
berdagang hiasan bunga dan sejenisnya:
berdagang burung/makanan



1-

h. pemakaian tempat berdagang barvane foas 1/

i. pemakaian tempat berdagang tanaman hia /Do uw o

J. pemakaian tempact berdagang  G¢
keramaian umum yang disclongenr Loy
vYang bersifat sementara:

F. pemakaian tempat berdagang savauran dan - i
tempat dan pada jam=Jjam tertentu.

1

{2) Setiap orang pribadi at.u badan  yang memerluran oelal oo
usaha sektor informal sebagaimana dimaksud pada  as -
pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dencan perac. -
perundang-undangan vang Dberlaku dan memenuhi ewajih
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Untuk mendapatkan pelavanan usaha sektor informal sebaga’-
mana dimaksud pada avat (2) pasal ini, orang pribadi gt
badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepa!
Daerah atau pejabat yYang ditunjuk.

Paragraf 2

Subyetl

Obyek, Golo-zan. Nama dan

Pasal ~0

("} Polayanan usaha sektor informal «ebas
Pasal 69 ayat (1) adalah obyek viang 974 u.o.
(2) Atas pelayanan sebagaimana Jdimaleud pada ayvac 1) - )

b

dipungut Retribusi JTas, TUsaha denzan SEETITES
Pemakaian Kekavaan Daerah.

Pasal 71
(1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah oranzy

a
pribadi atau badan yang menggunakan atau menilmati Delayana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 avat (1),

(2) Subyek Retribusi selbagaimana Jdimabsud pads ac !
ini adalah Wajib Retribus: .
Davagral 3
Cara Menzubur T 0
Pengguvraan 7
Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa penakaian Velavaan Toe
informal divkur  Dberdasarkan luas tahan, Llasifi: o

Jenis usaha.



Paragraf 4

Prinsip Penetapan., Struktur dan
Besarnya Tarif

-

Pasal 3

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi
Daerah usaha sektor informal sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) adalah dengan memperhatikan biava investasi,

perawatan/pemeliharaan, biaya penvusutan, biaya ransi. K
rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan

biaya administrasi umum yang mendukung van

pinjaman untuk mewmperoleh lkeuntungan yang } oo
kKeuntungan vang pantas diterima oleh pengus g~
serta beroperasi secara efisien dengan orientasi <

pasar.

Pasal ~4

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaiman .

dimaksud dalam Pasal 69 adalah sebagai berikut

a. pemakaian tempat wusaha 1 (satu) kaveling ( ~.d 4m2 ) untu

pedagang
Klasifikas! :
Tempat Usaha |
no. Jenis Usaha ‘ e
A e
(Rp/hari) | (Rp/hari) | (Rp/hari
sayuran & sejenisnya 800,00} 1.000,00f 1.200.00

2.] kelontong & sejenisnya 1.000,00f 1.200,00f 1.500,00

3.] buah-buahan, makanan,
minuman dan sejenisnvya 1,000,001 1.200,00 . .
4.] usaha jasa 1.000,00} 1.200,00{ 1.300,00

—

5. ikan hias/makanan ikan 1.000,00| 1.200,00} 1.300,00

6.| hiasan bunga & sejenis-

nya 1.000,00! 1.200,00] 1.700.00
7.| burung / makanan unggas| !.000,00] 1.200.00] !.300.09
S barang loakan/barang 1.000,00| 1.200,0 .300,00

bekas 1

| !

b. Pemakaian tempat usaha untuk pedagang taname
dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,-/hari dene
luas tempat dagang 25 m2 dan dikenakan tambahan
m2/hari untuk luas yang melebihi 235 m2.

T.



]

Pemakaian tempat usaha  untul DY igang

acara keramaian umum vang diselenggar:

bersifat sementara, dan mendapat izin
Daerah dikenakan Retribusi sebesar Rp

Pemakaian tempat usaha untuk pedagang

akan

dari

<

s R

D
Guhernur

1

~

(83

S1.000, 00

savuran dan
pada tempat-tempat dan pada jam-iam tertentu yang

oleh Gubernur Kepala Daerah dikenakan

besar Rp. 3500,00/hari/pedagang.

Klasifikasi

1

RS

I
+ 4

\)t

d

i
~
1

retribusi

pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Dacrah.

BAB ¥

BIDANG KESETJAHTERAAN RARYAT

Bagian Pertama
Kesehatan

Paragraf °

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 7%

Pelayanan kesehatan terdiri dari

a. pelayvanan kesehatan di puskesmas dan penved? .

peralatan Kesehatan dasar lainnyva milik T

b, pelayvanan kesehatan di Rumah Sakir
¢c. pemakaian mobil ambulance:;
d. pemakaian alat laboratorium Doping

Setiap orang pribadi atau bhadan vang

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada o

memenuhi persyvaratan sesuai lengan
uandangan yang berlaku  dan  memenuhi
diatur dalam Peraturan Daerah ini

Untuk mendapatkan pelayvanan Sescha’ an

pada avat {2) pasal ini, orang pribadi

permohonan  scecara  tervtulis  lepada
atau pejabat vang ditunjuk.

Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama, dan Subjek

-

Pasal 76

R
he
Tiam T 1l
Teme Il
T Y RN
.y 1
a’ (\ L
Dol
, .
WL, :
ceh Vo
hooo
Jubeoonus Al

tempat usaha sebagaimana dimaksud pada

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud daltam pPasal
{1) adalah obyek vang dikenakan retsr bhusi.

o

Atas pelavanan sebagaimana dimaksud dalam DPa-

nuruf a dan b, dipungut Retribusi
Retribusi Pelayvanan Kesehatan.

Jasa

Umuin

e
Ke

Vi

eniy:

N e

ny

h Ui, -

7inka»
aebe

-

L.




(3)

oy

1)

Atas pelayvanan sebagal cine dipehoud dal o
huruf o dan d. dipunzur T _iribus; Tae:
Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah.

Pasal

Subyek Retribusi Pelavanan Kesehatan ad...h 11
atau badan yang menggunakan/menikmati pesaranan - hos i
dimaksud dalam Pasal ~5 avat (') huruf a dan b.

9]

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah o 02
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan 5o -
bagaimana dimaksud dalam Pasal ~5 avat (1) huruf o dan .
Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan (O
pasal ini adalah Wajib Retribusi.

-

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal °8

Tingkat pengzunaan jasa kesehatan scbaziins
Pasal 76 ayat (2) diuvkur berdasarckan jen. -

hatan di PusKkesmas, Jjenis pelavan o boo

jenis pelayanan keschatan i REumah Sad ™t Do Do

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekavaan Dacrah  sebaos!
mana dimaksud dalam Pasal 76 avat (3) diukur berdasart ar
jenis pemeriksaan, jar.k tempuh dan jumlah pemakaian.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnva Tarif

Pasal 79
pelayanan
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi[;wa«
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~6 avat (2 ad L h
memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan dan
an medis, biaya pengobatan, Dbiava penginapan dan
biava pengadaan kartu pasien, b ava opera~' . d .4

1

haraan, kemapuan masyarakat -erta g pel keadi o

1

Prinsip dan sasaran  pones ipan Lactf X
kebavaan Dacrah fas!litlas/pera’atan  Eesohat o N

dimaksud dalam Pasal 7 ayvat (3) adalah dengan mompe. !

biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan. Lo
nyusutan, biaya asuransi, biayva rutin/periodil. ang bo !

an langsung dengan penyediaan jasa, biava administrasi oo
yang mendukung penyediaan jasa dan bunga p.njaman untub
memperoleh Keuntungan vang layak sebagaimana keuntungan y...

pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis. serta b v
operasi secara efisien dengan orientasi pad- " .rga pooc-



Struktur dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 adalah sebagai

a.

pelayanan

Pasal 80

tn
[@a]

besarnya tarif retribusi terhadap pelavanan
berikut

kesehatan di Puskesmas, dan penyediaan

fasilitas/

peralatan Kesehatan Dasar lainnya milik Pemerintah Daerah.

Nomor Jenis Pelayanan Tarif !
: 3 S
1. rawat jalan kesehatan dasar (pemeriksa-

an pengobatan dan obat-obatan)
a. balai pengobatan umum pagi Rp 2.000.
b. balai pengobatan umum sore Rp 5.000.,00
c. balai pengobatan gigi sore Rp 7.500,00
d. balai pengobatan gigi (pemeriksaan +
salah satu tindakan dari)
1. cabut gigi Rp 3.000,00
2. tambal s/t Rp 3.000,00
3. pembersihan karang gigi/regio Rp 3.000,00
4. perawatan syaraf gigi/kunjungan Rp 3.000.00
e¢. balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) Rp 2.000,00
f. puskesmas Keliling Rp 2.000,00
g. K.B (kondom ,pil, suntik) Rp 2.000 ‘
2. rawat jalan semi spesialis '
(spesialis terbatas)
a. THT Rp 7
b. anak Rp =
c. penyakit dala s "
d. kulit/kelamin YRS
e. kebidanan Rp T.
f. klinik gizi Rp 5.000,00
g. klinik Jiwa Rp £.000,00
h. konsultasi usia lanjut Rp 1.000.00
i. konsultasi remaja Rp 5.000,00
j. akupuntur Rp 5.000.00
k. mata Rp 5.000.00
3. perawatan rawat jalan tindakan khusus
a. gigi kelompok 1 |
1. cabut gigi dengan penyakit Rp ".SO0,00‘
2. alveolectomi Rp 7.500.00
‘ 3. incisi abses Rp ~ oo
i
f b. gigi kelompok 2 :
' 1. tambalan adaptik 25,000
2. tambalan sinar Rp %, |
3. operasi kista/gigi Rp Z0.000.00!
4. cabut M3 miring Rp 50.000.00
5. odentektomi Rp 50.000,00]




ta

igi kelompok 3

0
[(le]

protesa 1 gigi

tambahan tiap gigi
protesa | rahang
protesa 2 rahang
rebasing atas dan bawah
reparasi protesa

Q-1 1D

joh
-t

indakan medis khusus DI

. sederhana
a) bedah kecil
b) incici abses
¢) hecting luka
d) cabut Kukuy
e) bedah hordeolum

f) pengambilan kotoran telinga
g) pengambilan corpus alienum
h) KB : - 1.U.D
- norplan
2. sedang

a) forcep

b) vacuum extraksi
Cc) curetaga

d) khitan

e) MO P

besar
- operasi katarak

(%)

€. pemeriksaan mavat
f. keur

rawat jalan penunjang kesehatan
sederhana

a. laboratorium klinik.
1. laboratorium dasar

a) pemeriksaan darah rutin
meliputi
1) hemoglobin
2) eritrosit
leukosit
hitung jenis
LED
trombosit
pemeriksaan Darah
Lengkap

O O s Lo
\.4\./\./\./\.4

alat ordodosi removeable I rahang{ Rp
alat ordodosi removeable 2 rahang

|

|

| i

Rp so.ooo,oo:

Rp 10.000.00!
Rp1d0.000,00
RP200.000,00
Rp 30.090,00

Rp 20.000,2¢/

60.000,00"
Rpl120.000.00

!

| :

! Al - T '

! Dz‘: AN
| vy - o

[ ™ - A n

Rp '.SOO.HO'
Rp 7.300,00
Rp  ~.500 00
Rp 7.300,00
Rp ”.300,00

Rp 3 .ooo,oo:

Rp 30.000,00,

Rp 30.000.00]

Rp 30.000 00,
Rp 30.000,00

!

Rp230.090, 00!

Rp 2.000 <!

Rp  .000.7"

}

!

|

|

J

r

;

Rp 1.000.00.

Rp 1.000,00!

Rp 1.000,00]

Rp 1.000,00;

Rp 1.000,00!

Rp 1.000,09{

Rp 3.000,00:

i
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b) pemeriksaan urin rutin me-
liputi

) berat jenis

reduksi

protein

reaksi urine

bilirubin

sedimen

pemeriksaan urine

lengkap

~FON A s LD FO e
e T T N

pemeriksaan Faeces
pemeriksaan tes kehamilan
pap smear

pemerikasaan spuntum (1 X )
pemerik. hapusan kusta
pemeriksaan golongan darah

S0 O 20
st e o gt e

‘zg‘pemeriksaan dengan QBC (1 Pakat me-
liputi)
thrombosit
leukosit
. hemoglobin
‘/ hematokrit

hg, pemerisaan kimia darah dengan Re-
flotron perjenis sbbh:
4/ alkali prosfatase
} bilirubin
6/ cholesterol
4[ SGOT
&/ SGPT
ureum
albumin
4] globulin
8, protein total

%f, asam urat

A?. pemeriksaan dengan multi media -
' systim.

pemeriksaan dengan radio diagnostik:
g/, rontgen paru

_/ rontgen extermatis

&/ rontgen gigi

53 pemeriksaan dengan elektromedik
¢/ EKG

%/ USG

. laboratorium kesling pemeriksaan
3 air

air bersih bakteriologi

air bersih kimia

air kolam renang 4 parameter
air limbah

NS

Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 3
Rp 72
Rp &
Rp A&
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp =
Rp 3
Rp 5
Rp 5§
RP 5
Rp &
Rp 35
Rp =S
Rp 5
Rp 5§
Rp 35
Rp =
Rp *F%
Rp 10.
Rp =5
Rp 10
Rp 23
Rp 25
Rp 25
Rp 15
Rp100

noo

.000,
.000,
.000,
.000,
.000,

.000,

. 000,
L0006,
.000,
.000,

.000,¢

000,

00o. "

.000,
.000,
.000,
.000,

.000

.000,
.000,

.000

.000.
.000,

. 000,

.000,¢

LOnn.

000,

.000,

.000,

. 000,
.000,

5.000,

.000,

, 00

.00

00

00

00
00
00

Q¢

Oﬂj

0o
00
00
00

00
00

00

D
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2

O D
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rawat inap
a. perawatan ! hari

. kelas 3 ( | kamar >3 tempat tidur)
2. Kelas 2 ( kamar 3 tempat [ v
3. kelas 1 B { 1 kamar 2 tempat - Do .
4. kelas 1 A (1 kamar 2 tempat ticdur +
AC) ' 3T
b. pertolongan partus ;
1. bidan 1 TR
2. dokter umum Rp 10.000
3. dokter spesialis 1=,
C. perawatan bavi
1. perawatan bayi tanpa kelainan Rp 2.300.00
2. perawatan bavi khusus Rp 5.000.,90
b. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum ih  khusus !
I1I.
Nomor Jenis Pelayanan : Y
t -
1 2
L .
i. poliklinik spesialis : N
2. Kamar gawat T !
a. Telompok ! ,mp s
b. kelompok 2 l?p o=
¢c. kelompok 3 Rp
d. kelompok 4 R 5
¢. kelompok 3 lRp T5.000.
3. pérawatan
a. kelas 111 a per hari Rp 15,000,006
b. kelas III b per hari Rp
4. perawatan Isolasi per hari Rp 35.
5. perawatn Neorutus per hari
6. perawatan Neorutus dengan
blue light per *t..i | =
- administrasi perawatan ;
per hari / setiap perawatan l .
S. pemeriksaan patologi klinik :
a. xelompok | L -
b. kKelompok 2 LED
c. kelompok 3 iRp 1o
d. kelompok 4 !D !
¢. Kelompok 5 P o
f. kelompok 6 e )




g. kelompok ~
h. kelompok §
i. kelompok 9
j. kelompek 10
k. kelompok 11
1. Kelompok 12
m. kKelompok 13
n. kelompok 142
o. kelompck 1>
p. kelompok !°
q. kKelompok 17
v. kelompok 13
5. kelompok 10
-. kelompok 77
v, o Kelompot 7
v. <elompok 202
w. kelompok 23
v. kelompok 24
v. kelompok 2%
9. patologi klini}
a. Xelompok !
b. kKelompok °
c. kelompok 3
d. kelompok 4
e. kelompok =
10. pemeriksaan radio dlagnos
a. kKelompok !
b. kelompok °
¢. kelompok 1
1. Y -lompok 4
.. Ekciocwmpok T
7. kKelompok 7
2 onodompo T
hooF L lompok 3
.o Kelompok ©
5 relompob 7
oo Frelompox
1. kelompox °
m. kelompor !°?
1 kelompok ¢
0. EKclompo? -
Ll pemeriksaan =lektro medik
a. kelompok !
b. Xelcompok 2
¢. kelompok °
d. kelompok 4
e. kelompok *
f. kelompok 0O
g. Kelompok ~
h. kelompok &
i. kelompok 9
J. '”

kelompok

o

2

3 =1 Td
ol an b My |

o8

T i

(i)

" n

v

2

L 000

LOnn

aleis

A

~

~ e

2 -
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e) anak-anak/pelajar Rp. 600,00/0rang

f) rombongan anak-analk/pelajar
minimal 20 orang Rp. 00, ng

pemakaian plaza ruangan dan taman
untuk shooting film Rp. 400.000,00/havi

pemakaian plaza ruangan dan taman untuk

a) bazar
1) taman Rp. 150.000,00/hari
2) plaza ruangan Rp. 250.000,00/hari

b) pameran, perlombaan dan sarasehan Rp. 250.000,00/hari

c) pemotretan untuk iklan, promosi
dan pameran Rp. 300.000,00/ha

b. Monumen Nasional

1.

pelayanan tempat untuk rekreasi

a) kunjungan ke Pelataran Cawan.

1) dewasa/umum Rp. 1.500,0C/0r
2) mahasiswa Rp. 1.000,00/0r ang
3) anak-anak/pelajar Ep.

b). kunjungan ke pelataran puncak:

1) dewasa/umum Rp. 5.000,00/0rang
2) mahasiswa Rp. 3.500,00/0rang
3) anak-anak/pelajar Rp. 2.500,00/0rang

c). rombongan berjumlah 20 orang ke atas diberikan
ringanan 25 % dari tarif yang berlaku.

pemakaian peralatan teropong di pelataran puncak
Rp 1.000,00 /unit/1,S (satu lima persepuluh) menit.

pemakaian taman/jalur hijau untuk
a) bedeng proyek (Direksi Keet) Rp. 1.000,00/m2/hari

b) penempatan barang/material pekerjaan proyek
sejenisnya

1) luas s.d 1.000 m2 Rp.100.000,00/harvi/iv
2) luas 1.001 s.d 2.000 m2 Rp.150.000,00/hari/lo
3) luas 2.001 s.d 2.000 m2 Rp.200 Jhoar D/
4) luas di atas 2.001 m2 Rp.250.00C.00/hari/!

i

ke~

k

1

c¢) kegiatan bazaar, pameran dan kegiatan komersial lainny

1) tanpa struktur Rp.1.000,00/m2/hari
2) memakai struktur Rp.2.500,00/m2/hari




Paragraf 2
Objek, Golongan, Nama, dan Subjek
Pasal 88

(1) Pelayanan planetarium dan observatorium sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan
retribusi.

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 89

(1) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1).

(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) pasal
ini adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 90

Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olah raga fasilitas
Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
diukur berdasarkan frekwensi masuk, jenis pertunjukan dan jumi
orang.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 91

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa tem-
pat rekreasi dan olahraga fasilitas Planetarium dan Observatorium
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) adalah dengan memper-
hatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biayva penyu-
sutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/perio-
dik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa untuk memperoleh
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima
oleh peng usaha -swasta sejenis serta beroperasi secara efisien
dengan orientasi pada harga pasar.




Pasal 92

Struktur dan besarnya tarif re I te lap pe
mana dimaksud dalam Pasal S~ adalah sebagai

a. pertunjukan planetarium dan

1. perorangan :

a) dewasa Rp. 3.500,00/0rang
b) anak-anak/pelajar Rp. 1.730,00/0rang

2. rombongan {minimum !00 orang)

a) pelajar dan mahasiswa Rp. 1 °
b) bukan pelajar dan mahasiswa BRp. ° =00,

b. pertunjukan multi media

1. perorangan

o

a) dewasa bukan
b) anak-anak dan pelajar/u

-
(

192

rombongan (minimum 100 arang)

a) pelajar dan mahasiswa Rp. .
b) bukan pelajar dan . 1.500,00/ n

Bagian Keempat
Keolahragaan
Paragraf |1
Jenis Pelavanan dan Kewajiban
Pasal 93
(1) Pelayvanan keolahragaan terdiri dari

pemakaian kolam renang;

pemakaian gedung olah as

pemakaian stadion clah raga;

pemakaian lapangan olah raga ter ;

pemakaian lokasi tempat usaha fas

pemeriksaan kesehatan olahraga dan pemerik

tubuh;

g. pemakaian gedung olah raga dan gelanggang 1 T
kegiatan olah raga;

h. pemakaian peralatan gedung olah raga dan zelanggang

jo N o BR e V]

(T

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan peiay
keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal :
harus memenuhi persyvaratan sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban
diatur dalam Peraturan Daerah ini.




(3) Untuk mendapatkan pelavanan keolahragaan se gimanr
maksud pada ayvat (1!} pasal ini.
badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur 1o,
Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Obyek, Golongan, Nama dan Subyek
Pasal 94

(1) Pelayanan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ayat (1) adalah obyvek vang dikenakan retribusi.
~a,b,e,d, dan
(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DPasal 93
(1) huruftea—s+d—Ff dipungut Retribusi Jasa Tsaha dengasn
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

(3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal! 93 .vat
hurufe g dan h dipungut Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Pemakaian Kekayvaan Daerah

Pasal 9f

(1) Subyek Retribusi Tempar Rekre dan ! g ! o
pribadi atau badan yang menggunakan / ro ' .
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 avat '2)

{2) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayvaan Daor RIS
atau badan yang menggunakan/menikmati p= anan <

dimaksud Pasal 91 ayat (23)
(3) Subyek PRetribusi sebagaimana dimaksud 1a rat (7
ini adalah Wajib Retribusi.
Paragraf 2

Cara me Tingkat
Pengsunaan

Pasal 96

(1) Tingkat penggunaan | Tempat rekreasi Pt o
mana  dimaksud  dalam asal avar (2 A
frevwensi masuk, jumlah orang, jonis alanh oo 7 J
sasi

(2) Tingkat penggunaan | . ot VT
dimaksud dalam Pasa’' 95 avat 12y T a0 .

luas ruangan, Jenis, dany waktu pomakal




Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9~

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif rertrit jasa t. |
rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksuc -
ayat (2) adalah dengan memperhatikan biava ‘nvec R )
perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan : '
angsuran bunga pinjaman, hiayva h S 3 L
berkaitan langsung dengan penyved’a ja- o
pembinaan dan prestasi olah raga serta berusaha i
memperoieh Keuntungan yang lavak sebagaimana i
yvang pantas diterima oleh pengusaha SwWasta !

serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada
pasar.

(2) Prinsip dan sasaran tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 avat (3) adalah denga
memperhatikan biaya investasi, biava perawatan/peme!ihar
biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang
berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administ. -~
umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjama
memperoleh keuntungan layak sebagaimana keuntungan yang pant.
diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperac |
efis’en dengan orientasi pada harga pasar.

T

Pasal g

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap Wy o

bagaimana dimaksud dalam Pasal 93 adalah sebaga. borilut:
a. pemakaian kolam renang
1. perorangan :
a) hari biasa Rp.1.500,00/0rang
b) hari libur Rp.2.000,00/0rang
¢) malam hari Rp.5.000,00/crang
2. rombongan sekolah dan perguruan
tinggi empat kali sebulan (setiap-
rombongan minimal 20 orang) Rp 2.000,00/0rang/1 1/2 |
3. rombongan instansi/kantor/umum
empat kali sebulan minimal -
20 orang Rp 4.000. anz/1 1/
4. Rombongan PRSI (induk organisasi OR).
untuk latihan empat kali scbulan R» 20.000, oon,T
5. untuk pertandingan Fp 200, J
6. langganan perorangan
{delapan kali sebulan) np ono ! _
j

kegiatan pagi/malam meng-
1

gunakan lampu dikenakan
biaya tambahan Rp 30.000,00/2 jam
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b) sekolah/perguruan tinggi

-

1) untuk latihan 3

2) untuk pertandingan

Rp
Rp

000,00/
6.000,00/2 jam

Jain

¢) masyarakat/instansi/umum
1) untuk latihan Rp 6.000,00/2 jam
2) untuk pertandingan Rp 10.000,00/2 jam
d) setiap pemakaian dengan meng-

gunakan lampu dikenakan biaya
tambahan

pemakaian prasarana ol!ahraga ai

a) tempat berlabuh :
1) speed boat tujuh w_.ter keartas
2) speed beoat tujuh meter kebawa
3) sewa dock/galangan

v) gedung induk

c) plaza gedung induk

d) pembuatan film

e) peluncuran speed boat

f) setiap pemakaian dengan merg-

gunakan lampu dikenakan biava

tambahan

lapangan menembak

a) smallbore/free pistol Rp
b) centre fire pistol Rp
c¢) rapid fire pistol Rp
d) big bore Rp
) clay pigeon
1) 1 orang Rp
2) 2 orang Rp
3) 3 orang Rp
4) 4 orang Rp
5) 5 orang Rp
6) 6 orang Rp
f) langganan dengan fasilitas la-
pangan dan sasaran Tertentu vang
diinginkan maksimal! delapan kali
webulan tiap-tiap jenis (event).
g) rombongan tiap jenis (maksimum

20 orang)

senapan angin perorangan

h

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

ottt

[

Rp '5.000,00/2 jam

40.000,00/hari
30.000,00/hari
10.000.00/hari

Rp
Rp
Rp

150.000,00/6 jam
100.000,00/5 jam
200.000,00/1 '

10.000.00/1 kal’

10.000,00/2 jam

.000,00/2 jam/orang
.000,00/2 jam/orang
.000,00/2 jam/orang
.000,00/2 jam/orang

]

,000,00/2
.000,00/2

000,00/
000,002
000,002
.000,00/2

o it
jam
jam
Jam

p]

O

iy

> 1RL000 a0

[

60.000,00/6

Jaim

5.000,00/2 jam



o)

10.

catur

a)

b)

c)

untuk 10 meja maksimal 4 jam

1) untuk latihan pagi hari
2) untuk latihan sore har;

untuk 10 meja maksimatl
pertandingan

10 jam

pertandingan dua regu
( persahabatan ).

d) langganan
1) latihan pagi hari 10 me ja
empat kali latihan 1 bulan
2) latihan sore hari 10 meja
empat kali latihan 1 bulan
e) setiap pemakaian AC
f) setiap latihan dengan mengguna-
kan lampu dikenakan biayva tam-
bahan
bridge

a)

b)

c)

d)

f)

untuk 10 meja maksimal 4 jam

1)

2)

latihan pagi hari
latihan sore hari
untuk 10 meja maksimal 10 jam
pertandingan

pertandingan persahabatan
dua regu

langganan

1) latihan pagi hari 10 meja
empat kali latihan 1 bulan

2) latihan sore hari 10 me ja
empat kali latihan 1 bulan

setiap pemakaian AC

setiap pemakaian dengan menzgu-
nakan lampu dikenakan biaya
tambahan

Rp

.

300,00/ jam

Rp 10.000,00/4

™

Rp.

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

30.000.00/190

20.000,00/10

40.

FJ =
thithn

[
o]

30.

.000,00/2

.C00,00/4
.000,00/4 jam

~

Jaim

000,00/4 jam

.000,00/4 jam

.000,00/4 jam

Janm

.000,00/10 jam

000,00/6 jam

30.002,00/4 jam

40

=0

.00C. 00/t

r\'/\(\; 1




tennis indoor (raibond ice;

a)} induk organisasi 184

1) latihan pagi/siang
2) latihan sore/malam
3) pertandingan

b) sekolah/perguruan
atihan pagi/sianz
2) latihan sore/ma
2
R

nertanding

masyvarakat/instansi

@]
~——

) latihan pagi/siang
) latihan sore/m:
)

1
2
3) untuk pertandingan

d) setiap pemakaian lampu
dikenakan biaya
12. wisma

a) pelajar/mahasiswa
b) umum

c. pemakaian stadion olahraga.
1. stadion sepak bola
a) penggunaan
1} latihan
2)
3 Tatihan

b) se¢kolah/pergur

a
Rp 22.300,00/1cparzcan/?2
Rp 45.000,00

1
60,000,00/tapangan/2

Rp 20.000,00/:

L -
™ ~ . R

Rp 32.500 /2
65.000,00/1apanzan/"
Rp100.000,00/lapangan/2

Rp 20.000,00/lapangan/2

Rp 3. i

Rp 10.000,00/hari/o

- s
S ~
m n 1
. r00 .

tinggi untuk

latihan pagi dan sore Rp 25.000,00/%1 |

1)
2) pertandingan
3) latihan hari

Rp 40.000,00/2
Rp 15.000,00/1}

Cae

) masyarakat/instansi/umum untuk

1) latihan pagi dan
2) pertandingan
3) latihan

d) setiap pemakaian
menggunakan
tambahnn

Rp ~°.000,00/11 ;-

Rp100.000,00/

Rp 25.000,00/" 7 |
n

ikene

~

~

Coia

am



stadion soft ball/base ball

untuk

a) induk organisasi olah raga

1) latihan pagi dan sore
2) pertandingan
3) latihan siang hari

b). sekolah/perguruan tinggi
1) latihan pagi dan sore
2) pertandingan
3) latihan siang hari

c) masyarakat/instansi/umum
1) latihan pagi dan sore
2) pertandingan
3} latihan siang hari

d) setiap pemakaian dengan

bahan

Rp
Rp
Rp

o —
th O O

untuk
Rp 7.
Rp 15,
Rp §.
untuk

Rp 1

LS B B |

Rp

.000,00/2 jam
.000,00/2 jam
.000,00/2 jam

500,00/2 jam
000,00/2 jam
000,00/2 jam

000,002

000,00/ -

menggu-
nakan lampu dikenakan biaya tam-
Rp 50.000,00/2

d. pemakaian lapangan olahraga terbuka.

I.

lapangan sepak bola

a) induk organisasi olah raga untuk

1) latihan pagi dan sore
2) pertandingan
3) latihan siang hari

b) sekolah/perguruan tinggi
latihan pagi dan sore

1)
2) pertandingan
3) latihan siang hari

¢) masyarakat/instansi/umum

1) latihan pagi dan sore
2) pertandingan
3) latihan siang hari

lapangan Tenis.

Rp §
Rp 10,

-

Rp 3
untuk
Rp

Rp
Rp

Uuntun

000.,00/2 Jam

.000,00/2 jam

000,00/2 jam

4.000,00,/2
6. nn (\Ol/:;
2.000.00/2

Rp 10.000,00/2
Rp 20.000,00/2

Rp

a) lapangan keras (hard court)

5.000,00/2

1) induk organisasi olah raga untuk

- latihan pagi/sore
- pertandingan
- latihan siang hari

L000,00/2 jam

J i

J (i

jam
jam
jam

Jaim

Rp 7.500,00/lapangan/2 jam

Rp 10.000,00/1lapangan/?2
Rp 4.000.00/lapangan/2

Ja

v



>

D)

c)

2) sekolah/perguruan tingg’  un!
- latihan pagi/sore Rp 3
- pertandingan Rp 7
- latihan siang hari Rp 3
3) masyarakat/instansi/umum untuk
- untuk latihan pagi/sore Rp 10
- untuk pertandingan Rp 15
- untuk latihan siang hari Rp
lapangan tenis gravel
1) induk organisasi olah raga
- untuk lar han pagi/sore Rp '0
- untuk pertandingan . s
- untuk Ta*'h «'apng har®™ Rp ¢
2) sekolah/perguruan tingg!
- untuk latihan pagi/sore Rp ~
- untuk pertandingan Rp 10

N

- untuk latihan siang hari Rp 3

3) masyarakat/instansi/umum

- untuk latihan pagi/sore Rp 15

- untuk pertandingan Rp 25

-~ untuk latihan siang hari Rp

setiap pemakaian dengan meng-
gunakan lampu dikenakan biaya
tambahan

lapangan hoki

a)

b)

induk organisasi olah raga

1) latihan pagi/sore Rp
2) pertandingan Rp
3) latihan siang hari Rp
sekolah/perguruan tinggi

1) Latihan pagi/sore Rp
2) Pertandingan Rp
3) Latihan siang hari Rp

.000,00/1lapangan/?2

Rp 20.000,07 /1

-

.300,00/1apanzan/2
.000,00/1apangan/?2

L

.000,00/lapangan/
2 Jjam

.000.,00/lapangan,’
2 Jjam

5.000,00/tapngan/

2 ojam

.500,00/lapangan/
2 jam

.000,00/1lapangan/
2 jam

.000,00/1lapangan/
2 jam

,000,00/lapangan,
2 jam

000,00/ lapangan.
T jam

apngan,’
,' ARIH

5.000.00/

]
2

.000,00/2 jam
.000,00/2 [am
.000,00/2 jam

—
1o O rn

.000,00/2 jam
.000.00/2 j&a
.000,00/2

L3 0O 4=



da

c¢) masvarakat/in r

ihan ' Kt L
2) pertanding n, ;
3) latihan ) : )

lapangan bola

uk organis

1) latihan pagi/ Rp 4.000.00/! o
2) pertandingan Rp 6.000,00/lapangan/2 |
5) latihan siang hari Rp 2.000,00/lapangan/2 janm

b) sekolah/perguruan tinggi
1) latihan pagi/sore Rp 2.000,00/lapangan/>
2) pertandingan Rp 4.000,00/lapang: Je
3) latihan siang hari 2 N

¢) masyarakat/instansi/umum

N

1) latihan pagi/sore s . S
2) pertandingan Rp ~ , 2
3) latihan <! - Rp *.000 N7 cngan,?
lapangan bola bas’
a) induk organis. i [
1) latihan Rp 3. ,00/1 .
2) pertandingan Rp 5.000.00/lapangan/2
3) latihan siang hari Rp 2.000,00/lapngan/2 |

b) sekolah/perguruan tinggi

1) latihan pagi/sore Rp 2.000,00/lapangan/2
2) pertandingan Rp /2
3) latihan siang hari 1.000,00/1ap n/0

¢) masyarakat/instansi/umum untuk
1) latihan pagi/sore 4. y
2) perta T.500,00/°

3) latihan siang ha:si BRp 7. [y

6. gelanggang bhalap <epeda

a) induk organisasi

1) latihan pagi/sore 2.000.00/2 L
2) pertandingan Rp 15.000,00/2 |
3) latihan siang hari Rp 1.000,00/2



D)

o]
~—

b)

¢)

d)

sekolah/perguruan tinggi

latihan pagi/sore Rp

untuk

2.000,00/2

Jam/c tang

1)

2) pertandingan Rp 10.000,00/2 _am

3) latihan siang hari Rp 1.000,00/° [ - ua/c .n_
masvarakat/instansi/umum untuk

1) latihan pagi/<c-c Rp 4 000 00/ Jam/os 0z
2) pertandingan Rp 25.000.00/2 iam

3) tatihan siang noof Rp 2 000.,00/° Jam/o g
ck atletik

induk organi<asi olah -~aga untulb

1) latihan pagi/sore Rp 15.000,00/2 jam

2) pertandingan Rp 20.000,00/2 jam

3) latihan siang hari Rp 5.000,00/2 jam
sekolah/perguruan tinggi untuk :

1) latihan pagi/sore Rp 15,000,00/2 jam

2) pertandingan Rp 20.000,00/2 jam

3) latihan siang hari Rp 3.000.00/° jam
masvarakat/instansi/umum untuk

1) latihan pagi/sor= Rp 20,000 C0/7 [ 4

2) pertandingan Rp 30.000.00/2 v

3) latihan siang hari Rp  5.000.,00/7 jam
setiap kegiartan denaan

menggunakan lampu dikenakan

biaya tambahan po LS nnn nnt

setiap  pemakatan
menggunakan TARTANT
kan biayva tambahan

lapangan panahan

a)

1

9] )

induk organisasi olah rag
1) latihan pagi/sore p
2) pertandingan Rp
?) latihan :iang hari Rp

sebolah/pergzu maan tingy

1) latihan pazi/so: Rp
2) pertandingan Rp
3) latihan siang hari Rp

masyarakat/ o

1)y latihan p.o /sore Rp
2) pertandingan Rp
3) latihan siang hari Rp

dengan
dikena-~

a

un

1o <D 'An

RI\’ .00, 00/ Ll Es!

untuk

P D b

‘n

consi/umum antuk

.000,00/2jam/oranz
L000.,00/25am/orang
nNo.,00/2jam/orang
uk

000,00/ 2 am/orng
LO00.,006/ 2w/ 0
LODO, 00/ 2 im0
oo, "0, "] _
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(1

Taman Marga Satwa Ragunan
Paragraf 1
Jenis Pelavanan dan Kewajiban
Pasal 99
(1) Pelayanan Taman Margasatwa Ragunan terdiri dari

a. tempat rekreasi Taman Marga Satwa Ragunan;
b. pemakaian fasilitas/sarana Taman Marga Satwa Ragunan.

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelavanan
Taman Marga Satwa ragunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagai

mana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

{3) Untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan Taman Marga Satwa
Ragunan sebagaimana dimaksud pada ayat {(2) pasal ini,
pribadi atau badan harus mengajukan permohonan Kepada rn
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

Pasal 100

(1) Pelayanan Taman Marga Satwa Ragunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 99 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.

{2) Atas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1)
huruf a, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

(3) Atas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 {
huruf b, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi
Pemakaian Kekavaan Daerah.

Pasal 101

{1) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pe
bagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a.

(2) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang
pribadi atauw badan yang menggunakan/menikmati pelayanan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b.

(3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
pasal ini adalah Wajib Retribusi.

S
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Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 102

(1) Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga T
Marga Satwa Ragunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 o
(2) diukur berdasarkan jumlah frekwensi masuk. jum'lah or.-o
dan jenis kendaraan.

(2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian ¥ekayvaan Daeral schagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 avat (3) diukur berdasarkan frekwen-
si pemakaian, jam, hari, jenis pelayanan dan jumlah orang.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Ta.if

Pasal 103

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tempat rekreasi  Jan
olahraga serta fasilitas/sarana Taman Marga Satwa Ragunan seb:
mana dimaksud dalam Pasal 100 adalah dengan memperhatikan
investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biava penvusutan,
asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rvutin/peridil’ vinzg -
kaitan langsung dengan penvediaan jasa untuk memperolel Zeunt n_
vang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima olzh
usaha swasta sejenis serta beroperssi secarva cofision denzan o
tasi pada harga pasar.

o e
‘_\\
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iy

N e

o

e

1

Pasal 104

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelavanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 adalah sebagai berikut:

a. pelayanan masuk tempat rekreasi Taman Marga Satwa Ragunan

1. dewasa Rp. 3.000,00/0rang
2. anak-anak Rp. 2.000,00/0orang
3. rombongan pelajar/mahasiswa/panti sosial minimum 390 « ~an_

dikenakan tarif 7% ™ dari tarif yang berlaku

4. juru forto Ep., ! 0.000 207 | an

1

. pemakaian fasilitas Taman Marga Sarwa § 2 nan
1. pemakailan tempat penitipan kendaraan
a) mobil Rp. Z.000,20/N.

b) bus/truk

oal
o
i
i
-
D
g
e



¢) sepeda motor Rp. 2. /ha
d) sepeda Rp. 1 /h
2. pemakaian i amoan Marg  Saty oo oo
a) kuda tunggang .3 rang/scotali kelilla.
b) unta tunggang . 3.000,00/0rang/ Lot iag
<) gajah tunggang Rp. 2 chkall 0 _
d) taman satwa - nta, Do, t 7 ‘
) panggung Tpoooon N
f) gedung informa:: R .
g) sound sistem Rp. °F
h) pemutaran film D, 100.000,00/judde’
i) penyediaan satwa jinak untuk
berfoto Rp. 1.500,00/for.
) peturasan 300, o
k) pemakaian lokasi/tempat
1) untuk berdagang
(a}) hari Minggu/Besar g e
{b) hari biasa . K - .
2) untuk shooting
{a) film cerit. N . "
(b) film iklan Rp.*.°® .000,00.]
{c) film video dokumentasi Rp. 7 L00/har
(d) film video keluargsa Rp. 250

Bagian Keenam
Kebersihan Lingkungan

Paragraf

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

(1) Pelnyanan kebersihan '’'ngkunzar tordiri i

G. pongangkutan sampah perumal Juamah ti a.
b. pengangkutan sampah toko nisny
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o

angrut

d. peng mo osampal Jo
ltaboratorium;

. anglbutan oo

f. penyedis lokasi n,

g. lokasi po

(LIPAB):
h. penvedotan kakus/tangki
1. pem: toilet bher

Setiap orang pribadi atau
memerlukan pelayvanan

septikbte:

a

vangan/pengolahar

dimaksud pada ayat :
sesuai dengan peratur perung -
memennhi wajiban caiman. i
ini.
Untuk  mendapatkan pe’ nan
avat ) pasa’
1 1 1 1N .
tuniuk
1 T " 1
gt 3
& 1
Pelcyanan kebersihan ebaszn !
{1} adals Cang dik. 2
Atas pelavanan amana  dimak
huruf s b, ¢, d, ¢ an dipungut
g nama Retribus! Persampahon/Ket
Atas pelayanan sebagaiman
huruf  h, dipungut - i T "
nyedotan Kakus
Atas pel tnan coehagy !
huruf 1, ungut Retribuwi T,.4 77
Pemak Ke¥Xavaan Dao
l -
L Re: Per » 17
atau Badan yang e t,
datam Pasal 105 avatr (') T
Subyek Retr Pao o - . ’
Padan yang menih v Lorang o
Pasal N yeor (" !
fubyol Retribusi Pemakai.on IR
di atau BRadan yﬂng covenakan/me i
sud dalam al 105 . yat (1) huref
Suby Retribusi sebagima dimatsud pa

(3) pasal ini adalah Wa) 5 D oty e
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Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 108

Tingkat penggunaan jasa persampahan/kKebersihan ~ehagal
dimaksud dalam Pasal 106 ayvat (2) diukur Dberda ’
bangunan, volume sampah dan Jjangka waktu pelaran. .

i
i
—

Tingkat penggunaan jasa penyedotan kakus sebagaimana mnak:
dalam Pasal 106 ayat (3) diukur berdasarkan volume penyvedotan.

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah fasilitr
kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayvat ()
diuvkur berdasarkan jumlah toilet dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 109
Prinsip dan sasaran penetapan tarif rotr i pol R o
kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ay V2
adalah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, Dlay
1

pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biava pemu-n.ih
an/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pombu ng
an akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampu mas:
kat serta aspek keadilan.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penyedciun .
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) adalah dengan
memperhatikan biayva penyedotan, biaya _[cmbuangan, biaya -
adaan dan perawatan, biava rutin/periodik yang berkaitan lang-
sung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang
dukung penvediaan jasa untuk memperoleh keuntungan vang layak
sebagaimana keuntungan yvang pantas diterima oleh pengusaha
swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan LT
si pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekaya-
an Daerah fasilitas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya investas’
biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan., biaya asur .
biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan n
jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan |
bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak -ebag °
mana keuntungan yang pantas diterima oleh pengus

sejenis serta beroperasi secara efisien dengan e v 1

harga pasar.

N



Pasal 11C

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 adalah sebagai berikut:

a. pengangkutan sampah perumahan/rumah tinggal

1. luas bangunan s.d. 70 M2 Rp. 1.5300.00/bulan
2, luas bangunan T1 M2 .4, 150 M2 Rp. 3.060,00/bulan
3. luas bangunan 131 M2 =.d. 250 M2 Rp. 4.5300.00/bu’

4. luas bangunan 251 M2 s.d. 300 M2 Rp. 6.000,00/bulan
5. luas bangunan 301 M2 ¥eatas Rp.10.000,00/bulan

b. pengangkutan sampah toko,warung makan;
apotik, bengkel, bioskop, tempat hibu-
ran lainya, penjahit/konpeksi, salon,
barbershop, panti pijat boia sodok,
binatu dan lain - lain,

1. kecil (volume sampah sampai dengan

6,50 M3/bulan) Rp. 2.000.00/bulan
2. sedang (vol. sampah 0.31 M3 <.d

0,75 M3/bulan) Rp. ~.500,00/buldan
3. besar (volume sampah 0.76 M3 s.d.

1 M3 /bulan) Rp.10.000.00/bulan
4, Pengangkutan sampah melebihi 1

M3/bulan dikenakan biaya Rp. 10.000,00/M3/bulan

¢. pengangkutan sampah minimum 2.5 M3 dari

lokasi Industri, Pusat Pertokoan /
Plaza, Perkantoran, Pasar Swalayan,
Motel, Hotel, Penginapan, Taman Hiburan
/ Rekreasi, Rumah Makan / Restoran,
Perbengkelan dll. Rp.17.800.,00 7

d. pengangkutan sampah Rumah Sakit,
Poliklinik, dan Laboratorium
minimum 1,00 m3/bulan. Rp.

—
o

L.000,00/butan

¢. pengangkutan sampah dari lokasi
pedagang kaki lima Rp. 5.000,00/M3

f. penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan
Akhir Sampah (LPA) yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah. Rp. 5.000,00/M3

penvediaan Lokasi Instalasi Pengolahan Air
Buangan/Tinja (LIPAB). Rp. 3.000,00/M32

0a

h. penyedotan kakus/tangki septikteng
minimum 2 M3 Rp. 20.0060,00/M3

i. pemakaian toilet berjalan Rp.325.000,0¢/ t/h



Bagian Ketujuh
Pemakaman Umum
Paragraf 1
Jenis Pelayvanan dan Kewajiban

Pasal 111

(1) Pelayanan pemakaman umum terdiri dari :

(1)

a. pemakaian tempat pemakaman;
b. pemakaian peralatan perawatan jenazah;
c. pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya.

Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pela

pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

harus memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan peraturan
1 A |

perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi . PERA
bagaimana diatur dalam Peraturan Daerah in'.

Untuk mendapatkan pelayanan

dimaksud pada ayat (2) pasa! ini, or poil : _
jukan permohonan secara tertulis Lkepada ©Gubg Kep

Daerah atau pejabat yvang ditunjuk.

Paragraf 2
Obvek, Golongan., Nama dan Subyek
Pasal 112

Pelavanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat
adalah obyek yang dikenakan retribusi.

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat
huruf a dipungut Retribusi Jasa Umum dengan Retribusi
Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam al 111 e
huruf b dan ¢ dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Pasal 113

Subyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan J=2 ah
adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau
nikmati pelayanan sehagaimana dimaksud dalam Pa L0 IR B
(1) huruf

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah T
pribadi atau badan yang menggunakan atau menikme pelayanca
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (!) huruf b dan

Subvek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
pasal ini adalah Wajib Retribusi.

AQN
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Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 114

(1) Tingkat penggunaan jasa pemakaman dan pengabuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 avat (2) !

dasarkan klasifikasi blok tempat pemakaman dan jangka waktu
sewa tempat pemakaman.

{2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebaga’

(1)

dimaksud dalam Pasal 12 avat (3) ukur berdasarkan | -k
tempuh, waktu dan jumlah pemakaian.,

1

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Desarny T
Pasal 1135

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Jjasa pemakaman
dan pengabuan jenazah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya -
si, biaya perawatan jenazah, biaya penguburan, biaya pem-
bakaran/pengabuan, biaya operasional dan pemeliharaan, hLe
puan masyarakat serta aspek keadilan.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian ro-
kayaan Daerah sebagaimana dimalksud dalam Pasal '
adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pe ,
pemeliharaan, biaya penyusutan, biava asuransi, ’
periodik yang Dberkaitan langsung Tong. oy Alann ]
biaya administrasi umum mendukuns p an .
pinjaman untuk memperoleh keuntungan lavak
kKeuntungan yang pantas ima oleh pe ta
serta Dberoperasi secara efisien dengan orientasi pac
pasar.

o

tar

—

Pasal 116

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayvana:
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 adalah sebagai berikut

a. pemakaian tempat pemakaman.

1.

-~

sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 tahun adalah
a) blok AA A.I Rp. 100.000.

b) blok A ATI Rp.

c) blok ' AT Rp. 60.000,00

d) blok A.TI Rp. 40.000,00

¢) blok ATIII Rp. 20.000.00

f) blok ATV Rp. 10.000,00

g) blok ALV Rp. 6.000,00

h) blok A.VI Rp.

i) blok A.VIT Rp. n.n"



(1)
(2)

(1)

2 tanah makam -~ mponga h
cnn, o dari bBosaon: N AR E -

.oufa pasal ini.

3. perpanjangan sewa tanah makam adalah

o
N

a) tiga tahun pertama 350 “ (lima puluh persen) dar.
nya retribusi blok tanah makam yang bersangkutan:

b) tiga tahun kedua dan seterusnya 100 % (seratus pev-on
dari besarnya retribusi blok tanah makam vang bersanzhur-
an;

¢) perpanjangan sewa tanah makam sebagzaimana dimak-
huruf a dan b, angka 3 pasal ini diajukan palting
{tiga) tahun setelah sewa tanah makam berakhir dan
tidak diperpanjang setelah lewat jancka walktu 0
tahun dapat digunakan untuk pemakaman u! e

pemakaian peralatan perawatan jenazah Ry 72,000 00700

v

pemakaian kendaraan jenazah dan 7.7 ‘nekupanny

1) untuk dalam kota Pp. S0.000,00/<ct 01 pak
2) untuk luar kota Rp. 1.SOO. 00/ -y 0

Bagian Kedelapan
Perumahan
Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Pasal 117

Rl

Pelayanan perumahan adalah pemakaian vumah usuon w02 b

Setiap orang pribadi atau badan yang memertulan pe’
perumahan sebagaimana dimaksud pada avat (1) pi.al A
memenuhi persyaratan sessuail dengzan peratan o o
undangan yang herlaku dan memenuhi Toowa T o

diatur dalam Peraturan Daer. h "«

Untuk mendapatkaor e o oo o,

{2} wpasal ini, or.ny pribad’ T .
permohonan secara tertulis  Fopada CuTie oo o b

atan pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Obyek, Golongan, Nama dan Subyek
Pasal 118

Pelavanan perumahan sebagaimana dimaksud dal = 14
ayat (1) adalah obyck vang dikenakan ~or.oi!

e s



Atas
dipungut Retribusi
an Xekayvaan Daerah.

pelayanan sebazaimana dimakend
Jasa

Usaha denz:

{1) Subyvek Retribusi wabai Nelr. T !
pribadi atau badan  monozanal on 4
sebagaimana dimaksud da'.= Dagal (e ar ..t 1

(2) Subrek Reiribusi - sbaza wmana 4 ma’ -ud pad o e {
in: adalah Wajib Retr bu<i,

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa
Pasal 120
Tingkat penggunaan jasa pemakaian kelavaan T -s3h
dimaksud dalam Pasal 118 diuku~ bevdasarban Tov .

waktu pemakaian.

Paragraft 3

Prinsin Pene

Prinsip dan sasaran penetapan tarif
Daerah fasilitas perumahan tebagaimana
ayat (2) adalah dengan memperhatikan
watan/pemeliharaan, biaya penyusutan,
rutin/periodik yang berkaitan langsung

biaya administrasi umum Yang mendukung
pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang
tungan ang pantas diterima oleh pengusaha

A
beroperasi

secara efisien dengun orientasi pada havga pooar
Fasal 127

Struktur dan Dbesarnyva tar’% rer-ibued L
dimalsud dalam Pasal 117 =3vqr Y adatan oo
. pemakvian rumah susun <elorh o~ T f R

21 ¢

1. lantai T ’

2. lantal TI . -

3. lantai TI1 T T

1, lantai IAY Ry 52

5 lantai v Rp N ‘

6. lantai dasar untuk usahea Ep TLoanne o

tapa: St-uaktur 4o

retribusi  pe

hig

pada o

n nama T

dimaksud
WA inves poas
Flava sy
denzan
penyediaan

layak sebagaims

s
poeayedioan
j A58 .
a
swasta e, ont

et

o
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d.

pemakaian

pemakaian

1)

pemakaian rumah susun sodehan:,

1)

OV AN L3 1)

Tumah

lantai
tantai
lantai
lantai
lantali v
lantai dasar

T
IT1
A

-

rumah
Type 19

v, lantai H
b, lant-i T
lantai T171
lantai v
e, lantai dasar

a. lantai 1
b. lantai 11
¢. lantai III
d. lantai v
e. lantai dasar

Type 18

a. lantai 1

b, lantai 11

¢. lantail I711

d. lantai v

¢. lantal dasar
Type 21

a. ianta’ I

h. lantail 11

«. lantai 171

d, lantai v

lantai dasar

LI

susun o

untuk

sSusun

Rp. 1

usaha Ry

i1 T

-

- 1
HEEN

~edoerhana
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Ketatakotaan OJ&W\ Fengawmm Pemhawgynm Koﬁ\

Paragr.f °
Jenis Tolayanan dan Tewajiboo

Pasal 122
Jan fehqamfw PQMBMjun(U\ lota
{1) Pﬁlu\ﬁnﬂﬂ k atn otaanrncxdiA1 dari .
a. Pelayaman Wetatakotaan adalah

Al cencetakan peta { s o bolatakotaan: .

Z72)pengukuran situasi tans b

Z3JKe' srangan Rencana Hot. (LPK)
ﬂﬁjRencana Tata Letak Bangunan (RTLD).
z;jpematokﬁn untul penecapan rencan ot

AE)survey dan perencanaan trace jalur-jatan, ot
saluran atau utilitas:

g?jpenataan perpetakan pada jalur jalan utama J.n jal .
sekunder;

/%) persetujuan prinsip penyesuaan rencin.g poo.oatuko tan
1

AY) persetujuan prinsip penvesuainn Koefivley “apnta® P op n
(KLB) dan Ketingg an Bonsunan:

LW Persetujuan Prinsip Pembewasan Tokasi/Tahar 707 .

;u) zin Pcnun U}AA Pou oo v oin TuA L OTTTT

¢ b. Pelayanan pengawasan Pembangunan Kota adalah :
1) Pengawasan pembangunan;
2) Pengawasan bangunan tambahan;
3) Pengawasan bangunan.

d3a 1 e m 5 1Y far Dhaerah 1

Giatur dalam Peraturan Daerah in.. | pengiuien Mmgm\m kﬂf‘
3) Untuk mendapatkan pelavanan }otatlakot: tcml' R T

pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badarn Hi::

ajukan permohonan secara tertulis kepady  Tubor u v

Dacrah atau pejabat yang ditunjuk.



Paragraf® 2

Obyek, Golongan, Nama, Subyek

Pasal 24
Bam pengammgun pembau juman otn
(1) Pelayanan ketatakotaan'sebagaimana dimaksud daam " o= oo
ayat (1) . adalah obyek vang dikenakan retribu~i.

{2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasai *>2 o .
huruf a,dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retri-e:
Penggantian Biaya Cetak Peta.

AT

(3) Atas pelayanan sebagaimana dimak.ud dalam DPasa’ 123 avar ¢
huruf, b—s—rdd dipungut retribusi Retribusi Peririnan Tortenta
deng%? nama Retribusi Tzin Mendirikan Bangunan.

2 mgla 3] ol g) Bum huruf b

(4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayvat !

huru? F—&an—k dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan

nama/ Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

7 3 ) &M U Pasal 125

(1) Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmat  pelavanan

~

sebagaimana dimaksud dalam TPasal 123 avat {1) huruf megkm 1.

(2) Subyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam rangka i7in
mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang
gunakan atau menikmati pelayvanan sebagaimana dimaksud
Pasal 123 ayat (1) huruf »—sampri—densan—t.

La wgln 3 s.d 3) den huruf b

{3) Subyek Retribusi Izin Peruntukan Tanah adalah orang pr. "
atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan so° oo
mana dimaksud pada pasal 123 avat (1) huruf ~&dank.

LA amgha to) Bun 1),

(4) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat {(1). (2) dan
{3) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

knl

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 126

-

{1) Tingkat pengzunaan jasa penggantian biavea i o
dimaksud dalam Pasal 124 avatr (2) “diukur . '
ukuran dan jumlah peta.

(2) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan serta 1zin —
peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
124 ayat (3) dan (4), untuk pelayanan ketatakotaan diukur ber-
dasarkan luas tanah, klasifikasi jalan dan jenis peruntukan serta
untuk pelayanan pengawasan pembangunan kota diukur berda-
sarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan dan
panjang, luas saluran penghantar dari bangunan-bangunan.




Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnva Tarif
Pasal 127

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi peng
biaya cetak peta sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 12
(2) adalah dengan memperhatikan biayva investa , biaya ootk
peta, biaya survei, Dbiaya pengukuran/pematokan dan
masyarakat serta aspek keadilan.

(2) Prinsip Penetapan tarif retribusi oin end” oo B
serta izin peruntukan pea__ ot o0 tanal oo L
dalam Pasal 124 ayat (3) &an—t) deng e opoocoh
biaya survey, biaya pengukuran dan an S P -
tasi, biaya pengecekan, biay tran, 3 J
sip pembebasan lahan dan lokasi, biave poembe: isan o, o

an tanah, biaya Xketerangan rencans kota,
letak bangunan, biaya penataan perpetakan, biava pe
koefisien dasar bangunan, luas bangunan, ketinggian bang:

VO (KDBs KLB dan KTB)- é‘:‘ﬂ‘:ﬂ" m:““"ai""‘fx.i’.{l'mn Ao ol TranaA -,

f? (3) Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) adalah
dengan memperhatikan biaya pengecekan, biaya pengukuran,
biaya pemetaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan

dan pengendalian dan biaya pengadaan tanda pengawasan.
4. penccrakan peta tematis “etatakotaan;

ana  dl-

1. skala 1 : 1.000 minimal dengan ukuran 20 c¢m x 237

fTolio) dikenakan retribusi Rp. 1.000,00 / !-mhs

Untuk peta/gambar vang lebih deng uRur
kelipatan kertas folio-

1o

skala 1 : 5.000 dengan ukuran 20 cm x 35 Tken n
busi Rp. 15.000,00 / lembar.

3. peta situasi terukur tanah vyang Tah  dit o7
dengan satu tahun, atas permintaan pemohon . =_
dicetak ulang dengan dikenakan pengzantian 17 .
peta situasi menurut huruf a angka ! 2 pa- !
ditambah biaya legalisasi sar 10~ dari tarif p.opo
tersebut pada huruf b pasal ini sesuai luasnva;

+. peta situasi terukur tanah yang t-olah tes Ton
dari satu tahun, atas permintaan pemohon yang sama
dicetak ulang dengan dikenakan biava penggantian k
peta situasi menurut huruf a angka 1 dan 2 pasa't ’
ditambah Liaya legalisasi 25 ™ dari ta.'f pe

menurut huruf b pasal ini sesuai 'uasnya;

tn

peta situasi terukus tanah vang telah 2
lima tahun, harus diproses dengan dikenaran
dari tarif pengukuran menurut huruf b pasal ini.



c.

pengukuran situasi tanah

[

to

(9%

8.

10.

luas sampai dengan 100 m2 Rp. , 00
luas lebih dari 100 s.d. 200 m2 Rp. 40.000.,00
luas lebih dari 200 s.d. 300 m2 Rp. §50.000,00
luas lebih dari 300 s.d. 400 m2 Rp. 60.000,00

luas lebih dari 400 s.d. 500 m2

Rp. 70.000,00

luas lebih dari 500 s.d. 1.000 m2 Rp.100.000,00

luas lebih dari 1.000 m2, dikenakan
retribusi sebesar Rp. 100.000,00 di-
tambah setiap kelebihan kelipatan

luas sampai dengan 1.000 m2 dikenakan Rp.150.000,00

pengukuran waterpass

pengukuran counter/garis tinggi
dengan interval beda tinggi maxi-
mum 0,5 meter, tiap 100 m2 di-

kenakan Rp. 30.000,00

pengukuran opname jalan, saluran
jembatan dan jaringan utilitas

dikenakan retribusi setiap m2 Rp. 100,00

keterangan rencana kota:

1.

untuk setiap Jjenis peruntukan tanah rinci

Rp.300.000,00/km panj

dikenak

tarif sebagaimana tercantum dalam Tabel I Peraturan
Daerah ini.
TABEL I : TARIF RETRIBUSI KETERANGAN RENCANA KOTA
No, Jenis L.uas Tarif ; Ke® Luo~ ;
Peruntukan Tanah Kolom () |
Tanah Rinci (m2) Berlaku T |
1 2 3 4 : |
1. wisma sangat ;
kecil (wsk) < 60|Rp2.000,00 per unit ’
2. wisma kecil 60 s.d ’
{wkc) < 200 |Rp5.000,00 per unit hunian
3. wisma sedang 200 s.d |
(wsd) < 400 Rp10.000,00] per unit hunian
4. wisma besar 400 s.d l
(wbs) < 500 Rpl10.000,00] kelipatan h '
dari 300 m2 :
i

\



t.
[}

2 3 4 | 3
- . |
s wisma susun : 2.000 'RDIO.OOG,OO' Ke™ "0 0 an
(wsn) | : Tar” 2 non
' i
wisma flat _< mon {Rp‘ﬂ ann ot e Tt e
(wfl) : : RS
wisma susun 1.000 RP}S.WOG.OF' P o
taman (wst) : dari 1 000
wisma kantor _< 100 RpB0.000,00' Relipartan
{(wkt) dari 1006 -~
9. wisma dagang _< 100 Rp20.000,00] kelipatan j o -
(wdg) dar ! 100w
wisma taman _> 500 Rp1S.000 OQ‘ o
(wim) ' ‘ R
karya pemerin~€ 1.000 Rp20.000,00] kelipor n
tahan (kpm) | dar” 1.000
karya perwaki—! 300 FrBC.ﬂO0.00E olipaTton
lan negara i | Tar o0
asing {kpa) .
!
karya kantor/ _< 100 [Rpi0.000. 00
jrsa (kkt) ' ;
karya perdaga~ _< 100 RPSG.OOO,OO‘ ol
ngan (kpd) far’ [ARS I
karya industri] 1.000 Rp4G.000,001 -1 pno .
{(kin) dart ot .o0nn 0

fa—

. 000 :Rp40.000:OO velipatin o

gar  1.000 @m0

kKaryva perguda-
ngan (kpg)

[yny

.000 Rp30.000,0

D

Karya umum kelipatan

taman (kut)

dar ™ 1. nonn B

marga jalan
(mjl)

t
{
o
|
!
]
marga jalan - :Rp 8 ﬂﬂ;
Kereta api
(mjt) | ’
T ! i |
suka parkir : 2.000 :ﬁl T0nn “75
(spk) banguna:, | |
i
suka termina! ; Toonn I“_"' hon ““:
taman (stn) | | ' SRS CRA
suka pendid:- : 2. 500 :“p1r ann oot )
kan (spd) | : ToTar -
t t '




1 ] ﬂl l Ed ‘ -
i [ I 3
! i t
. {
23. suka sosiatl ; - :Rp Y FC{ -
ibadah (ssi)
| l !
: = ~ r\'\‘
23, ! suka sosial ' 200 zﬁp = nnn z tel N
kesehavan (ssh | , REAS
25, suka sosial 400 {Rﬁ i Oﬂﬂ.?ﬂt ' . .
budava (ssbi ; , " :
s - 1- T - e ,.i ' {n AW ala) /‘" 1
‘,G. | Suké pelay 1.7y o Ve & ,
waum (spu) ' .
1
27 suka rekreas: *.000 Rp-"5.000,00 %0 :
olahraga (s10) A4 1,000
28. penyempurna 1.000 RplO.OOO,OOt leltipatan
fas. umum{pfu) dari *.000 .0
29, penyempurna 1.000 Rp10.000,00 kelipatos o 7
hijau rekrea- dar’ 1.560 7
si/olah raga
(phr)
30. penyempurna Rp 0,00
hijau taman
(pht) '
31. penyvempurna Rp 0,00%
hijau makam i
{(phm) i
b \'
32 penyempurna - ™ @(!
hijau umum |
(phu)
33 penyempurna Rp 0,00
saluran air/
waduk (psw)
34. |penvempurna - Rp 0,00
tegangan Ting-
[ gi (ptt) |
untuk permohonan ulang Feterangan ronoan. L T !
diterbitkan kurang atau sampai dengan satu ©.hon
mintaan pemohon yang <ama, dik.nakan rotc T Than e L
dari tarif tersebut pada Tabel T -osuai  Jdoo_an . ) .
untukannya tanpa penguxur ono b Tonangarn:
.

untuk permohonarn vior o o Notorang.t Toro b

T

Ytkan 'obih darci oo v tahuo sampn’ o
permintaan pemohon yang -ama; arnoo

Ss ™ dari tayf oo tut o7 TN
dengan jenis peran’ SRY. T o s

/.

(%%



(2}

L}

untuk permchonan
Jiterbitkan lebih °
mana permohonan

3 !
parkir {Spk) dalawm “eatul bangunan  J..o_c '
bangunan yang direoca . kan  sampil Ten_on "00

-

kan retritusi Rp 20.000,0

ete tan, o o
oo tahun Raocue

! Tilten~akan

100 ™ <esuail dengo T te obut o pa' T
sesuail dengan jenis | reo
Untuk  permohonan vlan
angka 2, 3 dan 4 paso’ i
perubaban  pada <aar S0 -
wota  terdahuly, maka  dlkonaw
sesvai rencana kota >.ang baru
“d. rencana tata ‘etak largnnan
untulk jenis pe_untulr ot b s W
perdaganzan (Wdg), Forao Xant /] VLot
an (Kpd): Karya indu~r -7 ({F'ny s
Rarya umum taman (RNu = !
dlrencanckan SamDe _ roon
Roo i0.00n o0
apabilt e Tuse lanc.i L szuncn yonl o 1. on
OO0 m2, mat. bher'ak oo T rven Ty v ‘ N
100 m2;
untuk jenis peruntulan tanah rinoy iy
kecil/Deret (Wsk/D), Wisma kecil/Der.r WL /Ty
sodang/Deret (Wsd/D), Wisna susun  (We: W
(Wfl), Wisma taman (Wtm), Wisma susun famaos (e )

co.

apab’la luas lantai " ngusan ong 7 : ’
100 m2, maka berlakuy tarifl -ory hyst 0
100 2.

e ceruntu’
3 . LU ! '

St {Sin), T
o L3 enz.

[RET i Jo o 1006
ap .. Tuas Tant o _
oo ° a0 bho s Taku !
00 o m2.
untal Jenis pervuntt ' o Deny ¢
Penyempurna hijau .o
bangunan yang di ono ol -
retribusi sebessar ¥, 7 °07 L 00
apabila luas lanta!l
00 m2, maks herlak
0O w2y

I}
. oo
~ k! * -\'7 -




~od d NS ! o Timats )

L~

. cetak ulang rencana © 1 Toac % sy 5
. i ;T
L

LoInt

Tntul otata Yetak haro - noccorlep e e

dengan memperhat 7o

rrn/oonem v

bidang rtangun-bangurn 1 .Y sebagal booir oo

&) Jalur jalam utamo T TP 250.000,00/m2
D) Jalur jalan utama 77T Ep. 225.000,00/m2
c) Jalur jalan utama I7I7T Rp. 200.000,00/m?2
d) Jalur jalan skunde~ I Rp. 125.000,00/m?>
e) Jalur jalan skuncdoer T1 BRp. 100.000.00/m>2
f) Jalur jalan skunder 177 Tp, TELD00,00/02
g) Jalur jalan skunder TV Rp 50.000,00/m>

pematokan untuk penerapan -“cncana Yot

L. untuk jenis peruatukan .~k 100 vy W

dikenakan retribusi Rp, = non

2. ountuk Jenis peruntutar tapah rie
kan retribues? Rp, 10,000,900/ untt 0 o

3. untuk jenis pernatito tapan _
dikenakan -etribusi Ry 20,000,007 . /% . '

Soountuk jenis peruntulun tanth  rtined  Wiama e war (W o
luas tanahnya sampai dengan 500 m2 dikenakan oo
sebesar Rp. 30.000,00 /unit/kaveling/petak,
apabila luas tanahnya lebih dari 500 m2 berlaku tarif retrl-
busi sebesar kelipatan penuh dari 3500 m?2 :

S. untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma taman (Wtm) |

Wisma susun taman (Wst) vang luas tanahnya sampa. Tom
1.000 m2 dikenakan retribusi sebesar Rp 30 000,00 7
kaveling/petak.

1

apabila luas tanahnya lebih dari 1.000 22> 1 .11,
retribusi sebesar Lelipatan penuh dar’ 1.999 o

6. untuk jenis pervuntukan tanah  Tncc Wi v
Wisma flat vang luas tanahnye amp © e o nen 0
Tetribusi sebesar Bp 20 000 .00
apabila 'uas tanahnys v »0w RS RN
sebesar Lolipatan _snuh 3, F 200 2, dan R
bangunannya lebih day i Jum'ab Ke'ipatan por

berst tu o 0mif retribus’ webegar Bpo 20,000 A0

untux jenis peruntukan tanach rinci Wisma ¥ -+ - - e
perdagangan {(Wdg), Xarya pemcerintahan (Npw), v o -0

an negara asing (Kpa). RKarr. Lantor /-0 (KL K.
perdagangan (Kpd), yang luas tanahnya sampai dergon 200 N

dikenakan retribusi sebesar Rp. 40.000,00,



)

[y
[y

apabila luas tanahnyv- lebilh T,
sebesar kelipatan penuvh ozl 200 w2 O .

bangunannya lebibh b o - Tops oo T8 T
malkeo he 0 Las ™7 ' b .
Danzunan;

atul. gonTe o pocuntat oo o X
dangan (Kpgz), voin_ T S .
dikenakan o lribus’ . ononnnonr

apabil . luas tanahn, DLl T T o nnn an '

busi sebes: Lelipatasy  ,.nuh 4. -1 ' 000
jumlah uni: bangunannyva lebih  besarv L.,
penuh  tanahnya, maka berlaku tarif r.ot-ih
Rp. 80.000.,00/ unit bangunan;
untuk jenis peruntukan tanah i 1ITYA uUmum taman
dan Karva perdagangan taman (Kpt)
dengan 2.500 m2 dikenakan retribusi sebesn s Fp, 00 400
apabila luas tanahnya lebih dari 2,500
busi schesar keliratan LJonuh dari 2

uas ‘~nahnva <

AIANNE I
jumlah unit bangunannyva lebih bhe<s. = dar’ Jumtah TS
penuh tanahnya, matb Boctate tr '
Rp. 100.000,00/ unit bhanzuna .
uyntuk jenis peruntut. . tanah CInco’ Soka oo
bentuk bangunan, yvang i1uas tanahnye ~ oo, o - Lo
dikenalkan retribusi ~obe<ar R 70 000 07
apabila luas tanahny. Teb Ik ¢ 7 1 07~ 370 -4
~" sebesar lelipatan penuh dari 1,000 m2. ° SURT
unit bangunannya lebih besar  dari  jumbP ot :
tanahnya, maka berla«l tarif ret-"busi oo A
unit bangunang
untuk jenis peruntukan tanah rsincd o S0k oopoa7 R
Sunka sosial ibadah {531}, Suka Sosial oo horon 07
Suka sosial budaya {(“sb). rang  Tu tanihng C,- :
2,500 m2 diekanakan _octribus! cchesors Ry 20 000 00

apabila luas tanahnya lel “h dary 2700 47 T

busi sekesar kKelipatan penul  do-d RIVES (LA A
gumlah onit bangunannya I obhih Besa s oo ’
penuh tanahnva. maka  berlaku tar-""7 .0 T

Fp. 20.000.,00/unit “oangunan:

untuk jenis peruntulv i ot noio T o

yang lvasnya tan.hnya  camp i To il o7

riribusi sebesar Ry 10 CNG,00.

apablila luas tanahny oL T 00 w> 7 o

sebesar telipatan p.ubk dari 500 w2, Jdav p g
.

bangunannya lebih bevas dari Jumlah  helip - o0 poonuh
nyva, maka berlaku tarif retribusi sebesar
bangunan;




3. untuk Jjenis peruntukan tanah ri

1
{Sro), Yang luas tanahnya sampal dengan !.000 w2
retribusi sebesar Rp. 30.000,00.

2y

apabila luas tanahnya 'eblh dari 1.000 m2 dikenakan

ditenal.

si sebesar kelipatan penuh 1.000 m2, dan apab’™1n
unit bangunannya lebih besar dari jumlah Leclipatan

tanahnya, maka berlaku tarif retribus? bewnr Rp
unit bangunan;

2

4. untuk jenis peruntuk - n tanah -y
luasnya tfanahnya sam,; i denoon
sebesar Rp. 150.000.00.
apabila Tuas tanahoc . 1.2 "h a, = ane
' sebesar kelipatan penuh dari ¢ opnn =0

n
oo
)
>

.
ul

.

unit hangunannya ih by L . T
tanahnva, maka berlak: R T ‘ ! o
/unit bangunan;

L5, untuk Jenis peruntuy o h sinci oy oap )

umum - (Pfu},  Penyempurna hijau rvekreasi/o'ah o«

Penyempurna hijau taman (Pht), Penyempuina *
(Phm), Penyempurnaan hijau umum {(Phu), nyvempurna
waduk (Psw), Penyempurna tegangan tinggi (Dttt}

tanahnya sampai dengan 1.000 m?2 dikenakan »eor>"hys]
Rp. 20.000,00,.

apabila luas tanahnya lcbhih d.ori . 000 m2 a7 a2}
1

si sebesar Kelipatan penuh dari 1.000 m>

5. untuk permohonan matokan  jalur  Jalan !
okal/lingkungan), je'or .- "noan saluran
. Soutilitas { duoring svstem v
dan pematokan jalur jembhoioo : iy

sebesar Rp. 200,00/ /mct v denz o pon. o0 an
sebesar Rp. 130.000.00;

1. ur jezmbatan, Tt oo ngn, T ! '
Ro. 200.000,0C0/buah/ .
®. ¥husus untuk permohonan pematoban  densan e T
zton dikenakan punguran sebosar Rp. 60.000 S

3

falan, Jombootan

oy
[
o
§m

survey dan perencanadan trace  ja

atau utilitas.,

1. perencanaan trace jalvur [alan, dikenaban o1 oo
berikut .

a) lebar < 10 m Rp. 170 00/me

b) lebar 10 s.d. 20 = 1T ELOC me e

c) lebar 20 s.d. 30 m Rp. 200 P

d) lebar > 30 m Rp., 280 00 et
2. perencanaan trace jembatan/undep !

fly-over/pass sebes: A AL AR S



h.

TABEL II ¢

1. besarny

careetujuan p Ior L

-
-

ot
-3
r
“
—
.

uka

oo
[Ea T o'+ B TN oot

1 na kot ’ ! AR
harga tanah sesuvai 7 _an V0P oboT00 T
NJCP  ang T ? !
dikalikan 0 D T
iama ke peru o0 oo N IR s . .

Toraturan Daerah int,

PEXYESUATILY

L% v T
Fr-f“;.' T

INDEX (N) UNTUK DISPENSASI
TANAH RINCI.

PN

LR R RS SN

[ ] i
NG, Teruntukan Lawa JE 21 o1
1 fa -
L - ot
S S .
.- o ) . [ — R
i Karya Perkantoran/Wa. \ Ravzra 1aod. T
va rerdagangan (Kkt,) |
RKpd)
R !
2. Rarya Indu~trsi/Kary . Ravo, . T Lok R ’
., - rye L T, \ . RN L /
- 4% ,_-,Lul P S po- o [ N
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Pasal 123 huruf a angka 7), 8), 9) dan 11) Peraturan Dacrah ini
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u.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan vang
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk me
kukan pembayaran retribusi. termasuk pemungut

retribusi tertentu;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai da i pen
punan data obyek dan subyek rtetribusi.

retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan i
kepada Wajib Retribusi pengawasan penve RS

Surat Ketetapan Retribusi Daecrah vang
SKRD. adalah surat keputusan vang menent: .
si vang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah  Tamb
disingkat SKRD Tambahan urat kepuriu
kKan tambahan atas jumlah rertribusi yang telah

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan vang
disingkat SKRD Jabatan adalah surat Ketetapan
Daerah yang ditetapkan karena jabatan sebagai
tidak menyampaikan permohonan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bavar vang sele
disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan vang me
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumiah
retribusi lebih besar dar  pada retribusi Ut
tidak seharusnyva terutang:

Surat Tagihan Retribusi Daerah yvang P
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan i
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda:

Pemeriksaan adalah serangkaian ke Lan ]
pulkan, dan mengolah data Jdan lote

rangka pengawasan kKepatuhan J
berdasarkan peraturan perundang- an . i

Penyvidikan tindak pidana dibidang rvetribusi Ser
tindakan yang dilakukan oleh Penvidik Pegawai Nege

vang selanjutnya disebut Penvidik. untuk i
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat Linda
pidana di bidang retribusi Daerah vang terjadi serta menemuk
tersangkanya.

BaB 11
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Golongan dan jenis vrectvibusi dalam Peratur r

adalah:

a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari
1. Retribusi Pelavanan RKesehatan:
2. Retribusi Pelayanan Persampahan,/wel . |
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(1) Pelayanan-pengawasan pembangunan kota sebagaimapas—dimaksud 12
Pasal 131 ayat (1) adalah obvek retribusi.

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, di.ungu

Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Me d'ril
Bangunan.

Pasal 133
(1) Subyek Retribusi Izin Mend‘rikan Bangunan (IMP) adal orang -

atau badan yang menggunakan atau menikmati pe .
dimaksud dalam Pasal 131 avat (1)

[

(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada .~ *
Wal!ib Retribusi.
Paragraf

¢ Menguku 7T
Penggun n Ja-a

P sal 34
Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksur
dalam Pasal 132 diukur be asarkan Kkelompok bangunan, jenis bangunan.
koefisien dasar bangunan koefisien luas bangunan dan koefisien ko
tinggian bangunan.

Paragraf 4

P nsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 135

Prinsip an sasaran penetapan tarif retribusi Izin endirikan T .
sebaga mnana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) adalah dengan memp.
biay pengecekan, biava pengukuran, biaya pemetaan, b1 ‘ .
3
Pasal 136 13] NG Wa Lin

[ ?emhwquﬁuﬂk”“
Struktur dan besarnya tarif retribusi teshsdap pelayanan ' ’

dimaksud dalam Pasal 131 adalah sebagai berikut
L123 wgat () huruf b

a. pelayanan pengawasan pembangunan.

1) untuk bangunan rumah tinggal dikenakan retribusi Pengawa-
Pembangunan berdasarkan luas bangunan dikalikan dengan  Tharz
satuan retribusi permeter persegi, sebagaimana tercanc i

Tabel I Peraturan Daerah ini.
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TABEL T :

! Luas Bangunan

Jenis Bangunan i - -

0<LB<100m2 100m2<1B<200m2| "B -

! 2 ?

perumahan kecil Rp400,00/m2 Rp 2. ,00/min i Rp T

a. rumah kecil

b. rumah sederhana
¢ .Wkc (T/D)

perumahan sedang Rp3.000,00/m2{Rp 2.000,00/m2|Rpf . 000
a. rumah sedang

b. wisma s.d.2 It.
c. Wsd (T/D)

d. Wtm dengan KDB

5% o~ 020 7 3

-

perumahan besar Rp5.000,00/m2{Rp 5.000,00/m2
- Wbs
Rumah susun se¢der- Rp 00/ w2

hana (RSS) :

2) untuk bangunan ial usaha atau bangu Fo
dikenakan retribusi pengawasan A
bangunan dikalikan an har : D
segi sebagaimana torcantuwn dalam J
TABEL I1I

No. Kelompok Bangunan Jenis Bangunan - f
1 2 3 !
1 bangunan scsial ) tempat ibadah Rp. 0.00/
b) bukan tempat
ibadah Rp. 2.

2. bangunan usaha

o
S

perdagangan,

1 -




1 2 3
2) 4 lantaic<
jumlah lantai
< 8 lantai [Rp.12.000,00/m>
3) jumlah lantai
> § lantai Rp.15.000,00/m>
3 bangunan bersifat a) bedeng kerja Rp. 7 °
sementara
b) direksi keet 5.000 !
¢) gudang bahan
bangunan '“~ s )
I I |
J3) untuk bangun-bangunan iikenakan - ; =
an berdasarkan panjang bangun-bangunan a v
satuan permeter panjang atau TR Crol i
dengan harga satuan permetor rer oot ! it/

penghantar dari bangun-bangunan dikalikan

per-u

nit/persaluran penghantar

dengan harga <a-

1,75 ® dari biaya pe

bangun-bangunan sebagaimana tercantum dalam 1 2
Dacy ini,
TABEL II71.
No. Jenis Bangun - Bangunan i
1 2 °
‘ . pagar ingan dan tangeu N i p.onon
2.lawning atau atap atrium : ):
atau yang sejenis, '“L ~oT .
J.|perkerasan (tidak teo polaton ;
peti kemas). 1 oo, 0
4. |kolam renang/kolam pengolah air/bak
penyimpanan air. Rp 4.000.00/m™
5. |{-gapura/gardu jaga dengan luas maksimum
2 meter persegi. 50.000.
-selebihnya dihitung. Rp 5. 2
6.| pondasi mesin (diluar bangunan) Rp 50.000,00/u
T Jembatan/1ift (untuk servis kendaraan) [Rp100.000,¢ Tt
I i

f
}
!
!
!
!
l
!
!
!
!
l
{
f
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At
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8

* . 7
| A
!
1
9.1 jembatan jalan (kompleks) Rp 0.000,00/unit
o, | menara bakar/cerohong asap ( tinggi
maksimum 3 meter). Rp 25.000,00/unit
n.| menara penvimpanan air (kKapasitas
maksimum 1 m3). N ’;.OOO.OQ/HHi"
11.! menara antena dan sejenisnya
(tinggi maksimum 5 meter). Rp 30.000. !
1 .|a.gardu listrik, ruang trafo, dan
panel dengan luas maksimum 10 m2. Rpl100.000.00/unit
b.selebihnya dihitung Rp 5.000,00/m2
ti.ja.reklame 1,73 % dari biaya
pembuatan.
b.harga minimal Rp100.000,00/unit
12| monumen dalam persil(pekarangan) Rp 50.000,00/unit
13.| lapangan olah raga terbuka dengan !
perkerasan untuk
a. komersiar Rp 2.500,00/m?
b. tidak komersial Rp n.00
16. lapangan olah raga terbuka tanpa
perkerasan (luas efektif) untuk
a. komersial Rp 1.000.,00/m>
b. tidak komersial Fp 0,00
=, instalasi bahan bakar Rp300.000.00/~
ran penghontar.
12| pelataran untuk peninbunan peti Pp 5.000.00/7m7 |
! lemas “."r‘ T onnn nn Ql
‘ L emas . ks

untuk bangunan dan bangun-bangunan yang tidak dapat atau sulit
dihitung luasnva dikenakan retribusi pengawasan pembanguunan
~chesar 1,75 % dari biaya pcmbuatan/pembangunan.

untuk pelaksanaan perbaikan bangunan lama baik sebagian atau
scluruh luas lantai bangunan tanpa perubahan struktur uvtama,
diktenakan retribusi Pengawasan Pembangunan sehesar 25 ™% dart
retribusi Pengawasan Pembangunan, bangunan yang diperbaili

untuk pelaksanaan perhaikan sebagaimana dimaksud  pada A
nuruf a. angka S5) pasal ini vang tidak dapat dihitung Langunan-
n. 1. seperti antara lain perubahan tampak, moderpisasi hagian
hangunan, dikenakan retribusi Pengawasan Pembangunan b
t.”% " dari biava perbaikan.

untuk pembongkaran bangunan dikenakan retribusi Pengaw:
Langunan sebesar 1,75 ™ dari biava pembongkaran bangunan.
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| 2 \ ‘
i !
'
~. 1 jemb: iale o -
\ i jembatan jalan (kompleks) Rp 70 000,00/ vin t‘
]
1] ~ -
! meEafa baEar/cerohong asap ( tinggi
nak e er < .
| maksimum 3 meter). np 25.000,00/unit
0 menara penvimpanan air (kapn~itas
maksimum 1 m3). Lp 23.000,00/unit
'11. menara antena dan sejenisnyva
‘ (tinggi maksimum 5 meter). Rpo~y L 000 00 unit
I . .
’l‘. a.gardu listrik, ruang trafo, dan
| panel.dengan_lqns maksimum 10 m2. Rp100.000. 00 unit
! h.selebihnya dihitung Rp 5.000.00/m2
t
Y a4 reklame 1.7 ~ dari biayva
pembuatan.
h.harga minimal Rp100.000.00/ unit
11, monumen dalam persil(peknrangan) Rp 0,000,000 /uni"
15, lapangan olah raga terbuka, dengan
| perkerasan untuk
a. komersiaft Rp 2.300.00/m”
b. tidak komersial Rp 0,00
o Japangan olah raga terbuka tanpa
‘ perkerasan (luas ofektif) untuk :
| ! a. komersial Rp 1.000.00/m”
. tidak komersial Pp 0.00
! instalasi bahan bakav Rpiﬂﬂ.ﬂﬂﬂ.”ﬂ/\alu
| ran penghantar,
l‘". pelataran untuk penimhunan peti Pp = 000, N0 /gm0 \
‘ Veman " Toonan nnrer oy

v wptuk bangunan dan bangun-bangunan yang tidak dapat atau Ul
Sihitung luasnya dikenakan retribusi  pepgawasan pembangunian
hesar 1,75 %o dari hiaya prmhuﬂtnn/pemhnngunan.

v ontuk pelaksanaan perbaikan pangunan lama haik sehagian atau
soluvuh juas lantai hangunan tanpn perubahan struktur utama.
1itonakan retribusi Pengawasan pembangunan sebesar 25~ dari
{ ctribusi Pengawasan pembangunan, bangunan vang diperbailki

v wesuk peltaksanaan perbnaikan sebagaimana dimaksud pada ayva! (1)
wyeuf a. angka §) pasal ini yang Lidak dapat dihitung Longepan-
Lo, sepertioantara lain perubaban tampak. modernisasi hagian
“aneunan, dikenakan retribuai Pengawasan Pombangunan ol
+ -2 ~ dari biava perbaikan.

v antuk pembongkaran bangunan dikenakan retribusi Pengawiasan PPeii-
vopgunan sehbesar 1,75 7 davi piava pembongkaran bangunan.

Q\\



jembatan jalan (kemplebs) BEp 0 000,00/
Y . A |

]
* ~
| menara bﬂEar/CCrnhnnf asap ( tinggi
, maksimum 3 meter). . o N
i PP 25.000.00/unil
n . - . . .
| ::‘]E‘;:(:‘ a Pelll,\' lll;[)ﬂl):\ll A (kapacitas |
aksimum m. : -
i ) P ‘~,ﬂﬂﬂ.ﬂﬂ/wnii:
1
AR menara antena dan <o jcnisnya
(tinggi .S S meter).
ggi maksimum meter). Rp 0 00000 un !
N . .
A v.gardu listrik. vuang trafo, dan
| panel dengan luas mabksimum 10 m?. Rp1OO.0N0. 00/unilt
b.eclebihnva dihitung Rp  5.000 00 /m>
€ . . .00 /u
1
voreklame 1.7 7 odari biava
. . . 0 N
l ‘ o pembuat .,
, > harga minimal Rp\ﬂﬂ.ono.nﬂ/nni
\\3. monumen dalam petﬂil(peknrnngnn) kp FO.ﬂﬂﬂ.ﬂﬂ/nni'|
' |
|
\\\. lapangan olah ragAn terhuka, dengan ‘
\ perkerasan untuk l
a. komersiaft Rp  2.500.00/m° '
i h, tidak komersial tp n. a0 i
l\! lapangan olah raga terbuka tanpd ‘
perkervasan {luns efektif) nntuk |

Rp p.onn, 00’

| oy siad
|| YooV

h. tidak kumeluinl
SN L apa et (Y

incstalasi bahan halb i B

l tan penghantar.
pelataran gntul ponimbunan pes rp AL LA VAL
N ‘\‘ —.r;r\,r‘:.r\f./..-s \

L eman
\

tidak dapat atau RN

v+ apluk bangunan dan bangun Lapgunan rang
pengawasan pembanpgeinitn

Sihyitung luasnya dikenakan petribusi
weanr 1,08 dari biaya pembuat an/pembangunan

hangunan tama haik sehagian atad
tanpa  pc rubahan =l Fulktur o ulama.
ro v dar

~1tyk pclaksanaan perhniknn
turuh  luas lantai hangunan Y
Viienakan retribusi Pengawasan Pemhangunan soheaar
ihnei Pengawasan Pembangunai, hangunan Vang diperbails
ntopelaksanaan perhaiban cebhagaimana dimakond  pad o C
ey e en

‘ r 4. angka §) pasitl ini o vang {idak dapat dihitung
cepertioantara fain  perubithan ampak. medeprni oy
Coenan, dikenakan pe Ly it Popganansan Premb e e .
=z ~ dari biaya perbaiknn.

cin) pembongkaran bangunan diktenakan Felribu o Doninia i P

peapan schesar {,78 7 davi hinya pembongkaran hangunan.



b. pelayanan pengawasan bangunan tambahan.

1) untuk pemanfaatan lebih atas kelonggaran d
yang bersifat bersyarat, sementara dan semen

Tabel IV Peraturan Daerah ini.

ari segi teknis tertentu dapat diberikan -
tara berjangka sebagaimana tercaniu

Tabel V. -
KELONGCARMN-BARHPER ATORAN-GAERAN
URAIAN / NOMOP—F—TAHUN 1091+ YANEG DIKENAKAN I ZYN
KELOMPOK RETRIBUI PENGAWASAN TAMBAHAN (RPT). e
o o o o SIFAT PERSAYARATAN
1 B} 2 N 4
1. a Tidak memenuhi jarak bebas ¢PasatF4— s+ Bangunan / tanah harus
dan-PasatF9—5.d-86> diseusikan menurut rev
b Luas tanah yang dikuasal belum sesuai luas satuan izin bersyarat | cana kota dan peraiuran
kaviing/syarat minimum luas setiap jenis peruntuk- mendirikan bangunan di-
an tanah Fesal—4o-dan-503. tempat itu.
2. Tidak sesuai perpetakan tanah mengakibatkan pe- izin serentara  Bangunan/Bagiat
mecahan/penyatuan satuan kaviing —asal48-80 berjangka unan parus dinongnail
harus disas ualkan meis
rut rencana kota dan
raturan mendirien b
unan ditemgpat itu.
3. - Tidak memenuhi persyaratan khusus Pasal2d— \zin bersyarat | Persyaratan ldem | dan
22— atau Il di atas.
Izin sementara
Catatan : F : Koefisien Pemanfataan lebih = F1 X F2
F1 - Koefisian Jenis Kelonggaran.
F2 . Koefisien Jenis Bangunan untuk :
- Bangunan Rumah Tinggal. yaitu .
- Perumahan Kecil F2 =+ 1
- Perumahan Sedan F2 - 2
- Perumahan Besar. F2 = 5
Bangunan Sosial bukan tempat \badah. F2 = 2
- Bangunan Usaha. F2
- Bangunan bersifat sementara. F2 -
- Bangunhan yang dimohon tersendiri. F2 = 1
- Perbaikan/perubahan untuk semua jenis bangunar. F2 - 1

2) untuk pemanfaatan lebih atas bangunan dan perpetakan dikenakan retribusi pengawe
an bangunan tambahan berdasarkan perbandingan luas pemanfaatan lebih atas h.
fonggaran dari segi teknis bangunan dan atau perpetakan (LP) dengan fuas totai
bangunan dan atau perpetakan (LT) dikalikan Retribusi Pengawasan Pembangunai:
(RPP) dikalikan dengan koefisien pemanfaatan lebih (F) atau dengan rumus

LP
RPT =-—-XRPPXF
LT
untuk pemanfaatan lebih atas pelaksanaan bangunan yang dibangun sebelum adk
dikenakan retribusi pengawasan bangunan tambahan berdasarkan prosentase fahaps
pembangunan dikalikan Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) dikalikan koetio.
pemanfaatan lebih (F) atau dengan Rumus -

RP T = Prosentase Tahapan Pembangunan X RPP XF
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SAR PERHITUNGAN
IBUS| PENGAWASAN

KETERAMNGAN

AMBAHAN (RPT).
5 6
LP LP = Luas Bangunan / perpetakan yang melanggar.
- ———xRPPX F LT = Luas Total Bangunan/Perpetakan/Batasan Minimum
LT iuas tanah.

RPP adalah RPP dalam segala aspeknya, divana terma-
suk pula RPP bagi unsur yang hanya dapat dihitung
panjangnya dan atau unitnya.

F = F1 x F2

F1=1

LP = Luas Bangunan / perpetakan yang melanggar.

LP LT = Luas Total Bangunan/Perpetakan.
- xRPP X F
LT RFP adalah RPP dalam segala aspeknya, dimana terma-
suk pula RPP bagi urisur yang hanya dapat dihitung
panjangnya dan atau unitnya.

F = Ft x F2

F1=2

LP LP = Luas Bangunan / perpetakan yang melanggar.
————— xRPP X F LT = Luas Total BangunanfPaipetakan.
LT

= % Tahapan Pemb. X
RPP X F.

RPP adalah RPP dalam segala aspekaya, dimana tera-
suk pula RPF bagi unsur yang hanya dapat dihitung
panjangnya dan atau unitnya.

F1 x F2

1

n
{1}




(@]

4) Koefisien pemanfaatan lebih (F) sebagaimana dimaksud dalam
avat (1) huruf b angka 2) dan 3) pasal ini adalah koefisicn
Jenis kelonggaran (F1) dikalikan dengan koefisien jent .
bangunan (F2) yang besarnya sebagaimana tercantum o
Tabel IV Peraturan Daerah ini.

pelayanan pengawasan bangunan.

retribusi pengawasan bangunan sebagai berikut

1) untuk rumah tingga! scbesar 5 ™ dari RPP;

2) untuk bangunan sosial sehaqar 10 ~ RDPP;

3) untuk bangunan industri/pergudangan sebesar 10 ~ oo oamn

47 untuk bangunan perdaganzan/perkan ) A !
RPP;

5) untuk bangunan bersifat sementara sebesar < 7 1 - »pp

6) untuk bangun-bangunan sehbeqn-~ & ~ dar’ TPP.

Pasal 1a7 132

kS

y 2

(1) Begshr fktribusi Izin Mendirikan Bangunan -adalah SELT-RIEE T

—
2

a. Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP);

b. Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan (RPET) bag”
dikenakan;

c. Retribusi Pengawasan Bangunan (RPRB) ;

Besar retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebdgaimana d° !
pada ayat (1) Pasal ini cnakan sekurang-kur :

a. bangunan perumahan

1) perumahan kec¢ ! = Rp ARG
2) perumahan sedang = Rp TTonnn oan
) prrumahan bhesar " o '

b. bangunan sosial

i) tempat ibadah = Rp. ~oon

2) buks tempat ibadah = Rp. 100 000,00
¢. bangunan usaha

1) industri / pergudangan = Rp. 150.000,00

2) perdagangan / perkantoran = Rp. 200.000,00
d. bangunan sementara Ep. 50.000.00

e. bangun-bangunan yang dimohonkan
tersendiri = Rp. 50.290.,00



(1)

(1)

(2)

Dagian ketiZa
ke duor~
—alu Lintas dan Angkutan Jalan
Paragraf 1

Jenis pelayanan dan Kewajiban

Pasal 138 133

Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari :

a. izin trayvek:

b. pengujian kendaraan bermotor;

c. pemakaian terminal penumpang mobil bus dan terminal! mobi:
barang;

d. pemakaian fasilitas lainnya diterminal penumpang mob.i !
bus;

e. pemakaian fasilitas terminal mobil barang:

f. pemakaian pangkalan taksi:

g. pemakaian fasilitas tempat untuk kendaraan antar jempu
dalam areal terminal;

h. pemakaian pangkalan mobil barang;

i. pemakaian pangkalan Kajen IV

J. pemakaian mobil derek;

k. pemakaian pool kendaraan;

1. pemakaian tempat pencucian kendaraan bermotor.

Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan
lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi
kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Untuk mendapatkan pelavanan lalu lintas dan angkutan jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi
atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Gubernur Kepala Daerah atau pejabat vyang ditunjuk.

Paragraf 2
Obyek, Golongan, Nama dan Subyek
Pasal 139 134

Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal , 13% ayat (1) adalah obyek vang dikenakan
retribusi. L133

123

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1)
huruf a dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama
Retribusi Izin Trayek.

133
Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1)
huruf b dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor.




(1)

o~

—~~

(1)

|38}

[95]

4>

Atas pcelayanan sebagaimana dimaksud dalam Ta-al g oayar
huruf ¢, 4, e, f, g, N, dan i dipungut Retoihued
Usaha dengan nama Retribusi Terminal.

Atas pelayvanan sebagaimana dimaksud dalam Toou! AT .
(1) huruf j, k, dan 1, dipungut Retribusi Ja.. " -ah 1
nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Dacrakb.

Pasal 140 135

Subyek Retribusi Tzin Traveh adalah oran, poibadi ot

badan yYang menggunakan atau menikmati pelavanan
bagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf a.

L33
Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah o a5

pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam PasalLLBS ayat (1) huruf b.
133

Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan ~tau menikmati pelayvanan sebazaina:.
dimaksud dalam Puasal 13% ayat (1) hurufl ¢, 1, ¢, £, o,
dan i. L33

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daevah dalah
pribadi atau badan yang menggunakan atau  menilima et i
sebagaimana dimaksud dalam Pasalllfo avat (1) huruf J, L, Zan
1. 133

Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (!
dan (4) pasal ini ad.lah Wajib Retribusi.

roA oy oA
5 \ ‘
5 - \

R

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal Lir 136

134 ol
Tingkat penge naan jasa
dalam Pasal 129 ayat (2
jumlah kendaraan dan jan

izin trayek sebagaimana dimaksud
) diukur berdasarkan jenis kendarasn,
gka waktu.

139

Tingkat penggunaan jasa penglijian kendar .1¢ bermorer - Y rga
mana dimaksud dalam Pasal /L3 ayat (3) Tunur o oorda arla
jenis kKendaraan, jumlah Yendaraan d:a Jo 7 C

134
Tingkat penggunaan jasa “crminal RO !
Pasal 7139 ayat (4) diukur o7 ot an o J.n '
daraan, jumlah Kendava.n dan [ o _ . v

N xied

Tingkat penggunaan ja7ﬁ pemak’ . v
dimaksud dalam Pasal/ > 4.+

kendaraan, _umlah & ! !




A et

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 142 139

I
(1) Prinsip dan sasaran penetapan t if retribusi izin trayek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) adalah dengan

memperhatikan biaya survei, biaya transportasi dalam rangk
pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

134
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pe7@ujian koo
daraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ay !
adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biava pemerik
an emisi gas buang, biava pemeriksaan lampu-lampu, perlen

—
to
~—

an dan peralatan lainnya, biaya pcngetokan, rouji,  Slal
tanda uji dan segel, biaya pembuatan dan pemasangan tanda s .
ping, biaya operasiocnal dan pemeliharaan dan Lomampuan ¥

rakat serta aspek keadilan.
124

{3) Prinsip dan sasaran penetapan ygrif retribusi Terminal
bagaimana dimaksud dalam Pasal/132 ayat (4) adalah dengan menm
perhatikan biaya investasi, iaya perawatan/pemeliharszan
biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman,
biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyedia-
an jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan
jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana ke-
untungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis,
serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga

pasar. IM

(4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian ke-
kayaan Daerah fasilitas/sarana lalu lintag angkutan jalan dan
terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (5) adalah
dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeli-
haraan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/perio-
dik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya
administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, bunga pin-
jaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana ke¢-
untungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis,
serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harg:
pasar.

Pasal 147 138

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal,6 138 adalah sebagai berikut

[ 722
a. izin trayek angkutan :
1. mobil bus "besar Rp. 100.000,00/kendaraan/tahun
2. mobil bus sedang Rp. 75.000,00/kendaraan/tahun

3. mobil bus kecil Rp. 50.000,00/kendaraan/tahun




b.

pengujian kendaraan bo-

1. mob barang, mobil Bus dan
vendaraan Khusus T 10 000, N0 !

2 tempel/gandengan Rp 2T , S

J. mobil penumpang umum Rp 30.000,00/L. n

4. Lendaraan jenis keempat/ken-
daraan bermotor roda tiga Rp. 25.000,00/%kendaraan

5. pengujian wulang atos keputus asil uji 3 L
tidak lulus uji tidak dipungut MR :
raan bhermotor.

6. apabila hasil penzu.’an cbagai an dia A ‘
dinyatakan tetap * dab I ’ T N
untuk  pengujic o7 s ! ' _
baru,

pemakaian terminal pern: it b ! v

harang.

1. i S antar kot oo .

;omobil bus non ¢k o S - .
1
b) mobil ekonomi lambat) Rp 00, iar !
Ll oma
2. mobil bus dalam kota di termina! penumpansg
a) mobil bus besar Rp 250,00/ ’
L: 1t 1
b) mobil bus tin £ ! LO00 /e
ol !
¢) mebil bus sedang TEQL, 00/ o0
- 13‘. Al
d) mobil bus kecil Rp L
1 1 1

3. masuk pelataran di f« mobil! bhar~.o

a) truck, traktor t
kereta tempelan Ry 2000 ot !

b) onton n TLNon en T !
J) zandong N o S
d) kereta 2.000.00 o1 '

\ t~uchk n AN aNaVal ’ ’
“ 183 - WLk i PAVES .
fy truck kXecil/picl ‘ ne et

+. tempat menginap di *tor Mo ! ne

a) truck, traktor tanpa
Loreta K 0000 cnd/ s T Smala
R 2.000,00/kend/hari/ oo lam
. andengan Rp 2.000,00/F. i i
d) Xerve Rp 2. Jten?, U S
} light tru nTnooL, , ’
f) truck kecil/pick up ©.000,00/% o/



d. pemakaian

1.

[ 5]

J.

.

I

3

kios pedagang makanan/minuman. majalah/

koran di Terminal Bus Antar Kota.

Kios pedagang makanan/minuman. majalah
/koran di Terminal Bus Dalam Kota vang
berdampingan dengan Terminal Bus antar
Kota dan pool bus.

Kios pedagang makanan/minuman. majalah/
koran di Terminal Bus Dalam RKota Ui
tertanel  Ao| L’lfm_q

peturasan di terminal bus antar kota/
dalam kota.

pemakaian loket karcis
kendaraan bus antar kota

Femakafan "[M(hhs Yorminal anfor lcotn

pemakaian fasilitas terminal mobil barang.

1. penginapan Kkru Rp 2.

2. penyvimpanan barang Rp

3. ruang kantor Rp 135
e

4. peturasan Rp

pemakaian pangkalan taksi Rp 3

pemakaian fasilitas tempat untuk

kendaraan antar jewmput dolam arcal
terminal Rp. |
pemakaian pangkalan mobhil barang

1. truck, trackior tanpa kKereta Rp 1.000
mangk
2. tronton Rp 1.000
mangk
3. gandengan Rp 1.000
mangk
4. kereta Rp 1.000
mangk
5. light truck Rp 500
mangk
6. truck kecil/pick up Rp 500
mangk
pemakaian pangkalan Kajen IV Rp 4.00

kios, peturasan lolet areis Fan teciifes terminal wot( bus .

s

R AT

jt]

Rp 150.000.00/: .
N

2 bulan.

Ep 75.000.006/k
S N2/bulan.

Rp 300.00/0rvang

Rp 30.000.00/Pesusa

haao Gtobus/buian
Rp ;oo)oo/oraMﬁ

000.00/0vang/har
i5.00/Kg/harv .

0.00G.0"/" -Zm2 /.00

Tiap kelebiha.
300.00/0rang

2 ¥al avasras N 1 .
LOGOU00 o an /e Ton

S

e
LGOL 00y endy

,00/kendaraan/seka
al
,00/kendaraan/seha
al
.00/kendaraan/seka.
al
.00/kendaraan/sekn
al
,00/kendaraan,/send
al
.00/kKendaraan/seka
al

0.00/kend. /bulan

pemakaian mobil derek atas permintaan pemiilk Fendaraan

mobil penumpang ( Sedan, Jeep.Stwagon).
ap, mobil Box. Light Truk) dan sejen
Kecil (mikrolet, APK. dan sejenisnva;

a) sampai dengan 10 kilo meter Rp
b) 10 kilo meter s.d. 20 Kilo meter Rp
¢) untuk pemakaian lebih dari 20
kilo meter dikenakan tambabhan
setiap 5 kilo meter berikutnva Rp

mobiil barang |

i LB T

20.0020.00/kendal o .
35.000.00. Kendoar aa

10.000.00/kenday aa

i

t

1

-~

/

~



1o

mobil bus (bus mikro, bus besar, bus tingkart,. tempe !

dan mobil barang (truk, kereta penarik, tempelan/gandengan,
kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus) :

a) sampai dengan 10 kilo meter Rp 45.

b) 10 kilo meter s.d. 20 kilo meter Rp

c) untuk pemakaian setiap daeri 20
kilometer dikenakan tambahan
setiap 5 kilo meter berikutnyva Rp 20

3. penginapan dan penvimpanan kendaraan
vang diderek °p

1

nd
pemakaian poo! kendaraan

1. mobil bus

a) bus bes Ro ' OFQC

b} bus sedang Rp 1.000

¢) bus kecil Rp s00
2. mobil antar jemput Rp 1.000
pemakaian tempat pencucian kendaraan bermotor
1. mobil barang :

a) truck tangki, pick up, bestel

wagon, traktor, kend.khusus Rp. 5.000
3

b) kereta tempel/gandengan Rp. . 500

2, mobil bus besar dan mehil

bus sedang Rp. = one
\\1 Al AR

3. mobil penumpang umum ohi!

bus kecil dan kojen IV n,., 7
terhadap setiap ketoerl.mb T N
pengujian kendaraan soL o ooanaan v T hmal oot
pasa!l ini dikenakan tambahan - “husi oweb o
. keterlambatan 1 hari I dengan 1 0

dari retribusi yvang ~songkutan

2. keterlambatan lebih ! bulan < mpai tengan

000,00/kendaraan

,00/%

D00 ,00/kendar

000 N0 har 1/

AL UASEERN Ne
OO0/ vond e
L,00/kend/n

,00/kend/hari

.

,00/kendaraan

,00/kendaraan
REARANAS .
AR ‘
1 1
{
Tike -1

dikenakan 100 % dari -otribusi yvang hersangku

3. keterlambatan lehih Jdari 3 bulan dikenakan 200 ™ 7 i

ot cibhusi yang Y. ocsac_Tvtan,



Bagian keempas
Keng o
Perparckivan
Paragraf

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 147 139

(1) Pelayanan perparkiran terdiri dari

(2)

(3)

(1)

«. pemakaian tempat parkir tepi jalan umum:

b. pemakaian tempat parkir di lingkungan parkir;
c. Pemakaian tempat parkir di pelataran parkir:
d. Pemakaian tempat parkir di gedung parkir.

Setiap orang pribadi atau badan yang memeriukan peiayanan
perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in:
harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang
undangan vang Dberlaku dan memenuhi kewajiban seb i
diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Untuk mendapatkan pelayanan perparkiran sebagaimana dimaks
pada ayat (2) pasal ini, orvan. pribadi atau badan N
mengajukan permohonan Xepada Gubernur Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

Pasal L5 140 45
]

Pelayanan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal L&
ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.

Atas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4% avat (1)
huruf a dan b, dipungut retribusi Jasa Umum dengan nama
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. 3

139

Atas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal LK ayat 1,
huruf ¢ dan d, dipungut retribusi Jasa Usaha dengan nai
Retribusi Tempat Khusus DParkir.

Pasal 1467 141

Subyek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah
pribadi atau Dbadan yang menggunakan/menikmati pelavanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal, L#& ayat (1) huruf a.

ngg



4o
(1) Tingkat penggunaan j7E pgarkirv di tepl jalan umum cb

~~
()
~—

(1)

~

Subyek Retribusi Pemakaian Pelataran/Lingkunsan Tacki -

Pemerintah Daerah dan Pemakaian Cedung & 7
Pemerintah Daerah adalah orvang pribad’ o BT

t

mlﬂ””UH\\\h ST ST ) .

A wsal (L) Lusud ‘
1159

Subyek Retribusi sela_  Tong . 1. T
pasal ini adalah Waji% Rer-"hus?t,

A r -
. .ngukur Tingh
R r .
o laar e

maal oy 142

dimaksud dalam Pasal /L¥% avat (2) diukur berdasarkan g

jalan, Jjenis kendaraan dan janghka waktu par? "o,

4o
Tingkat penggunaan [jasa temp.* "Nusus packir o' o
S J L I -

maksud dalam Pasal /J¥5 .t (“; dquU1 Lerdisa ;\uu H
tempat parkir, inten.:: T v Lo adart e, T
parkir dan jangka wal o,

Ty ns K AR R ’

140

TPolo fp dar sesaran pos oL, Lo ’ ’
jalan umum sebagaimana dimatsud  doam Pa . e
adalah  dengan muwpurhn ZLlI Y'L; oo

parkir, bilaya pengawa o /pengenda’” oo, D

-

pemeliharaan Jdan kemumpu:3 TR A SN S AT T

140
Prins'p dan sasaran peaciapan ta if retrlyﬁ»f dipat
parkir sebagaimana dimav-ud dalaxs Pasal . ui (“
dengan memperhatikan biwyva invests 1
haraan, biaya penyusutan, biaya a:u
jaman, biaya rutin/periodik vang !
penyedlaan java, biaya administras: amem yane . .00
nyediaan jasa untuk memperoleh !cuntungan rang | ..o
mana kKeuntungan yang pan‘as dterima  oloh  poan
sejenis, serta beropera~’ secar: efisie
pada havae pasar.

v ©

- -
0 (a2 7

Pas 1o 144

Struktur dan besarnya Tarif{ perpoot .. )
dalam Pasal | L& avat (1) T o0

139

v

S

-
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g -

¢. Tempat parkir di pelataran park:ir
1) Xendaraan roda Rp200,00 untuk Sall parkls:
235 RKendaraan roda tiga lebih
Pelataran DParkiy
Intensitas/Tarif slongan z longan V7
M "M | AR T |
1. Kepadatan ‘ |
Sedang & Rendah : :
a. Tarif dasar |Rp300 RESCO npToo n L T00 :Flf“? -
I jam perta- | ‘
! !
b. Tambahan RpS00/3 Rp300/1  Rp300/3 rpIon/s oo 1o
biava parkir Jar jam N |
¢. Tarif Rp25.000 Rp37.000 Rp2S. npaT LT o
langganan |
bulanan ‘ :
2. Kepadatan ;
tinggi |
a. Tarif dasar |Rpl.0CC [Rpl1.000 Rp500 Rpl.000 [Rpl.0CC {F‘f
1 jam perta- | i
ima ‘
b. Tambahan Rpl1.000/|Rp1.000/ [Rp500/ Rpl.000C/ Rpl.??@/:TL',
biava parkir 3 Jam 1 jam 3 jam 3 jam N | )
¢. Tarif Rp Rp Rp Ep | i : -
langganan $0.000 (100.000 25.000 50, '1?¢ nnr | o
bulanan | |

Keterangan

Tarif lasar U of Jtas pemal

Tambahan biava parki Lt if Jam bhoerikutnya Peae oo

PP i gedung parkir di lingkungan , ..
PPH : gedung parkir di pusat peo ai. o
PTU : gedung  parkic  4di shungain ..,

lain pasar, tempat reXkr:



d Tempat Parkir pada Gedung Park r

1) Kendaraan roda dua Rp200 untu satu kali parkir

2) Kendiaraan roda tiga atau lebih :

i28

, o GEDUNG PARKIR
Intensitas/Tarif | Golongan B1 . B CGolongan B2 Golongan B3 Golon B4
. I PPH PTU PP PPH _ PTU PP PPH PTU PP
1 2 3 4 5 T : T Y 4 8 9 10 1 13
1 Kepadatan
sedang dan
rendah
a. Tarif dasar
jam pertamal RpS00 Rp300 | RpS00 Fp500 Rp500 Fp500 Rp500 RpS00 RpS00 RpS00 Rp500
b Tarmbahan )
biaya parkir | Rp500/3 jam R 5001 jam Rp500 3 jant RpS003 mam R500/ 1 jam Fp50C, 3 jarr Rp500/3 jam R800/1 yjam RpS500/3 am RpS004a3 jam B500/1 jam FpS00/3 jam
c Tarif
langganan
bulanan Fp25 000 Ri237 500 R25 000 Rp25 000 Rip37 500 Rp25 000 Rp25 000 R;>37 500 Rp25.000 Rp25 000 Ap37 500 Rp25.000
2 Kepadaian
tingg
a. Tarif dasar !
jam pertamal Rp 1 000 Rp 1 000 RpS00 Rp1 000 R>1000 | F500 Hp 1.000 Rp>1 000 RpS00 Rz 1000 Ry1.000 RpS00
1
b Tambahan _
biaya parkir Rp1.0003 jam  Rpl 0004 jam | RpS00,3 jam R 1 000/3 Jam _ RH1000/1 lam  F4a500,3 jarm Rp 100073 am | Rp1 000/1 am | RpSd0:3 jam R21000,3 jam | Rp! 000/1 jam | Rp500/3 jam
c. Tarif
langganan
bulanan Rp50 000 R 100 000 Fp25 000 Rp50 000 Rz 100 200 Fp25 000 FpS0 000 Rip10Q 000 Rp25 000 F3250 000 Rp100 000 Rp25 000
Keterangan .
Tarif dasar tarif atas pemakaian jam pertama
Tambahan biaya pariar tarit mm berikutnya pemakaian petak paridr
PP gedung parkir di lingkungan perkantoran
PPH gedung patkir di pusat perbelaniaan
PTU gedung paukir di linghungan tempatu.vum antata lain jxi.a tempat rekmnaas.




1)

(1)

LI
~—

(1)

—

2]
~——

-

[§e]
~—

Tar.f prooco it o temp ot oo YT ooTol T ool . .
Golongan A sclagaimana dlaaksud pada ayac (1) Looruf o
ini dikenakan apabila pada jalan tcrsebut torsciia alat U7

parki. atau alat pembubtian lain.

Untuk berlangganan bulanan bagi kendaraan bermotor roda dua
atau lebih ditepi jalan umum dan lingkungan parkir Dberlanu
rumus 25 hari i 3 kali parkir v tarif parkir terendah scsual
jenis kendaraan.

Penetapan jalan Golongan v dan 7
lingkungan parkir dan gedung parkirs & ~ . ap
Kepala Daerah.

k) LTS 2 B
P i R

Keem [)'A-’{—

Lt w4 :‘ i
Jeioos Do L Taoewagh
Tasal &0 b45
Pelayanan pekcrjaan umum terdici dar.

a. pemakaian alat-alat besanr;
b. pemakaian peralatan laboratorium;
¢. pemakaian peralatan ukus,

Setiap orang pribadi aftav badan yang memerlulan
pekuerjaan vimum sebaga mana dimaﬁ:ud pala oo UL,
harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pervaturar p.orus
undangan vang berlaku Jdan aemenuhi Rewajiban 7oL 7 )
atur dalam Peraturan Dacrah int.

Untuk mendapatkan polayanan pebod] ’
dimaksud pada ayat (2) pas<! ini, o . _ .
harus mengajukan permchivnan S0laia Lo oo lin
Kep.'.. Dacrah atau pe .V rarz Ttun 0T
™ r ~
Obyel, T oo oo
u_ju'-li J/‘;)J/ ]4&
P "ayanan pekerjaan umum  sebagaimana  Jimak o0 3. 5
L .

7 ayat (1) adalah oby.k yang Jdikenakan - °. ¢

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 7. al L~ i
1) dipungut Retribus’  Jaso Tseha dengan nas. Pt

/

{

kaian Kekayvaan Daecrah.
Pasal 152 14%

Subyek Retribusi Pemaekeian Foebayaan Dacrah N RO

pribadi atau badan yang meagzgunakan ~tou menifacti paelal o
sebagaimana dimaksud “alam Pn'“ELgﬂa at LU
Subcek Rotrbusi JCnu Taana Jieakooud pa N
adalah Wajit® Tetribu




Cara cukur
Penggunaan Ja
Pasal 155 148
146
Tingkat penggunaan /Easa pemakaian kekayaan Dacr.h
dimaksud dalam Pasal /13T ayat (2) diukur berdasark Jenis

ukuran, volume, jumlah contoh dan waktu pemakaian.

Paragraf 4
Princip Penetapar., Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal L% 149 46

i

alat,

Prinsip dan sasaran penetapan tarif ret?{gusi pemakaian kekay

Daerah secbagaimana dimaksud dalam Pasal

ngan memperhatikan biaya inve btaSI, biava perawatan/ ih oo
biayva penyusutan, biaya asurans angsuran 2a i M T
rutin/periodik yang berkaitan Lang ng  dengan  ponyed oo
biaya administrasi umum yang mendukung penye dl‘ o

peroleh Xeuntungan yang layak bagail Lowntan_ o oo
diterima oleh pengusaha { cejonl e bl oy ‘

efisien dengan orientasi poda harg

Tasal 155 150

Struktur dan besarnyva tavif rct*ib 51 terhadap  po
sebagaimana dimaksud datam Pasal ayat (1) adatah
berikut : LI45

1

a. pemakaian alat-alat besar

1. ongkos angkut Direksi Xeet/

gudang lapangan (pp) Rp 125.700,00/buah
2. sewa direksi keet Tp L200,00// hari
2. sewa gudang lapangan Rp 1t1.250,0°,%
4., mesin gilas 1,5 - 10 “on Rp 131.~7 ¢cn 0
S, me gilas 16 - 13 ¢ Ep 153,777,007

ot

b. pemakaian peralatan la
1. pekerjaan sondir dan pengeboran .

a) sondir gq.c 150 kg/cm2

T

(2) adalah

atau maksimal 25 m Rp 110.000,00/tit %
b} sondir g.c 400 kg/cml
atauv maksimal 253 m Rp 560.000,00/titik



to

(9% ]

J—a
[R)

c) pengeboran tanah sampai
Kedalaman maksimal 10 m
berikut tes laboratorium

d) pengeboran tanah dengan mesin :
1) sampai dengan 10 m

2) lebih dari 10 m
sampai dengan 20 m

3) lebih dari 20 m
sampai dengan 30 n

4) lebih dari 30 m
sampai dengan 40 m

5) lebih dari 40 m
sampai dengan 50 m

6) lebih dari 50 m
sampai dengan G0 m

7) lebih dari 60 m
sampai dengan S0 m

8) lebih dari S0 m
sampai dengan 100w
pengambilan contoh (sample)
tanah asli dengan bor *angan
mavw. Kedalaman 10m

pengambilan  contch tanah
dengan bor mesin

standard penetration test
pengeboran aspal beton (hotmix)
tespit dan penutupan

kepadatan lapangan (d)tanah/batuan
pengujian Mutu (Quality Control)
a. sirtu

b. macadam (CBR on place)

Cc. hotmix

benkelmen beam

Kekasaran permukaan 'sk.d .esintance)

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

™
L

tegangan geser (lapisan antare hotmis/

batu alam)

pemecahan batu kali/kapur

™

-3

L2
(A Y
‘l
)

rn
()
()

o]

‘i
k]
<>
(]

¢

355.000,00/titix

90 /i

00/m

£0/m

105.000,00/m

$2.000,00/conton
31.000,08/contoh
98.000,00/contoh
.500,C0/titik

$2.000,00/t (0!
29.000,00/¢t1
93.000,00/t1

73.000,00/¢ !




14.

pengeboran beton :

Rp
Rp
Rp

Rp

175.0
350.0
250

00,00/titik
00,00/titik

20,00/t

17.00C,0C,/concon

a. kedalaman sampai dengan 10 cm

b. kedalaman lebih dari 10 s/d 20 cm

¢. kedalaman lebih dari 20 «/d& 30 c¢cm
pemotongan beton

pemeriksaan, jalan, jembatan dan pengairan

a)

b)

ad)

e 4 b R

pemeriksaan contoh tanah.

triaxial
konsolidasi

direct shear

uncon fined
hydrometer

analisis sarinzan
atterberg limit
berat jenis

berat isi

kadar air
permeability
Shrinkage limit
percobaan pemadatan
percobaan CBR laboratorium

1G4 Lo -

Nt Nt Nt N N N St Nt Nt Mt St N Nt S’

Lt O WO

pemeriksaan beton

1) mix design
2) slump test 3 contoh
3) kuat tekan kubus/silinder

paving block
pemeriksaan kualita: socmen
pemeriksaan batuan
irtu

macadam

v . - P R
splelt/sireening

test kualitas
test kualitas
test kualitas
(hotmix)

test kualitas
test abu batu
pemeriksaan index kepipihan
pemecahan batu Xapur/batu kall

LS 38 % I S
et et S’

spleet (Leton)

3 L
g N T

pemeriksaan pasir

test kualitas pasir pasang
test kualitas pasir beton
pemeriksaan pas.r Hoas-
truksi jalan

LSS TR IS I
Nt N

- oy Ve
untuk

)
oy

pemeriksaan a.pal boton (hotwd

+ + Tt i o
vl\lt., Fii 1

PR - M L B et
1) mix desizn hota
S . . 1 H * R
2) mix Jn\lcx IR R VTl
a0
II

[

Rp °1.000
Rp 70.000
p‘[‘) S e NEa Y
B 10 —an
(R !
VI
™ o ol et NN
l‘\l) -

'i-\‘l:) :‘L [N aANaY
P ~ "f'\‘f\
IS oo
Rp ~.00¢0¢
Rp 63.000,
Rp 34.000,
Pp 46.500,
Rp 27.000,
Rp280.000,
Rp 28.0C0,
Rp 3.000,
Pp 73,000,
o 1M = r\r\.ﬂl

Ptz

i = [a¥aRs
™ 11 ~
Rpill2 707
Rp €65.00°
Rp 17.000,
Rp 17.500,
Rp 28.000,
Rp 33.000,
™ Pallinl lala)
\L_/ ~ ~
™ 1“*" n NN
r\"\ ~ ~ o~
At

o

00,
00/ .

i
00/c

CO/cam 7
00/contol.

00/contoh
00/conteh

00/conto?

noot 1



. S Lk P T, * 1
g) poemeriksaan KU L
1 N s H oo - N i N ) N ‘ - N ‘
. ) veiie. Lhsaan . i Ly TNt 0n
. LK N Lo L . - ’
2) pemeriksaan .o 1 Cdbl noorTohenoen
- R [ |
J) peillierinsdaal 1 Vow e L Ldnpid
pana-) AL AR OO

L, e
N S

sicve test aspal cmulsi

storage stability 24 hour aspal

emulsi Rp 20 C00.00/¢.
a0

6) cement mixing aspal emuisi np LI00.00/ 00
“) kinematik viskositas aspal

emulsi Rp 22.500,C0/¢ «t N
8) pemeriksaan t.uadar air aspal

(hotmix) dengan cara destilasi Rp 56.000

pemeriksaan asbuton/micro

asbuton Rt AN A

0) ekstraksi asbuton/mikro asbuton
dengan alat soxliet

0
Nt

et

h) pemeriksaan kadar zilsonite o ,

i) pemeriksaan berat jenis somi:

. pengukuran uitzet/peil kKontro
. pengukuran uitzet/profi! Jemba

j) pemeriksaan gra g TR
hotmix o .
FY pomerTlsaan o ’ - R
n) pema2. CKksaan 17, T Tambab) ooz e S oo
aakaian peralatan uk. ,
1. pengukuran aitzet/peil ltantel bangusas Rp 107 77000
4 &
2, pengukuran profil Rp 287 ¢/
3
4

1 Rp 2S0,00/m
&

tan Rp 175.000,0C0/buan

Bagian e

Ke Lfwro™~

Pengendal ian Dampak Lingkungan
Paragral |

Jenis ™ Yavanan lor Wawiji

Daaal LEG IR

Pe avanan Pengendall.. Tampain LingkunZis

PN
[,
~ -

. pemakalan peralatan penelitl n 1o J0o
an contoh/pengukuran o r dan adar a;

Yy, pemakaian peralatan Y ho oab Cium
(2) Setiap vrang pribadi atau badan rang memo “lulan rLolay on

Pengendalian Dampak Lingkungan schagaimana dimak .ol pada .
(1) pasal ini harus memenuhi porsyaratad sewdi, 3 LZoee g

aturan perundang-undangan yang berlaku dan ITERT TR TS Yt .
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dacran N



(3) Untuk mendapatkan pzlayas peigenla'ia !
sebagaimana dlimaksud pad yvat oty =7
atau badan harus meng [ 7 1 | oL uohion ,

Gubernur Kepala Deeo o S 3 ’

- r -
’\l‘ -~ 1 . ~
S 1 1 1B
I3 : . T <. "
\\:) At o N I ‘.‘t”b‘:lé’,.t ! ’
dipunyg. . ibusi Jaw o U aba Yo _ o Lamn T
ot a¥Yadan .

(1) Subyek Retribusi P o VoGaraan Dol h
privadi atiau bvadan i L oeotau ogmen
sebagaimana dimaksud 1.7 n ’L"’ . co

15
(2) Sub_ ok Relollusi sobas ’
int adalah Wajib R -0
-~
- 154
152
—:‘.ng} \l‘l. . 1!;; aon /:
di. itk ? T il Y] 1/.—/
. U T tan ot . .
™ s r ‘
“ns p Penetapan, Strub Tt T vas

Prinsip dan Caran penet o, L — !
Daerah T "79Ya “sarana T )
mana diot dodalam P o

kKan bia: nves Lo oL, Yaa

an, blay CSUTANS ©, Lo o

yang 7. e TaoL o R

Si Uitu i R S SR ’ : »oa 2 .

oy ang Ta, T _

L‘;.‘ Jg l‘\r ! - t J‘ s

S5 R Sadl, oo



nasal ;?“5é

gtruktur dan tesarnya tar T retribusi terhadap polid . !
mana dimaksud dalam Pasal 156 adalah sebagal berikucs
1H!
a. pemakaian peralatan penclitian lingkungan untuk ambilan

contoh dari pengukuran air dan udara.

1. pengambilan contoh ali

a) atat pengambil contoh ait Rp 15.000 00/0
b) alat pengambil contoh benthos Rp 40.000,00/% .
¢c) alat pengabil contoh plankton I an. 000,007
d) alat pengukur tu..' “tas in-situ

(pH, suhu, DO, * syhan, R, 10 000,700
¢) alat pengukur ac’ ol Yo TEARAANEA TN
f) botcel contoh, Ty e F Vi te Ty ToNtn ot
g) botol vontoh Kag R O TR

2, pengambilan/penguku'nn o
pengamb’! o lan o) T, ~~.°°n 7 ’
B oalat pengamb it A Tame ) n, "7 70
Yy alat pengukur co (MnIR) noon onn

) alat pengukur 5O (T 2 ) R G ,
e) alat pengukur XN (Clamlluminesence) Rp100.0 , 00/ 1ok
£f) alat pengukur 03 (LV - sdsorption) RplO0.000,00/luk/h
g) alat pengukur debu (p - ray) RplO0.000,00/lok/h;
h) alat pengukur He (FID) RplO0.000,00/}ok[
i) alat pengukur emisi kendaraan RplQS.OO0,00/lok
j) alat pengukur emisi industri Rp250.000,00/! '
x) alat pengukur gas {tube detector) °p 15.000,00/bue’
1) alat pengukur temperatur dan Lelem-

baban Rp ne nnn 0n/tok/
m) alat pengukur arah dan kooopatan

angin Rp 40 Nt NEAR OIS
n) alat pengukur kKebic ngan nn "T.000 00T
o) mobi! laborotorium peralatan Rpt1.90 g. 000,00, el

sengljlian.
o

b, pemak peralatan laboratorium.
1. Tisa air
y fisis

1) daya hantar listsik Rp 2.000C, Joeontloh
2} kekeruhan Rp 2.500 J

3) warna Rp ©.0060,00 /) )
4) suhu Rp 1. ¢
5) salinitas Rp 3.500,00 Jeontoh
6) kecerahan Rp 3.500,00 I

b) kimiawi

1) alkalinity/acidity np 2.500 00 S en !
2) carbondioksida/bicarbonation Ry L0000 St
3) chlorida T, 00D 07 ) R




auuicnia
ammonia total
nitrat

nitrit

pH

hosphat
sulfida
sulfat

sulfit
kesadahan total
flourida

lumpur kasar

zat padat tersuspensi
zat padat total

zat padat terlarut
chlorine

zat padat terendapkan

[‘J‘—‘O\OOO\IO\'JIJ;XLJIJP‘O"QC’O"\]O\VJI-‘Q
N e e e et Ml el e M N e e M e N e et s e

[ O R O R N L Y TP TN

¢) khusus

COD (kebutuhan

BOD (kebutuhan oksigen biologi)

1)

2)

3) D O (Oksigen terlarut)
4) organik (KMnO3%)

5)

detergent (ekstract carbon

chloroform)
6) minyak dan lemalk
7) phenol
8) cyanida
9) silikat (8i 02)

10) senyawa aktif biru metilen

(surfaktan)
d) logam

1) natrium (Na)

2) kalium (K)

3) calsium (Ca)

4) magnesium (Mg)

5) barium (Ba)

6) besi (Fe)

7) chromium (Cr)

8) chromium Hexavalent
9) tembaga (Cu)
10) mangan (Mn)
11) nikel (Ni)
2) timah hitam (Pb)
3) seng (Zn)
4) cadmium (Ca)
$) alumunium (A1)
6) arsen (As)
7) boron (Bo)
8) air raksa (Hg)
) selenium
) silver
) strontium
)

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2 cobalt

9
0
1
2

kesadahan calsium (Ca Hardness) Rp
kesadahan magnesium(Mg Hardness)Rp

gen kimiawi)

Rp 7.572.00
Rpl0.000C,00
Rpl0.C072 00
Rp 7..nn.77
Rp chnonn
Rp oo o
Rp o0
Rp 000,00
Rp 000,00

Rpl

Rpl5.
Rp20.
Rpl0.

~

Rp

Rpi2.
™. -
Nl

Rpl2.

RpiC.

Rpl2.

Rp12.

Pl
kel
ln tatn tha

jes]
ko]
11t 'n

m
o]
1. nntntn‘n:

LhtinainwwOrih aa

500,90
“09,00
500,00
500, 0¢

500,00

.000,00
.000.00
.000,00
.000,00
.500,00
.000,00
.000,00
.500,00
.000,00
.000,00
.060,0C

.00n. 00

n
)

en ~e
POUNEIN

~ o~

000,00
00C, 00
000,00
000,00
000,00
500,00

Jooutoh
/contah
/contoh
/contoh
/contoh
/contoh
/contoh
/contoh
/contch
/contoh
/contoh
/contoh

/Jcont
/contoh
Jcontal

I'4
/

(o]
O
Jos ]
s

~
~ T~

/contoh

/contoh
/contoh
/contoh
/contoh
/contoh
/contoh
/contoh
/contoh
Jcont

/cont

7 .
/- wtad

/ [ |
.t

J ontoh
/C‘O

VAR 1:
/ !
/’COnt ok
Joont ol
/contoh
/contoh
/contoh
/contoh

1
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Bagian ket——
kKe_namn,
Penerangan Jalan Umum
Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Xewajiban
Pasal L1217

(1) Pelayanan penerangan jalan umum terdiri dari

a. pemakaian peralatan laboratorium ata: pemasangan dan
material/komponen penerangan jalan unum;

“

b. pemakaian peralatan pencrangan jalan umum dan Tampu h°

e8]

(2) Setiap orang pribadi atau badan vang memerlukan el
Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud  pad. o
pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dcngan D
perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewa,.ban
bagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini

(3) Untuk mendapatkan pelayanan penerangan jalan umum scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badaun
harus mengajukan permolicnan secara tertulis Eepada Gubernu -
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

Pasal 167 158 57
[z

(1) Pelavanan sebagaiman. dimaksud Jdalam Pa-~o1/1e” yat

adalah obyek yang dikenak¥an retr busi.
12

2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Tasal Lo a3
(1) dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nams "o kb
Pemakaian Kekayaan Dae-ah.

Pasal 1&7 159
(1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Ol .

pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmat ' [.las ..
sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 162 ayvat (1).

L5y
Subyek Retribusi sebagaimana dimak..d pada .yt 1) !
ini adalah Wajib Retribusi.

to
~—
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[
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Paragraf 2

Cara Mcengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

DP.sal L&S’éo
158
Tingkat penggunaan jﬁ@a pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal /L1675 ayat (2) diukur berdasarkan lokas i,
kapasitas, jenis, satuan dan waktu pemakaian.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 166 16!
158
Prinsip dan sasaran pe etapan tarif retribusi pemakaian kekavaan
Daerah fasilitas/per-latan penerangan jalan umum schagaimana

dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) adalah dengan memperhatikan
biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusu! .n

biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berltaitan fanos.
dengan penyediaan jasa, biaya admini<t{casi w5 oo monJulnl L
penyediaan Jjasa, bunga pinjaman untuk memperoleh Leuntung ...
yang layak sebagaimana kcuntungan yang pantas Y1loL Tma o
pengusaha swasta sejenis, s.rta bercperas’ secara _f; a on,

orientasi pada harga pasar.
Tasal }87'63'

Struktur dan Dbesarnya tarif retribusi terhadap relayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 adalah sebagai berikut
. L 53
a. pemakaian peralatan !aboratorium' atas pemasangan
dan material/komponen penerangan jalan umum.

1. pemasangan penerangan jalan umum (p.j.u):

a) pengujian kualitas instalasi Rp 175.000,00/1ckasi

b) pengukuran distribusi cahaya Rp 165.000,00/10kasi

¢) pengujian kualitas cahaya Rp 165.000,00/1ckasi
2. material penerangan jalan umum (p.j.u):

a) pengujian kapasitas komponen Rp 115.000,00/jentis

b) pengujian ketahanan armatur Rp 161.000,00/1lo0kasi

¢) pengujian ketahanan tiang pP.Jj.u Rp 125.000,00/'ckasi
b. pemakaian peralatan penerangan jalan umum dan lampu hias

1. mobil tangga sampai dengan S jam

a) pemerintah Rp 135.000,00
b) BUMN / BUMD Rp 230.000,00
c) swasta Rp 320.000,00
d) lebih dari 8 jam dikenakan

tambahan biaya per jam Rp 45.000,00
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genset mobil sampai dengan 8§ j

a) kapasitas 80 s.d 150 KVA

am

1) pemerintah Dp 230,000 on
2) BUMN / BUMD T,o300 onn 0
3) swasta Rp 200 70 o~
4) lebih dari 8 jam dikenal .,
tambahan biaya pe: [ ow t,ofn e
L) kapasitas lebih * 50 oy
5.d 200 KVA
‘r\ ~ LalRa NVaY ~ M~

pemerintah

BUMN / BUMD

swasta

tebih dari 8 jam diken-
tambahan biaya por Jam

ESSEVS TN IS 35 T
S N N

laser sistem sampai dengan 2 J
a) pemerintah
b) BUMN / BUMD
C) swasta
d) lebih dari 2 jam dikenakan
tambahan biaya per jam
lampu hias.
1. revolving belt
a) pemerintah
b) BUMN/BUMD
Cc) swasta
d) Pemakaian lebih Far° 50
an 50 roll/harct.
2. lampu sorot
a) pemerintah
b)‘BUMN/BUMD
c) swasta
d) Pemakaian lebih 1 unit,
1 unit/hari.
3.lampu hias bukan Neon.
a) pemerintah
b) BUMN/BUMD
Cc) swasta
d) Pemakaian lebih
an 50 roll/hari.
4.lampu hias mini atau !ight.

) pemerintah
b) BUMN/BUMD
c) swasta
d) Pemakaian lebih dari 100
kelipatan 100 roll/hari.

1
£ vt

am
Rp 2.500.7°0C,0C0
Rp 3.000.000,00
Ep 4.000.000,00

Rp 1.750.000,00

1‘\,. -~ n"\f'\ [a e NN AN ol 1
T e -
R:\’ A £ l'\('\/\ I'\l'\ I aiial Al ’
1RGN
p\,) - ol N~ =
AN B - . .
- At 1 N ~oq
re ab onen. IS

Rp.21.000,00/unit/har:
Rp.30.000,00/unit/hari
Rp.40.000,00/unit/hari
dikenakan tarif

Rp.70.600,00/50 roll/ha-:
Rp.80.000,00/50 rotl/har
Rp100.000,00/50C roll/har:

Rp.17.00C,0C0/100 o1t/ 1.
Rp.25.000,00,/:00 vol',"

Rp.30.00C,C0,/"00 roll/ha
roll di tarif

S L,
Xenaman

kelipat. .

dari 50 roll! di kenakan tarif Kalipa.
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(1)

Pertamanan dan Kcindahan XKota

Bagian

Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Pasal 168 163
Pelayanan pertamanan terdiri dar] :
a. pemakaian lokasi taman dan jalur hijau;
b. pemakaian peralatan pertamanan,

C. pencbangan pohon pelindung milik Pemerintah DKI Ia° .
tanpa izin.

Setiap orang pribadi atau badan yang mcwe. 1yl elaz.
pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal o7 v
memenuhi persyaratan sesua’ dengan peraturan Jecundang Ly
an yang berlaku dan memenuhi Kewajiban =s.hagsa: Tatuy

dalam Peraturan Daerah ini.
Untuk mendapatkan pelayanan pertamanan sebagaimana dimalsu:l
pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus

mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Gubernur Kepal.
Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

Pasal 169 164

163
Pelayanan sebagaimana dimaksuc dola Pasal & ayat (1)
adalah obyek yang dikenalan sotolbusi,
. 163
Pelayanan scbagaimana “imatsud dalam Pasal 22 .i.: fe
dipungut Tcirsitusi- Jasa Usaha dengan nama Ret, & P :

Vekayaan Daerah.

Pasal LZ@ 165

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orangz
pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam PasaIL;ES ayat (1).

163

Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
adalah Wajib Retribusi.

-
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164
Tingkat pemakaian ygsa pemataian Xelayaar Dacrah cehagaimana -
maksud dalam Pacal /Ls9 ayat ¢2) dlukur berdacarlan iokasi, T
bapasitas, dan waktu pengzunaan.

Paragrafl 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 1o~ 167
164
Prinsip dan sasaran penetopan tarif retribusi pemakaian keka:aon
Daerah fasilitas sarana/pcralatan pertamanan sebagaimana di, 1

sud dalam Pasal 169 ayat {(2) adalah dengan memperhatikan biay.
investasi, biaya pcrawatan/ycmcl'haruan, biaya penyusutan, sal

asuransi, biaya rutin/pericdik vang berkaitan lang<ing dong
penyediaan jasa, blaya administrasi umum  yang moendubiin,  pony
diaan jasa, bunga pinjaman untuk memperc!ch keuntua o o ns o
sevagaimana Xeuntungan yang pantasy d“t-‘.,‘ T N
swasta sejenis, serta be uporasl oo oo D IR S IS e
pada harga pasar.

TLoal 13 168
Struktur dan besarnya *ari etribus terhadap pelayvanc:

sebagaimana dimaksud dalam Pabal Lé% adalah sebagai berikut
163
a. pemaxaian lokasi taman dan jalur hijau
1. shooting Film

.d 2 hari/lokasi 1.000.000,0C/12%. ¢

s.d 4 hari/lokasi 1.500.000,00/0kasd

s.d 8 hari /lokasi 2.000.000,00/10kas

d) Diatas S hari dikena- Rp 280.000,00/hari/ lokas.
kan biaya tambahan

[wp
—
th L »n

=R s |
ko le B

2. pemakaian lokasi taoman
untuk bazar, perlombaan,
saraschan, pameran, 11..r:a
ritual dan ’u\.hldtuﬂ lain

o)y 5.4 1.000 m2 Tproooom o v

b} 1.001 5.4 %.000 T, T oonn o P
c) 5.001 s.@ 10.000 B ” “,““P ?”‘,C?/F NV .
d) 10.001 s.d 25.000 ..> RJZ.:OJ 200,00/5 h.ki,x T

€} 25.0C0 m2 keatas. Rp‘.OO0.000, O/5 hol T tot

f) setiap penambahan 1 20 7 x biaya pokok tari°

hari pemakaian ditam-
bah biaya.




(95}

pemakaian

pemakaian
L rkemnahan

N

.

penggunaan

alur hijau untuk
proyek (Direksi Keet)
sejenisnya.

penggunaan
hijau untuk
pekerjaan
sejenisnya

12

pelajar,
iahasiswa
UImun

s.d 100 m2
101 s.d 200

201 s.d 300 m2
lebih dari 300
penambaha

Setiap

10 m2 liatas

jau dan gardu
pompa ben=<i

12ke dan

T

tenda kemah

dan
1) ukuran 2
?) ukuran 6
3) ukuran 1
umum
1) uwkuran 2
2) ukuran 6
3) ukuran

[d

luas dekore
~

untuk s.d 3

luas
untuk .4 2

lokasi
untuk pengambilan
foto dengan Handycamp
sejenisnya untuk

1 -
10Ka

pramuka,

lokasi

taman/jalur
material
proyek

mahsiswa

0 orang

-umbu!

Rp.

Rp
Rp
Rp
Rp

pemakaian peralatan pertamanan.

20C

1+ nnn ne

4.000,00/m2/harv i

160.c00."" "~
15¢.00¢C,00C."
250.000,00,

30

Rp
Rp
Rp

ﬁno . Y NEAN

.000,00 "

[N I8 ]

‘o

—a

LP I e

2D
oD

(]

DD
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c. Penebangan pohon pelindung milik
Pemerintah DKI Jakarta tanpa izin

1. diameter s.d. 20 cm Rp 400.000,00/pohon
2. diameter 21 s.d. 40 cm Rp 800.000,00/pohon
3. diameter 40 cm keatas Rp1.200.000,00/pohon

Baglan KesemiTm
kgL Dy

Pemetaan
Paragraf 1
Jenis Pelavanan dan Kewajiban

nasal 171169
(1) Pelayanan pemetaan terdiri dari
peta dasar (garis);
peta foto;
peta digital;

peta tematik;
peta teknis (struktur).

jo P o I w g+

@

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pclayanan
pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang- uxdana
an yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah ini.

~—
(8%
N

Untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada '
(2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mongaguh. .
permohonan secara tertulis kepada Cuboernur Xepala Da oobL
pejabat yang ditunjiuk.

Taragraf 2

Obyek, Golongan, Nama dan Subyck

Pasal 178 130 65

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1?2 ayat
adalah obyek yang dikenakan retribusi.

—
-
~—

19
(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1)
dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pengganti
an Biaya Cetak Peta.

Pasal 126 17l

(1) Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal avat (1).

169




(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) p
ini adalah Wajib Retribusi.

-

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 177 132

l}o
Tingkat penggunaan j7éa penggantian biaya cetak peta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) diukur berdasarkan skala,
ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tar.f

Pasal 128 133
I}o

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribus: penggant l.on UL

cetak peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1785 ayat {2} adala

dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya

survei, biaya pengukuran/pematokan dan kemampuan masyarakat

serta aspek keadilan.

Pasal 128 134

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut
7o

a. Peta Dasar (Garis)

Tarif

No.| Skala Peta Ukuran - -
Cetak Biru Ofset

i Warna

1. 1 1.000C (50x50)Cm Rp 5.000,00/!lembar Rp 7.500,00/Yemblis

2. 1 2.500 (50x50)Cm Rp 6.000,00/1lembar Rp 2.00C,0C/1_ " .

3. 1 5.000 (50x50)Cm|Rp 7.500,00/lembar Rpl0.C02 ,00/lcubia. {
4. 1: 10.000 (50x50)Cm Rpl10.000,00/lembar Rp12,500,00/lcmbo - '
5. 1: 25.000 (50x50)Cm Rp12.500,00/1lembar Rpl5.00C,00/1lcal .
6. {1: 50.000 (50x50)Cm Rpl15.000,00/lembar Rpl7.500,00/ 1eml: s |
7. 1:100.000 ( |

50x50)Cm|{Rp17.500,00/lembar Rp20.000,00/ em™oyr




b. Peta Foto
Tarif
No Skala Peta Ukuran — i S
Cetak Biru Cfsct
1 1w
'1. 1: 2.500 (50x50)Cmi{Rp 6.000,00/1enk Ee20.000,00/1c."
2. 11: 5.000 (50x50)Cm{Rp10.000,00/lembar |Rp25.000,00/" -
3. [1: 10.000 (50x50)Ci:{Rp15.00C,00/lembar |Rp3C.000,00/!
[4' 1: 25.000 (SOXSO)Cm‘RPS0.000,00/Iembar Rp3f.000,00/1emtl. .
c. Peta Digital
‘ Tarif :
NG.; Skala Peta Ukuran |
Cetak Komputer |
o o {
1. |1: 1.000 (50x50)Cm Rp 90.000,0C,l¢embar :
2. |1: 5.000 (50x5C)Cm Rp 95.000,00/1lember
3. (1: £0.000 '(SOXSO)Cm Rp 100.000,00/1
d. Peta Tematik
' Tarif |
No.|Skala Peta Ukuran i -
Ofsct Ofsct Cetak
1 Warna > 1 Warna Komput
1. 1.000 [(50x50)Cm - Rp 90.000,C0
_ /lembar
2. 5.000 (50x50)Cm Rp30.000,00|Rp40.000,00 Rp 95.000,00
/lembar /lembar /lembar
3. 10.000 |[(50x50)Cm|Rp35.000,00|Rp45.000,00 Rp10C.000,00
/lembar /lembar /lembar
4. |1: 25.000 |(50x50)Cm|Rp40.000,00 Rp50.000,00|{Rp105.000,0C0
/lembar /lembar /lembar ‘
5. 1: 50.000 (50x50)Cm Rp45.000,00{Rp55.000,00 Rp110.000,00
/lembar /lembar /lembar
6. (1:100.000 |(50x50)Cm{Rp50.000,00[{Rp60.000,00 Rpl15.000,00
/lembar /lembar /lembar
e. Peta Teknis
g Tarif ’
No. Skala Peta Ukuran - — |
Cetak Biru '
'1. 1: 1.000 (50x50)Cm Rp 5.000,00/lembax :
2. {1+ 2.500 (50x50)Cm Rp 6.000,00/1lembaxr
3. |1: 5.000 (50x50)Cim Rp 7.500,00/1lembar

!
!
|
1
!
!
!
|
I




Bagian kKesepulin
Jaringan Utilitas Kota
Paragraf 1
Jenis Pelayanan Kewajiban

Pasal L%G|75

(1) Pelayanan jaringan utilitas kota adalah penyediaan Lanah
penempatan jaringan utilitas dibawah tanah.

(2) Setiap orang pribadi atau badan rang memer ukan peliyvanag
Jaringan utilitas kota scbagaimana dimaksud pad (s
pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peratur
perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajib

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Untuk mendapatkan pelayanan Jjaringan utilitas kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan
harus mengajukan permohonan secara tertulis kKepada Gubernur
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

Pasal L&f’}é

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 10 !
adalah obyek yang dikenakan rtetribusi.

175
(2) Atas pelayanan sebagaimana dimak-ud do° m Tz~ .
(1) dipungut Retribusi Jasa © ha a AR 1

Pemakaian Kekavaan Daerali.

Pasal 17 177
(1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah lah  bal:
yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dima’
dalam PasalL}S% ayat (1).
I

(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 1
ini adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal L%Sl?@

17
Tingkat penggunaan j;sa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasall!181 avat (2) diukur berdasarkan diametcry
jaringan, panjang jaringan, jenis, satuan dan waktu pemakaian.




ia) N-\,.::lr 1
Drinsip Ponetapea.. Stiuk dan a Tarlf
rasal 127 139
196
Prinsip dan sasaran penctaps fos i P
.rah hagaimana Es dalam Pasal LA !
denzan memperhatikan biays inv asi. biava pe , el
an, biaya rutin/periodik yanz b langsurn ng oF :
jasa, biaya administrasi umum yvang inendukung pcn\eﬂ ja Ul
memperoleh keuntungan yanz lavak s chagaimana keuntunge 3 L
pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta '
secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
Pasal 155 180
Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelarna
sebagaimana dimaksud dalam Pasal adalah penyediaan I

untuk pemakaian penempatan : [1?5

a. Kabel dan pipa tanpa 'nggunakan bangunan kckeo o
=)

1. Kabe! Rp
2. Tia
Diamcter s.qa 500 to Rp
b) Diameter 301 5.7 500 miltime 2t RTp
C) Diameter 501 . 10C° m:limet

d) Diameter l2bih dari 1000 mili-
meter 1

200,00/ mete.

b Fal [
200,

1AN AN
- Yy

4 I 1
’ 1
v
I2x)

LAN0 00/ meter/tahun

b. Bangunan koker Rpl10.0C0 .00/ me

PAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal LS | 8'

Wilayah pemungutan retribusi ailah Dacsr-h ¥

Cr et
I 117
LAl el ~aaT™oa AT IR T

v,

™

aaal ylal«
(1) Pemungutan retribusi Daerah tidak dapat dib

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
yvang dipersamakan.

4

atau

kubik/t

bt




BAB IX
PENDATTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 13% 183

A 1 ™ + .t 1 L]

(1) Setiap Wajib Retribusi baik yang berdonﬁsﬂi‘q;\vﬂayah'Daenﬂl
Khusus Ibukota Jakarta maupun yang berdomisili di luar wxla.yal?
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memiliki objek retribusi di
wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib menyampaikan data
objek dan subjek retribusi.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan
pendataan bagi unit pemungut retribusi.

SV T T,

BAR ¥
PENETAPAN
Pasal 132 184

(1) Penetapan besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan
atas perkalian antara turif dengan tingkat penggunaan [asa.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal .i
didasarkan atas permohonan yang diajukan Wajib Retribusi.

(3) Atas penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini diterbitkan SKRD atau dokumen lain yvang  dipersana
kan.

(4) Terhadap Wajib Retribusi yang tidak wmengajukan L. rimG!
sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) pa=at i T e
diadakan pemeriksaan maka diterbitkan SKRED  seco_a Jaba!

dengan pengenaan retr bu,l  ccbhesar Jumlah pohob relril.
yang terutang ditambah sanksi administras. boerupa denda

sebesar 100 % dari pokok retribusi vang terutang.

(5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketemukan data baru
dan atau data yang semula belum terungkap, menyebabkan penain-~
bahan retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRD Tambah:
dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribu i
tambahan yang terutang ditambah sanksi administrasi Lberupa
denda sebesar 50 ¢ dari pokok retribusi tambahan yvang
terutang.

Pasal L}@leg

(1) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamat .
SKRD Jabatan, SKRD Tambahan ditetapkan oleh Gubernur Kop .’
Daerah.

(2) Tata cara pelaksanaan penetapan ditetapkan N CAtS

Kepala Daerah.




(1)

BAR XT
PEMBAYARAN
Pasal ;94186

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat
lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan
menggunakan :

a. SKRD;

b. Dokumen lainnya yang dipersamakan;
c. SKRD Jabatan;

d. SKRD Tambahan.

e. STRD

Jatuh tempo pembayaran dan tempat pembayaran sebagaimana di
maksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Guber
Kepala Daerah.

Dalam hal Wajib Retribusi tidak daps penbal
secara lunas/sekaligus sebagaiman dimaksud pada yat
huruf a, ¢, d dan ¢ pasal P, Wajib Retrib Tapat Lol
kan permohonan pembavaran secara angs Kepe Guh

Kepala Dacrah atau pejabat yang ditunjuk

Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran ~ebagaiman.
dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan olch Gubernur
Kepala Daerah.

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi
sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagi-
mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ¢y, d dan ¢, Wajib
Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran
kepada Gubernur Kepala Dacrah atau Pejabat vang ditunjuk.

Tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) pasal ini ditetapkan cleh Gubernur Kepala Daerah.

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah jatuh
pembayaran yang ditetapkan secbagaimana dimaksud ayat (2),

ayat (4), dan ayat (6) pasal ini atau kurang , !
dikenakansanksi administrasi TDe_upa bunga sebo SR
persen)y setiap bulan dar’ 1ot husi yang T GE, L = L.
atau kurang dibayar dan Jditagih dengan g STRD

Bentuk dan isi STRD ditetapkan oleh Gubernur Kepala Dacrah

BAD XII
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 192 18%

SKRD, Dokumen lainnya yvang dipersamakan, SKRD Tambahan, SKRD
Jabatan dan STRD dibukukan menurut golongan, Jenis dan ruang
lingkup retribusi.

Tata cara pembukuan ditetapkan oleh Cubernur Kepala Daerah.

///




rasal 193 (88

ta cara pelaporan pencrimaan retribusi ditetapt. o 7 ™
Kepala Dacrah.
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Pusal 324 189

Surat peringatan/surat teguran merupakan awal tindakan selak-
sanaan penagihan retribusi.

Penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada  ayat
(1) pasal ini dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum jatuh temp

pembayaran dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SXRD Tambahon
dan STRD.

Penerbitan surat teguran dikeluarkan setejah -~ {(tujuh) 1.
sejak jatuh tempo pembayaran sebagzaimana dimaksud dalam SETD,
SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.

Dalam jangka waktu ~ (tujuh) hari = v tanggal
tegaran, Wajilb Retribus. Lo meluna R -
terhutang.

Bentuk, isi surat peringatan dan sura' o0 dit .,

oleh Gubernur Kepala Dac - ah.

KEDALUWARSA PTVAGTHAN

Pasal 192 190

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa sctelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung .o jak <ol
terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Rot~ibusi melal.

Yan tindak pidana dibidang retribusi.
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebazaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila

a. diterbitkan Surat Teguoan, atau;

b. ada pengakuan utang retribusi  daci Waji't. 2o+ ibhu ! !
langsung maupun tidak% 'anzsung.
Tata cara penentuan kadaluwarsa penaglih.n ro’ vy o T i

kan oleh Gubernur Kepa'a Dae::h.
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BAE XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 196 19l

Piutang retribusi yang sudah Yadaluwarsa sebagalng Timat
dalam Pasal }95 dapat dilakukan penghapusan.

L iq0
Piutang retribusi sebagaimana dimaloud pad. .. . .

ini berdasarkan permohonan penghapusan pf v o
Pendapatan Daerah,

1
i

&)

Permohonan penghapusan csulang cetoibuai o5 oha -
vada ayat (2) pasa! ‘n° “eRuroiaz-Ye taagaya hoLcos 0 Lt
av nama dan alamat Wa ! Rel iy "

b. jumlah piutang Totr il s

c. tahun retribusi,

Periwolionan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pad .
A .

ayat (3) pasal ini, dengan melampirkan :

4. bukti salinan/tindasan SKRD, SKRD Jabatan, SK2D Tambalan
dan STRD;

b. surat Keterangan dari Repala Dinas Pendapatan Daerah bahwa
piutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi;

c. daftar piutang retritus yang tidak tertagih.

Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimat ¢
ayat (2) pasal ini, Gubernur Kepala Da.. N

penghapusan piutang retribusi dengan terlebih -

pertimbangan dari Tiu yang dibentul. olch -

Daerah.

Pelaksanaan lebih lan)_ ! p-ichoon on pletin. Jteitn !
J ! NS i it <

tapkan oleh Gubernur Ko, 7'a Dazrah.

KEBERATAN
Pasal 197194
Wajib Retribusi dapat mengajukan kel +1°cn kepad A
1

Kepala Daerah atau Pejabat Lan.  div a0 ce s
Jabatan, SKRD Tambaran.

Keberatan diaj. kan scco. ' ! Tl Toton.
Jengan disertai alasan-a . - .
hau™os diaf.kan "L o0 0 ’ L
jak  toe__ 7 ’ .
apabita Wa, 'k Retye ™ .
tercebut ¢°2 v~ o0 C

.

¥
Yoy Yoot g e
(DRI Pl S Al a .
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Daciah Jlak acnetapkan putu L

T Al 1

arat (3) pasal ini, = .1 . el g
A - L
ot LA W 1 P

G118

Kewajiban uontuk sy oo o Pl ot

Do - - - 1 A P . 1
diajukan =surat keb. . cwoa dimak o oud St
- . .
pasal ini.
- - B
\\‘t
ATANTTIY AT~ ar TTTNTY T W e N ™
Pryarm T RETET IO O
N

Tsel 12~ 193

o

Gubernnr Nelota Daeo o map&t 2 :
ringanan zmbeba- . Aﬁzi Qr“\oh “4”‘ “AFau *“h A
qo‘av\\jm permohonan faiy Nu(b mmbuu hrku - ha! J”?F?L?h‘hf
T .

.

O pomerian Den_ . A

“etribusi  scbagaimana R ! ! : '
itetapkan oleh Gub.. .
~ - 1(?\77‘- T

PEMBETUT 7 7y . DL MOUTANGAN
KETETAPAN, PEVT7T 707> <74 pry SURAT

T g

RO
SANIT T OADMINIISTRAST
T o 194
.ol ) e T T H ER - ) s ,
‘V\ ad i ~e L lYL.'L.L.: L xlhl.)f\t il iy O N !
CITTYTY laad B B | [alaal ol o

terhadap SKRD, SKRD Jahe
dalaw penerbitannya ) v ; .

hitung dan atau Tt ! R . -
Daecah
Gubecnu  Yepala D ! i _

NSO o an ~ g e AR
t ‘.z\i;;u L..n;r.(lﬂ [ SN

’ epa bonga 1o !

AL Tan Wagltonoeooo

L.omesagisangkan atac - T 7

i

- .’1.{‘,['~ X.DM'IXC{L .

Permohonan pembetulan, prigtrangan  atau pong .

administras., peng urux-u“ atat pembatalan ket 4 |
sebagzaimana dimakgud pada asat (1) Jan (2) paol! ot

disampaikan seccara ‘tertulis kepada Gubernur Kepa! T.
paling lama 30 (tiga pul.h) har! sejak tangg * vt
SKRD Jabatan, SKRD Tambahaa dan  STRED Teon ' o

- R . T Vs
Cllab'.txl ‘}'.\“‘:, JEidw.,

Gubernur Xepala Daerah ATV ! _
3 (tiga) btula. sejax vy o1 '

han heputlu. va.
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Apabila dalam jangka waktu o (enam) bulan Gub., nusr 7

Dacrah tidak menetapkan ¢ putusan setogal o Jioake T
axat {3) pasal ini, maka 1 . T
Olangzap diterima.,
Kewajiban untuk P .
diajukan surat RKebeo ot L o .
Ju\dl ind.

TITIATIN cvom anr TITITY T AN v

PO S S Y . | R E J

TUTTNETN I A £ 4 TN TR T Ry T

o0 o i
Anl ~ o ¥ 17
sal o 1am 193

Gubtrernur  Kepala Dacrc . b dapat m'thIlpdn e

ringanan dan pembebasan 1et¢1bu¢' bﬁérm0k°h4“ A au f“bPﬂ
adanyge perrachonan i wajth rebebur hgrk - ha! tertenty.
Tata cara pemberian pcn0u1angdn, keringan Ton ool
retribusi sebagaimana dimaksud pada avat+r [ !
ditetapkan oleh Gubernuvr Kepal: Dacrah

[LRS R G
PEMBETULAY  “TMRATALAYN, Trvomoss o

KETETADAN . Murmsr o mrre s ammar oo oo
TTETADAN, ™ AT N

Lol A ALY AT T A Y
o0 STR A

- J'/r}n‘ \94

ot - v e
‘iuu'__. O RO (SR

te hadai BKRL, SKRD T AR ’ ’
Jolam hx‘l‘UlthH\fﬁ. ’

hitung Jﬂn atau ! o

Daerah.

Gubernur Kepala Dacraly Lo pejoabat sang 7 -

a. mengurangkan atav monghapuskan Lanm T
erupa bun a Galaw hal sank-i terscbut dikenakan 7

1
kekhilafan Wajib Ret,sibusi atau bukan karena ke ol

U. omengurangkan atav  menbatalkan  keto®t poan T
tidak benar.

Permohonan pembetulan, . i_ R

administrasi, penguran

sebagaimana dlmaksud

disampaikan., -ccara

paling lama 35 tio. ., T

SETD T uta, TR T g

ala o oSl

TUoTolads ol Ta Dal . .

Doftigan vt oo '
ToLubu

AN
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(6)

- ¢ . A

oo i o cetetah lowatr 3
dimaksud pada ayat (3) . v Ta. 05
pejabat yang ditunjuk tid1.%  membo

permohonan pengurangan au o ponghapus e

berupa bunga atau pemhatalan ket tapan

diterima,

BAD XNTX

PENGEMBAT AN KELEBTHAY TIMDAYAR

It Rel U 1

Atas kolebihan penbo o o Tt oW
mengsjukan peomohonan  , rooabal’ v,
Daerah.
Gubernuy  Xepala ™0 o0 . '

6 ({enam) bulan - !

Lel:xihan ol . _
st L p s :
Ap ot Jangho owakt o R :
in® te'oh dilimpauw: A T vl s D
kan suaty Toputusa, T R
retribusi  dianggap 77U 'kac Y- SUPDL
dalam jangka  walitu o llal Tama 10ty
Apubiila Wajib Retlribusi woem, ny 7 1t
kelebihan pe mbayarun B £ N R PR BT
(1) pasal ini langsung diperhitungharn 17
dahulu vtang retribusi ¢ - tut,
Pengembalian kelebihan 1 ombarac .
dimaksud pada ayat (?) Castoanl YTy
paling lema ? (dua) ™'~ -~ [ Lo 1t vt
Jl«ulla pengemb..> a4 v T . ..

telah Jewat jaonzta A v

D&c homog! “kan v

St Lo heter? ouant N ;

AR I

bR | .
Tran

REURS

4

e~

Tata cara pengemboalian ke'eb han pembayara.s o

mana  dimaksud pada avat {1) pasal

Gubezrnur Kepala Dacrah.

BAL HX

PO Y

PTMTRIKSAAN
‘1\‘1 /61 '9(9

Gubernur Kepala Daera
melakukan pemeriksaan 1“I~h nengu
kewajiban retribus! 17 anm angha
Daerah ini,

h atau pejabat rn2

..

ini

o

2R

4



hl Al 1 ”
..:’1“-*-‘ - . - -
memas<ul . 20 i S S ' Ton
] N ‘N JE 1 .4 N
membe ikan *oter . o T AN
C.or e pemeriksaan Coos o T aratmana e ! !
) S R N N TR R RN R YT AT TRTR i (T PR RTRT bop v
DAR XXI
RETENTUAN DTDANMY
Plvu‘ ;gﬂ ,q?
¢ Wajib Retribusi yang *“ida™ - "-lecookan o v aac »
merugikan keuangan Dac...” i L - .
(cngm) bulan atau denda o 77 _ v vt 0 ey .

busi yang tevutang.
(4 Tmhlc pléana 9ebqouwkmr Hwmaktad puin mnt( basa v adadah pe-
[angaasan -

AR SN L 2 203

nr\v\r*rvx_vvh’«i_'
[N R A LA

Dis il 257149

(1) Pejabat Pegawai Neger' " .. tertentu di lingkungan cmerin
tah Daerah diberi wowen . Ythus < <ebaga” DPenyidill ’
taku¥an penyidikan ti~" ' ibidang reot-ctr . o7

L=
1 * M o 1- 1 1 1 . L Ty 1. - Q. o W 100 1
- < o< - ATI 3 £ 2 310 (RN SIS T T il vl v . - - s
teptaaeHuloum—Aeara R dono

(2) Wewenang Ponyidik scob. Lo o Sude L at o
in® adatlah

a., nene imo meno .. d0 ol : -
atau laporan be ' . talk 2t T
tribust Dacrah a_ . ! '

jadi leb’™l ]Ch_\uL ’ .
b.omen Sima, scari, ..
. o T adt oo -
o chul - R T ~
N - AN
Lo R o ! o ! .
Lol sehubungan dengo. T -
n ah;

d. wemeriksa buku-buku, _ototooo . Gan Joblumen JdoN
lain berkenaan 2.onzos 0020 pidlos iYL o
Daeran,

¢. melakakan  penggelodahan  untal mendo, ot . T !
pembukuan, pyncauftar dan doku- -~ Tobos !

“lakukan penyitaan toerhaday bBolan BoLts '



-

f. meminta bantuan tenag ahli dalam rangka pelsn .

tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribool Dao.ol;
g&. menyuruh berhenti melarang s yTang 2galk -
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang ! Tangs.on_ 7
memeriksa identitas 2 atau dokumen rang dib U
mana dimaksud pada 5o
h. memotret seseorang yang Dberkai*t n “ongan  ¢indak !

retribusi Daerah;

i. memanggil orang untul ?lJengar keterangannya dan diperihsa
sebaga. tersangka atau saksig

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu wuntuk kelancaran
tindakan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi
Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pac ini mem®™._
tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil peay. "

annya kepada penuntut umum, sesuai dengan keten‘u ang
atur dalam Undang-Undang Nomocr S Tahun 198t ¢ o
Acara Pidana.

v Al

BABR XXIII
KETENTUAN LAIN-LAIYN
203 199

(1) Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan tarif
retribusi jasa umum dan jasa usaha sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah ini, apabila penyediaan jasa dimaksud meng-
gunakan bahan/barang pakai habis yang harganya relatif
cepat berubah.

Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

—
[ §9]
~—

Pasal 205 200

Semua hasil pungutan retribusi Daerah sebagaimana Tal
Peraturan Daerah ini harus disctor ke Xantor h al
dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang .

Pasal 206 40l
Gubernur Kepala Daerah menetapkan prosedur ra P
lenggaraan serta penanggung wab pemungutan ret.oi’ N

mana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 207 202

Pungutan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini,
administrasi maupun teknis pemungutannya, dilaksanakan dibawah
koordinasi Dinas Pendapatan Daerah.

-
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BAB XXTV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 208 203

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Dacrah ini ditetap
Kan oleh Gubernur Kepala Dacral.

Pasal 209 204

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka

a.

Pasal I huruf B Peraturan Daerah Daerah Xhusus Ibukote Jakart .
Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Feraturan Daerah
Daerah KXhusus Tbukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1979 tentang
Perparkiran di Daerah Khusus Tbukota Jakarta;

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun
1993 tentang Retribusi Daerah Bidang Pemerintahan Daeral
Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun
1995 tentang Retribusi Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat
Daerah Khusus Ibukota Jakarte;

Peraturan Dacrah Daerah Khusus Tbukota Jakarta Nomor 3 Tahun
1993 tentang Retribusi Daerah Bidanz Tkonomi Dac. uh Nhu
Ibukota Jakarta;

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun
1996 tentang Retribusi Daecrah Bidang Pembangunan Daerah
Xhusus Ibukota Jakarta;

T

R PR
L.,

Peraturan Daerah Daerah Xhusus Ibukota Jakarta Nomor 12
1996 tentang Leges;

Pasal 11 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
12 Tahun 1986 tentang Penomoran Bangunan dalam wilayah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

Pasal 20 s.d. Pasal 28 Peraturan Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan
Lingkungan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Pasal 14 s.d. pPasal 24 Peraturan Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pengusahaan
Perpasaran Swasta di Wilayah Daerah XKhusus Tbukota Jakarta;

Pasal 31 s.d. Pasal 39 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibulkota

Jakarta Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan
Ternak, Perdagangan Tecrnak dan  Daging di Wilayuali Daerah

Khusus Ibukota Jakarta;



K. Pasal 21 ayat (2), (3) dan (3, D 7 "0 .10 20 Tt
Daerah Daerah Khusus JTbukola Jakaria Nomor
tentang Usaha Persusuan di Wilavah Daerah Khusus Ibhulo
Jakarta;

I. Pasal 251 s.d. Pasal 270 Doraturan Daci ™ Navgsah B
Ibukotu Jakarta YNomor 7 Tahun ° tontang  Daaz onan T
Wilayah Daerah Xhusus Ibukota Jakarta,

m. Pasai 29 .¢. Pa~al 28 © v T "
Ibukota J0~ ;Lu Nomor © 77 tant =

Wilayalh Daerah ¥hu ) !

. Pasal 143 A, Pasal oo Doial i )
Ibukota Jakarta Nomor ° Tahin 002 _
Pahaya Xebaka:ian d.’ et 7
Jaka “ta;

0. Pasal 31 <., T .wal 20 ™ - '
T Nomor 5 Tahun "2 o Lo
Unggas serta Peredar.. ~ _° _ Toleds L .
Khusus Tbukota Jakart .;

p. Pasal 18 s.d. Pasal 25 Peraturan Dacrah Dacsab Thu
Jakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pembincon Koo _,oubiloioa.,
Pramuwisma di Wilayah Dacrah Khusus Thulola Jetartay

q. Pasal 11 s.d. Pasal 18 7. ti.: © Do_-ah Daerah Th ko
Jakarta \unc; T Tahun 1707 oy anl Tt gt B L
Kesejahteraan 7Tokerla R ~ ! oo iy
Khu;u: Iburcts Jakarsta,

. Pasal 27 5.4, Pa-al 7 -

Jakarta Nomcr 9 Taho. 000 g
Jalan d: Wilayah Dacy
. a o 1 N AR
Tikarea Yoo, 1T oo
Sibion, o~ = o , - o
Xhus ThT ! Tl

R L Toaal vl Tl o, - !

Jakarta Nomor 1 Tahu- 1290 t.ntan. ™ vos " Tor
Penduduk daltam cangka 300w Infl. . .ol | . ’
dalam Wilayah Daerah Khusus ITbuko*. "' .o+

u. Pasal 22 Peraturan Dacrah Dacr.h Xhusuvs Ih., 50 7o
12 Tahun 1997 ‘tentang Usaha Pariwisat di D oo

Ibukcta JTakarta;

dinyatakan tidak berlaku lag;.




k. Pasal 21 ayat (2), (3) dan {3), Tasal 22 Jd. 2% Ye oAt L
Daerah Daerah Khusus JThukota Jakarta Nomor 2  Tahun 1000
tentang Usaha Persusuan di Wilayah Daerah Khusus Ibukol.

Jakarta;

1. Pasal 254 s.d. Pasal 270 Peraturan Dacrah Daerah Khusu.
Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Daluwm
Wilayah Daerah Xhusus Ibukota Jakartsa:

m. Pasal 29 s.d. Pasal 38 Peraturan Daerah Daerah Khusu.
Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaman T
dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

n. Pasal 143 s.d. Pasal 156 DPeraturan Dacrah Doerah Ml
Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penanggul! .._ ..
T 1

Bahaya Xebakaran dalam Wilayah Daerah Khusus R
Jakarta;

0. Pasal 31 s.d. Pasal 40 Peraturan Daerah Dac ah Khu . N
Jakarta Nomor § Tahun 1992 tentang Penampungan lan 7 !
Unggas serta Peredaran Daging Unggas dalaw WI1 |00
Khusus Thukota Jakarta:

p. Pasal 18 s.d. Pasal 75 Peraturan Dacrah Dac.oan Iho
Jakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pembliacn Tlo.
Pramuwisma di Wilayah Dacrah Khusus Ibhukota Jahastlay

g. Pasal 11 s.d. Pasal 18 Peraturan Daerah Daerah Khusuq Ibukota
Jakarta Nomor 7 Tahun 1989 tentang Ketentuan enyelenggaraan
Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan di W11ayah Dacral
Khusus Ibukota Jakarta;

©. Pasal 47 s.d. Pasal 49 Peraturan Dacrah Davrah Khususe IL.T 350
Jakarta Nomor 9 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas den  Anghuo o

T

Jalan di Wilayah Daerah Thusus Ibukota Takartas
s. Pasal 14 s.d. Pasal 22 Peraturan Deoe-ah Daesah Fhusus  Ibuko
Jakarta Nomor 11 Tahun 1925 lentanz Pengawasan Howan Tt

™

i
Rabiesg, Serta Pencegahan dan Pﬁnanzgulanzuh Rabiz~ di Dacs
Khusus Ibukota Jakarto;

t. Pasa' 32 s5.d. Pasal 41 Peratu:an Daerah Dacrah Hhusus  Tbhukola
Jakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelengzaraan Fendaft. o .
Penduduk dalam rangka Sist'm Informasi Mene] mon Dopoando

dalam Wilayah Daerah Khusus ITbukota Jalarta;

u. Pasal 22 Peraturan Dacrah Dacrah Khusus Ibukotlo Jakarta Nooo
12 Tahun 1997 tentang Usaha Pariwisata di Daerah Khu-
Ibukota Jakarta;

dinyatakan tidak berlaku lagi.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1999
TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dari Peratur-
an Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Retribusi Daerah Bidang
Pemerintahan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tentang
Retribusi Daerah Bidang Ekonomi, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
1995 tentang Retribusi Daerah Bidang Kesejahteraan Rakvat, Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 1996 tentang Retribusi Daerah Bidang
Pembangunan serta beberagpa jenis pelavanan vang ditetapkan secara
tersendiri dalam Peraturan Daerah menurut jasa pelavanan vang
diberikan kepada masvarakat.

Pengaturan kembali Peraturan Daerah ini merupakan pelaksa-
naan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 199°
tentang Retribusi Daerah vang menetapkan pemberian jasa Daerah
secara limitatif dan juga ruang lingkupnva sehingga jenis
retribusi vang dapat dipungut tidak dapat dikembangkan lagi di
luar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 169G~
tentang Retribusi Daerah.

Jenis pelayanan/jasa yvang diberikan secara limitatif tersebut.
dibagi dalam tiga jenis golongan retribusi Daerah vaitu retribusi
jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan
tertentu yang harus diikuti dengan penvempurnaan tarif retribusi
masing-masing jenis jasa yang diberikan, dimana komponen tarif
untuk masing-masing jasa harus mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 1997,

Sehubungan dengan hal tersebut di atas. maka dalam Peraturan
Daerah ini mengatur kembali jenis pelavanan vang diberikan kepada
masyvarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan vang
berlaku dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi Daerah sebagai-
mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
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Pasal 27 avat (1) huruf a :

huruf b

Hasil penelitian gambar rencana
dan atau pengujian akhir
persvaratan instalasi pro-
feksi kebakaran dapat

digunakan sebagai bahan pemberian
rekomendasi pemeriksaan per-
svaratan pencegahan kebakaran

pada pelaksanaan pembangunan

gedung dalam rangka penggunaan

bangunan selama masa tenggang
waktu tidak lebih dari 3 (tiga)
bulan.

Yang dimaksud dengan ancaman

kebakaran yvang ada pada Dbangunar

gedung adalah :

- Bangunan yang mempunyai ancaman
bahayva kebakaran ringan
antara lain bangunan vang
dipergunakan untuk ibadart,
klub. pendidikan, perawatan.
perpustakaan, museum, perkan-
toran perumahan. rumah makan.
perhotelan, rumah sakit.
lembaga pemasvarakatan.

- Bangunan yang mempunvai ancaman
bahava kebakaran sedang 1
antara lain bangunan parkir
mobil, pabrik roti, pabrik
minuman, pabrik susu., pabrik

elektronika, pabrik gelas.

- Bangunan yang mempunvai ancaman
bahaya kebakaran sedang 11
antara lain pabrik bahan makan-
an, pabrik kimia (bahan Ximia
dengan kemudahan terbakar
sedang), perdagangan. bengkel
motor, pabrik barang kelontong
pabrik keramik, pabrik tekstil
percetakan dan penerbitan.
pabrik/perakitan kendaraan

bermotor.

- Bangunan yang mempunyai ancaman
bahayva kebakaran sedang ITI
antara lain bangunan gedung
pameran, pabrik makanan.
bengkel mobil. studio dan
pemancar. pergudangan (vang
menyimpan Kkertas. cat, minu-
man keras, perabot rumah
tangga dan lain-lain}). pabrik
makanan Kkering dari bahan
tepung, pabrik sabun. toko-
dengan pramuniaga lebih dari 50
orang pabrik plastik dan
karung plastik, penggergajian
kayu, pengeringan kavu.
barang kertas, pabrik tepung
terigu, pabrik pakaian.

J




huruf c

huruf d

s.d. }¥A

ayat (2) dan (3)

Pasai 28 s.d. 38

Fasal 39 ayat (1) huruf a

huruf b s.d. e
ayat (2) dan (3)
Pasal 40 s.d. 43
Pasal 44 huruf a dan b

huruf c¢

huruf d s.d. e

Pasal 45 ayat (1) huruf a

huruf b s.d. e

- Bangunan yang mempunyai ancaman
kebakaran berat antara lain
bangunan pabrik kimia (bahan
kimia dengan kemudahan terba-
kar tinggi)., pabrik kKembang
api, pabrik Kkorek api, pabrik
bahan peledak, pabrik cart.
pemintalan benang atau kain.

Yang dimaksud Alat Pemadam Api

Ringan {APAR) adalah alat

pemadam api ringan yvang dapat

memadamkan kebakaran kelas A

dan kelas B dengan dayva padam

untuk masing-masing kelas vaitu
2A dan 5B - 10B.

contoh APAR vang mempunyva i
daya padam 2A. 5B - 10B antara
lain busa kimia untuk 9 liter.
busa AFFF (aqueous fim forming
foam) ukuran 9 liter. dry-
chemical (sodium bikarbonat)

ukuran 2,3/4 1b s.d. 5 1b, dry-
chemical (potasium bikarbonat)
ukuran 2 s.d 5 lg.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud pemeriksaan kese-
hatan ternak potong adalah
pemeriksaan kesehatan ternak
potong sebeium dipotong (ante-
mortum) dan setelah dipotong

{post mortum).

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pemeriksaan laboratorium kasmavet
adalah pemeriksaan pengujian
terhadap bahan asal hewan dan
hasil bahan asal hewan.

Cukup jelas.

Yang dimaksud hasil hutan adalah

kavu dan rotan.

Cukup jelas.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

46

36

(o))
[ 89

avat

s.d.

(2) dan (3)

55

huruf a s.d. ¢

huruf d angka 1

huruf

€

angka

huruf f dan g

s.d.
huruf

huruf

61

a

g

s.d

huruf

huruf

huruf

huruf

huruf

huruf

5

P

a

d

.d.

ra

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Yang dimaksud harga transaksi
adalah harga transaksi penjualian
ikan.

Yang dimaksud harga pedoman
adalah harga pedoman yang dite-
tapkan Gubernur Kepala Daerah.

Yang dimaksud harga pedoman ada-
lah harga pedoman yang ditetap-
kan Gubernur Kepala Daerah.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Yang dimaksud harga pedoman
adalah harga pedoman vang dite-
tapkan Gubernur Kepala Daerah,

Cukup jelas.

Yang dimaksud sejenisnva antay
lain sayur-sayvuran. bumbu daput.
daging, ikan basah.

Yang dimaksud sejenisnya antara
tain tekstil, pakaian jadi.
barang dari kulit/plastik,
barang pecah belah, kosmetik,
asoseries, sembako.

Yang dimaksud sejenisnya antara
lain makanan dan minuman proses.
makanan minuman siap saji.

Yang dimaksud dengan usaha jas
antara lain potong rambut
service kendaraan bermotor
bengkel sepeda dan sejenisnya.

Cukup jelas

Yang dimaksud acara keramaian
umum vang diselenggarakan secar

khusus dan bersifat sementar

antara lain Pekan Raya Jakarta.




huruf k

avat (2) dan (3)
Pasal 70 s.d. 74

Pasal 75 avat (1) huruf a

huruf b s.d.
ayat (2) dan (3)
Pasal 76 s.d. 79
Pasal 80 huruf a

huruf b angka 1

oY)
jas)
(o]
w
%)
o

angka 3 s.d.

angka 8 s.d.

angka 12 s.d.
huruf ¢ s.d. e
Pasal 81 s.d. 85

Pasal 86 huruf a angka 1.a)

angka 1.b) s.d. 1

d

19:

)

Yang dimaksud dengan ditempat-
tempat dan pada jam-jam tertentu
adalah tempat-tempat dan pada
jam-jam tertentu vang ditetap-
kan oleh Gubernur Kepada Daerah
sebagai tempat vang diizinkan
untuk berdagang.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Pelayvanan kesehatan di Puskesmas

dan fasilitas peralatan
kesehatan dasar lainnva milik
Daerah bagi pegawai negeri.
penerima pensiun dan perinti-
kemerdekaan, untuk biaya

pemakaian Rumah Bersalin/Pusazt
Kesehatan Masyarakat {Puskesmas)
Pemerintah Daerah dan biava
perawatan pada Rumah Sakit Umum
Daerah diatur berdarkan ketentuan
Asuransi Kesehatan (ASKES).

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Dalam hal pelayvanan pada Unit
Gawat Darurat dilakukan dalam
beberapa kelompok. maka retribusi
vang harus dibavar oleh
masvarakat adalah pelavanan
untuk Kelompok vang tertinggil

tarifnyva.

Cukup jelas.

Pengenaan retribusi untuk
pelavanan dalam kelompok
ini adalah perjenis pelavanan

vang ada pada tiap-tiap kelompok.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan Dewasa
adalah orang vang telah berumur

17 tahun keatas atau telah kawin.

Cukup jelas.




huruf b
Pasal 87 s.d. Pasal 104

Pasal 105 ayat (1) huruf a s.d.

huruf i

ayvat (2) dan (3)

Pasal 106 s.d. Pasal 115

Pasal 116 huruf a angka |
angka 2 dan

huruf b dan c¢

Pasal 117 avat (1)
ayat (2)dan (3)
Pasal 118 s.d. 122

Pasal 123 ayat (1) Mwufé

angln 1 w2
buruf a dan b
MZ,U\

huruf o 3

.
J

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan toilet
berjalan antara lain berupa
container mobil atau sejenis

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan blok
dan A adalah blok tempat
pemakaman umum, sedangkan angka

romawi I, II, II1. IV, V, dan VI
membedakan letak perpetakan tanah

makam. Perpetakan tanah makam A
VII diperuntukan bagi jenazah
vang terlantar,.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan pemakaian
rumah susun sederhana adatlah
sewa rumah susun sederhana.
Besarnya sewa rumah susun
sederhana tidak termasuk biava
pemakaian air PDAM, listrik dan
Gas Negara.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pelavanan Ketatakotaan adalah
pelayanan sebagai kelengkapan

untuk

a. Izin Mendirikan Bangunan;

b. persertifikatan tanah:

¢. pengurusan Izin Undang-Undang
Gangguan:

d. dan lain-lain.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan Keterangan
Rencana Kota adalah Ketetapan
rencana yang diwujudkan dalam

bentuk uraian rencana peruntukan.

rencana jalan dan intensitas
bangunan, diperlukan sebagai
pedoman pelaksanaan pembangunan
fisik.
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Pasal 130

Pasal 31 s 3 13s

- Komersial adalah pengenaar
etribusi atas pelayanan Yo .
takotaan yang diarahkan untu:
kepentingan dagang/berori.ntas.
untuk mencari Keuntungan.

- Non komersial adalah poa.ona.o,
retribusi atas pelavanarn Leta..
Kotaan yang diarahkan tidak
untuk kepentingan dagang/men-
cari kKeuntungan.

dikenakan retribu-
ketatakotaan

Yang tidak
si atas pelayanan
untuk kepentingan :

~ Pemerintah Daerah, adalah vang
permohonan pelavanannya di-
biayai melalui Anggaran DPenda-
patan dan Belanja Daerah/APBD.

- Pemerintah Pusat adalah van_
permohonan pelavanannya d-
biayai melalui Anggaran T

onda-s
patan dan Belanja Negara/APBY

\ ] ]

- Perwakilan Ncggra
vang permohona
dibiayai AnOO'rtn .
Negara Asinfg sesuai |
bDilateral.

£
Pasal }}6 huruf a angka 1)

Yang dimaksud dengan luas bangun-
an adalah luas denah bangunan
senyatanya dalam satuan meter
persegi.

Yang dimaksud dengan :

antara
vihara,

a) Bangunan sosial ibadah
lain mesjid, gereja,
pura.

sosial bulkan

b) Bangunan Lompat

ibadah antara lain:

- bangunan pendidikan S
terdiri dari seko! b (TH,
SD, SLTP,dan SLTA}, Sradioinl,
perguruan tinggi, pesa.ti o/’
madrasah, seminar, pusdi'-
lat, perpustakaan. labor -

torium, aula, panti asuhan;
- bangunan olahraga yvang
terdiri dari sport hall,

gedung olah raga/gelanggang
olah raga gedung st1d1on,
lapangan olah raga tertutup;

- bangunan kesehatan
terdiri dari rumah
klinik, puskesmas;

Tang
sawit,

4



Pasal

Pasal

Fa

1

19

270G

w

huruf o dan ©

huruf ¢ angka 1.5

angka 1.6 s.d. 1.34 :

tn

angka 2 s.d.
huruf d s.a8. f

angka 1
s.d. 4

huruf

[Ge]

1- - M -
Cukup jelas.

Tarif retribusi Netle. oot
Rencana Kota Wisma Susun  "ogl
penggunaan Rumah Susun Mu:al)/

Sederhana tidak dikenakan Rotri
busi.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pungutan retribusi pela:

keterangan rencana kota 1 o
penataan perpcetakan  pada

-

jalan utama dan selunder 7!
kan apabila jalan terascl o
dibangun sesua’ rencana 0 .

dibebas-kan troconya o
rencana kota.

Jar T PRI |

huruf h ..d. §

huruf k angka 1
s.d. 3

angka 4 :

angka § :

-

angka &

angka 7

LR aE A 3 g o 9. =aur g v v 2}

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan pembaharuan
SIPPT adalah SIPPT yang dimchon
kembali setelah lebih 1% Thav!

sejak habis mass beslahung
batas waktu pembangunan Tany

diberikan.

Yang dimaksud dengan plipang i

zan SIPPT  adalan  TIDDT P
dimchon kembali sampa’ deoo
14 hari sejak  habis moae Sool.
Lunya batas wa' ta poals Lo
vang dibzrikan dengan

1idak  oda porubahan L0
komponen SIPPT sepert’ (éifue
pemohon, luas tanah dengan

penggunaan pembangunan tersebut.

Yang dimaksud dengan PR R
purnaan SIPPT akibat porubahan
penggunaan adalah SITPT Yédig
dimohon sehubunzan adanyac perlu
bahan penggunaan dari SITPT
vang telah diterbitkan.

Yang dimaksud dengan Lol o
purnaan SIPPT akibat porubahan
luas adalah -7 707 . ong Almoh.
schukb ITQFD T Dooutab
lvas  dJdar: cTTmmT Dili T
dﬂ:;uolf'.u O

Yang Jdincat ood o Tl L -

L Lﬂ':QUﬂdu R




s]

- banguan pemakaman Fan_
terdiri  laci Krematos " um.
rumah abu, rumah duk.:

-

- bangunan kesenian/kcbhudara
an yang terdir: dari nu-o..

gedung kKesenian, Lal
budava;

- bangunan hunian yang o,
dari flat murah, ruma® o -
sed._rthana, a rama ° .2 .

sosial:

o

- bangunan pombolanaoan
terdiri dari pasar itup .-

pasar penampungan, DAS Al
sementara warungz,/teda
waserda

- sarana umum yang tetd

dari pemberhentian B,
gardu Dbebas hambat.n, po.
polisi, MCK/WC Umum, ha'.’
rakyat, gelanzoang - s

:
)
e

- peltengkap Dbangunan ihadal,
yang ‘terdiri  ruvang  port -
muan/serbagunea, ruang  p.o
didikan, ruvang Lanto .

Yang dimaksud dengaa _
usaha adalah
el -
industri cing
, home Indust ]
workshop., gudang,
station (bengkel), po.
daraan, tcrmznal/ 5 ,

hanggar, bangunan porslols .o,
studio film, gedung parkir,
silo/tangki peternakan/per’ -
nian/perikanan dengan Ketin_
cian maksimum G meter .

b) perdagangan/perkantoran .. tarv.
lain perkantoran, hotol,
cotage, motel flat/api.:icio.
mewah, pEILOﬂGdﬂ/}1US, Lo
lanjaan/pasar, pas
(shoping atoire),
{(depertemen oo
swalayan, vuang pa
raom), blosk Opr
ccntrc/diﬁ}o',‘, L
pijat, DLto e, cumnh
cafetar ... apotilk, )
Fedutaan, geduny  por

bangunan industri/perzudan_.
yang tidak memenuhi kvito.o:

Yang dimaksud Jumlah “oano.i

adalah jumlah lantai di ta.
permukaan tanah atay lantal

basement.



angka 2).3 : Yang dimaksud dengar “or_us
vang bersifat sementara a'.2.%
bangunan yang penggunaaniy, .
maksimum 2 tahun atau selama
digunakan untuk pelaksanaan

kegiatan pembangunan.

m%)“sd'4=w‘upgﬂm— . )

L ASH TS SUN T R SN AFFL A P T 4
angka 3).153 : termasuk lapangan olal LG
terbuka dengan perkerasan ant.. ..
tain lapangan tenis,  lapi.o.
bola bﬂ‘,‘t, 7”“’F’nh T

A

- 1 - - o} TR} \
volley, lintaranr acrob il

angk  3).16

termasuk lapangan aolah
terbuka  tanpa porl ..
Tain  lapanzarn o e

1
i

.
IR

separ o

[

angka 3).17 dan 1S : Cukup jelas.

v, e

angka 4) : Yaug dimaksud lenzan
pembuatan/pcmoanounan adal
biaya untuk perbaikan/pesabaharn,
pembuatan, pembangunan dan
pengembangan vang berdasarkan

- kontrak atauw bagian kont ak
atau;

- pedoman perhitungan
satuan DKT Jakarta at.ou-

- harga satuan per "
rang ditetapk . n -'_%

T e W ey
nL Vi dian g

-

b

1 N P
- oosudanGa [N

~ 1. =Y A1 .
ang oseriar .

\ - A -~

angka 5, -.71.

-4
o
e
e
i

U

.
(T

-
=
-

*J>

huruf b angka 1) -.d. Tukup Jjelas. L
huruf c : Cukup jelas.

122
Pasal #9 ayat (1) huruf ¢

Besar retribusi poengaws . o0
huruf a pembangunan (RPP} 1 ...
harus dibayarkan diperhitung) .
berdasarkan AL.dPtU}uh, T I
bangunan, luas banguncs, 0.

bangunan dan golongan bangu.

o
v

huruf b : Retribusi Dengawanan Tt
Tambahan (RPRT)  wa ' " YUYl
oleh pemchon, Yo
“cambahan pe' .7 o ran_

- L R c
&t Lua f I

. .
-t - Lo 1 4
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T * ~ 1. hl h A

Gt orapko
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- Jalan golongan B adalah ja'lan
yang rendah kepadatan Talu
lintasnyva.

huruf b ¢ Cukup jelas.
huruf ¢ angka 1 ¢ Cukup jelas.
angka : Yang dimaksud dengan
- Golongan AL adalah PRCHISPI

parkir pada pelataran  parki.
dengan kapasitas lebih ‘besar
dari 100 petak parkir:

- Golongan A2 adalah tempat
parkir pada pelataran parkir
dengan Kkapasitas lebih keci!
atau sama dengan 100 petak

parkir.
huruf d angka 1 : Cukup jelas.
angka 2 : Yang dimaksud dengan :

- Golongan B1 adalah Conpa.
parkir murni dan gedung pavl -
pendukung dengan Kapasitar
lebih besar dari 500 pot
parkir:

- Golongan B2 adalah .
parkir pada gedung pari ’
dan gedung park’ REDUILE S I
dengan kapasitas lchih Lol
dan atau sama dengan S0C .- .k
parkir dan lebih besar dari 130
petak parkir;

- Golongan B3 adalah tempat
parkir pada gedung parkir murni
dan gedung parkir pendukung
dengan kapasitas lebih kecil!
atau sama dengan 250 petak
parkir dan lebih besar dari 150
petak parkir;

- Golongan B4 adalah tempat
parkir pada gedung parkir muin’
dan gedung parkir pendukung
dengan kapasitas lecbih kool
dari 150 petak parki..

avat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Untuk tarif berlangganan btu'onod
bagi kendaraan diperhitunglan
dengan Tumus 1 {satu) tulan

dihitung 25 hari dikalikan 1

{satu) hari dihitung 2 {tiga)

kali parkir dikalikan tarif

terendah sesual jenis kendaraan
pada tempat parkir ditepi jalan
umum.,

Mar (4) D umip pdag, v
7
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Pasal 1L¥0 s.d. 127
169
al 125 huruf a

huruf b angka 1
angka 7
huruf ¢

)

huru®

Pasal 124 ayat (1)
wyat 2) dan (7
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Cukup jelas.
Cukup jelas
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Cukup jelas.
Va7 ’
™ ™ ro~
1
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ayvat (2)

avat (4) s.d. (&)

Pasal ;26"95

Pasal ayat (1)

avat (2)

cat (2) huruf

huruf o

0\‘1d\* &)

Pasal! (9% s.d. 27
141 142

FTasal 1&% ayat (1)

143

Cukup jelo

hu« .

Sukup Jela

.
~oh Jjela
~1- ] ] 1
[
LI -~ - .
1 —V =
Yoo B i i
ditetzkan oh T .
s Lh
Cukvp jelas.
: Cukup jeluas.
¢ Cukup jelas.
© Yangz dimaksud 1 . Lol
pembayaran ada'lah :
pembayaran ang toertc R
Surat XKet »a1 Re
Cukup jela
: Cukuy T
Cukup joi
o Tukup jela
Yang d Jo0 |
- Pengakuan t ret, 0l
,ecara lanzsung  adalah Wil ;
Retribusi dengan kesada. !
menyvatakan masih mempun; .
utang retr dun Bl
melunasinyva kepada Pemcrin® N
Daerah
- Pengakuan utang s tor-t
langsung lah Wajib Dot
tidak secara -1y b
sung takan bahwa _
kui i o L. !
kepada Po-or’ ot o
~ontok ™ 7T T =
u‘.x .] : ot B
bl 2] Al A
1
- 4]
T Cuwop plas .
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1vat (2} huruf a . Cukup jelas.
huruf . TNUT 1

jabatannya d¢ er L
keadilan dapat ngura._ Lk ‘
membatalkan ketotn . '
vang tidak b ‘ mi R
Retribusi wvang aju
Leberatannya karcna tidak meme
nuhi persyaratan formal (memasuk-
an surat kehcrsatan tidak
waktunya) meskipun pers: ty
material terpenuhi.

ayat (3) s.d. (5) : Cukup jelas.
1ag
Pasal 200 ayat (1) : Cukup jelas.

avat (2) . Gubernur Ke Dac oo’ '
memberikan ‘lceputusan 177 o
1.~ 1 1 - - - .
RGN i L o
ha - ! b . o
1.

avat (3) s.d. (5} e jul

ayat (6) . Boroinya 1 o
keterlambatan pengembalian 1.%1co-
bihan pembayaran ibuci !

hitung dari habis waktu 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya “os
Ketetapan Retribusi ¢bih .
sampai dengan dilakuk
pembayaran kelebihan.

ayat (7) : Cukup jelas.
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Pasal 201 ayat (1) ¢ Gubernur Kepala Dawi.lL 1.0
rangka pengawasan tI.owena

lakukan pemeriki.an untu’
a. men H Yoo otuh . o
kewaj - oo DT !
1 P PR 1 7 1
R o . N
lanoorn
™ ‘}
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b o oo L e
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rang lalu R AN
jalan
ayvat (2) + Apabila Wajib Retribus: MERARE
2t memenuhi kewajibannya i
berkaitan dengan PRI
retribusi,maka dikenakan pinetups
an secara Jjabatan.
- ayat (3) : Cukup
Pasal 207 © Dengan  adanya ~anke’ R
lq diharapkan nya !
Wajib Retr: i !

kewaji!



huruf ¢ Gubernur Kepala Daeirah '
jabatannya dan berlandasia. .
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1 1 Al Al o
- N bt .
ha ™ o acialiuwan
1:bih dahulu.
ayat (3) s.d. (3} + Cukup jelas
ayat (6) . Bosarnya tmbalan bunga

keterlambatan pengembalian
hihan pembayaran ret ibuc]
hitung dari habis waktu ° !
bulan sejak diterbithanuy 7
Ketetapan Retrib. 1 Tt R
sampai dengan o tdan LT
pembayaran kelebihan.
avat (7) o Cukup Jelas.
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